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MOTTO :

“One has not only a legal but moral responsibility to obey just laws,
One has a moral responsibility to disobey unjust laws. An unjust law
is not law at all”

“(Orang tidak hanya punya hukum, tapi juga harus punya
tanggung jawab moral untuk melaksanakan hukum yang
benar/adil, tapi juga ia harus punya tanggung jawab moral untuk
tidak mentaati hukum yang tidak benar/adil. Hukum yang tidak
benar/tidak adil sebetulnya bukan hukom dalam arti yang

sebenarnya)”

(Martin Luther King)

“Keadilan memang susah didefinisikan, Cuma dapat dirasakan”

(Baharuddin Lopa)
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RINGKASAN

Salah satu putusan arbitrase yang pernah dibatalkan oleh pengadilan
adalah dalam perkara PT.Danareksa Jakarta Internasional melawan PT.Ssangyong
Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel dalam pembangunan
gedung Jakarta Stock Exchange Tower I1. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan
bahwa sengketa vang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase BANI.
PT.Danareksa ingkar janji tidak membayar biaya pembangunan yang telah di
keluarkan oleh kedua kontraktor tersebut. Kasus tersebut kemudian diajukan
kepada BANI untuk diadili, dalam putusannya NO.5/v-29/ARB/BANI/2000,
mengabulkan gugatan pemohon dan menghukum termohon membayar kepada
pemohon sebesar US$ 7.289.276.45 dan biaya arbitrase sebesar US$ 42.326.00.

Terhadap putusan BANI tersebut pihak termohon mengajukan pembatalan
kepada PN Jakarta Selatan dengan alasan putusan arbitrase mengandung
persckongkolan dan tipu muslihat. PN Jakarta Selatan dalam putusannya
No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel mengabulkan permchonan pembatalan tersebut
dan menyatakan tidak sah putusan arbitrase tersebut. BANI dan kedua kontraktor
mengajukan  banding ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya
NO.OI/BANDING/WASIT/2001, MA menilai judex Factie salah melakukan
peradilan dalam memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan
arbitrase, kemudian MA memutus dengan amar yang isinya membatalkan putusa
PN JakSel dan menyatakan putusan arbirtrase sah dan dapat di eksekusi.

Tujuan Umum yang mendasari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu
persyarat dalam menyelesaikan Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana
Hukum, sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hkum, khususnya Hukum
Acara Perdata, dan tujuan Khusus adalah untuk mengetahui dasar permohonan
pengajuan tuntutan oleh PT.Ssangyong E&C dan PT.Murinda Iron Steel terhadap
PT.Danareksa Jakarta Int, mengkaji dasar pertimbangan hakim PN JakartaSelatan
membatalkan putusan arbitrase, dan mengkaji dasar pertimbangan hakim
Mahkamah Agung menyatakan Judex Factie PN Jakarta Selatan.
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Metode yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan pendekatan undang-
undang (Statue Approach) dan kasus (Case Approach) serta pengumpulan bahan
hukum dengan studi literature, dan menggunakan analisis preskriptif artinya
sesuai dengan karakier ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai
keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum dan norma hukum yang
kemudian diperoleh kesimpulan dan saran

Kesimpulan: gugatan yang dilakukan oleh PT.Ssangyong E & C dan PT.
Murinda Iron Steel terhadap PT.Danareksa Jakarta Int merupakan tuntutan hak
atau upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh apa yang menjadi
haknya atau untuk memperoleh perlindungan hukum atas haknya, terhadap
putusan Arbitrase diajukan pembatalan seharusnya didasarkan pada pasal 70
Undang-undang NO0.30 Tahun 1999, bukan Pasal 26 (4) karena itu, MA
menyatakan bahwa seharusnya majelis hakim PN Jakarta Selatan dalam
membatalkan putusan Arbitrase berdasarkan pasal 70 bukan pasal 26. oleh karena
itu MA menyatakan Judex Factie PN Jakarta Selatan salah menerapkan hukum

Saran: agar penundaan eksekusi hanya dapat diajukan dalam hal-hal yang
bersifat eksepsional dan luar biasa. Penundaan eksekusi harus dilakukan secara
obyektif didasarkan pada penilaian bahwa gugatan perlawanan memang memiliki
bobot yang kuat untuk dikabulkan, sehingga eksekusinya layak untuk ditunda
Misalnya perlawanan benar-benar didasarkan pada alasan vang kuat, bukan
merupakan “taktik” dari pihak yang kalah untuk menunda atau mengulur-alur
jalannya eksekusi

By
ra49
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Judul
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel
Putusan Mahkamah Agung RI No.01/BANDING/WASIT/2001

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

-----
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BAB 1. PENDAHU UNIVERWTAS JEMRER

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan yang selama ini terus-menerus dilakukan merupakan
salah satu konsckwensi dari cksistensi Indonesia sebagai negara berkembang.
Segala bentuk aktivitas pembangunan diharapkan dapat berjalan dalam koridor
yang tepat, sehingga tujuan pembangunan yaitu tercapainya masyarakat yang adil
dan makmur, material dan spiritual dapat segera terwujud.(Dikdik M.Arif
Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005 : §3)

Pentingnya proses pembangunan berjalan secara terencana, menyeluruh, dan
berkelanjutan dimaksudkan agar hasil pembangunan dapat memberikan kontribusi
positif bagi pembangunan bangsa, dan di era globalisasi vang melanda seluruh
dunia mau tidak mau furut mempengaruhi semua bidang kehidupan, namun yang
paling tampak dan terasa adalah dibidang ckonomi. Oleh sebab itu pemerintah
Indonesia pada saat ini sedang giat-giatnya melakukan suatu kegiatan dalam
bidang ckonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam
pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional
yang dinamakan jasa konstruksi. Jasa konstruksi sendiri telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang didalam
Burgerlijk Wetboek (BW) disebut Perjanjian Pemborongan Kerja yang tertuang
dalam pasal 1601-1617 BW.

Didalam pasal 1601 (b) BW disebutkan bahwa :

"Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang

satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu

pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima
suatu harga yang ditentukan™

Pembangunan  sarana-prasarana  baik berupa gedung, transportasi,
telekomunikasi, dll yang bertujuan untuk menunjang kelancaran kegiatan
perckonomian adalah sebagai salah satu cita-cita pembangunan Indonesia. Hal
inilah yang menginspirasi berdirinya gedung “Jakarta Stock Exchange Tower I1"”,
di Jakarta olch PT.DANAREKSA JAKARTA INTERNASIONAL dalam
pembangunan gedung bursa efek tersebut adalah sebagai salah satu sarana laju
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perekonomian dunia pada Umumnya dan Indonesia pada khususnya dan oleh
karena pembangunan gedung tersebut merupakan salah satu infrastruktur vang
penting dalam perekonomian maka pembangunan apapun yang terkait dengan
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya hendaknya perlu pengaturan lebih
lanjut sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi:

Pasal 1 ayat | disebutkan bahwa:

"pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian
kegiatan perencanaan dan/pelaksanaan beserta pengawasan  vang
mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata
lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya. untuk mewujudkan
suatu bangunan atau bentuk fisik lain™

Sedangkan pasal 1 ayat 2 yang dimaksud: “pengguna jasa adalah orang

perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/provek
yang memerlukan layanan jasa konstruksi” dan pasal 1 ayat 3 yang dimaksud
“penyedia jasa adalah orang perseoranpan atau badan yang kegiatan usahanya
menyediakan layanan jasa konstruksi” selanjutnya dalam pasal 1 ayat 5 yang
dimaksud *“kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur
hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi™

Terkait dengan hal tersebut diatas, dalam pembangunan gedung “Jakarta Stock
Exchange Tower II” oleh PT. DANAREKSA JAKARTA INTERNASIONAL
diserahkan pembangunan fisiknya kepada kontraktor PT. SSANGYONG
ENGINEERING & CONSTRUCTION dan PT. MURINDA IRON STEEL
sebagai perencana dan pelaksanaan pembangunan gedung tersebut yang
dituangkan dalam “perjanjian pemborongan kerja”, Article of Agreement pada
tanggal 12 Januari 1996.

Didalam perjanjian tersebut dicantumkan ketentuan bahwa para pihak sepakat,
bila terjadi sengketa tentang pelaksanaan perjanjian tersebut akan diselesaikan
melalui “Badan Arbitrase Nasional (BANI)”.

Seiring berjalannya waktu, ternyata dalam proses pembangunan gedung
tersebut terjadi sengketa antara para pihak tentang sejumlah uang tertentu terkait
dengan pemborongan gedung yang harus dibayarkan oleh pemberi pekerjaan,
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PT. Danareksa Jakarta Internasional dengan pelaksana pekerjaan PT. Ssangyong

E & C dan PT. Murinda Iron Steel. Tidak ada kesepakatan antara kedua belah
pihak tentang jumlah pembayaran mengakibatkan tidak tercapainya perdamaian,
schingga para pemborong pekerjaan gedung yaitu PT. Ssangyong Cs sebagai
Pemohon mengajukan sengketanya dengan P1. L}:lnarcksa'/jakﬂrta Int sebagai
Termohon ke forum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Dengan adanya permohonan tersebut, selanjutnya BANI membentuk “Majelis
Arbiter” untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut™ yang kemudian
pada tanggal 24 Mei 2000 Majelis Arbiter menerbitkan putusannya No.
SIVI29/ARB/BANI/20000  yang menyatakan bahwa PT. Danareksa Jakaria Int
telah Wanprestasi dan dihukum untuk membayar kepada pemohon sejumlah US$
7.289.276.45.

Putusan BANI No. 5/V/ARB/BANL2000. dinilai oleh PT. Danareksa Jakarta
Int sangat merugikan, maka sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, PT. Danarecksa Jakarta Int mengajukan permohonan
pembatalan putusan Arbitrase-BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
mengacu pada pasal 70 dari Undang-Undang Nomeor 30 tahun 1999 dengan
dalil/alasan sebagai berikut :

a. Majelis Arbiter-BANI-Termohon I-tidak berwenang memutus perkara
a'quo, karena tidak pemah ada kesepakatan antara pihak untuk
memperpanjang jangka wakiu tugas memutuskan perkara a’quo. Dengan
berganti-gantinya ketua Majelis Arbiter, schingga Majelis Arbiter
(Termohon I) tidak berwenang lagi untuk memutus perkara sengketa
a'quo. Perpanjangan waktu yang ditetapkan sendiri oleh Majelis Arbiter
adalah tidak sah.

b. Majelis Arbiter (Termohon I) dalam putusannya tidak memberikan
pertimbangan yang adil dan patut sesuai dengan UU No. 30 tahun 1999
tentang Arbitrase serta diluar batas-batas kompromi para pihak surat
keberatan telah diajukan pemchon, batas waktu telah habis, namun tidak
diperhatikan, majelis tetap meneruskan persidangan dan terus memutus
sengketa tersebut, sehingga nampak adanya persekongkolan tentang
perpanjangan waktu tugas Majelis.

c. Putusan Majelis Arbiter (Termohon 1) memberikan pertimbangan

hukum yang bertentangan dengan UU No.30 tahun 1999 ex pasal 33
butir (5) dan pasal 77 ayat (2).
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d. Bahwa putusan Majelis Arbiter No.5/V-29/ARB/BANL2000 adalah
putusan yang tidak berdasarkan hukum karena mengandung
persekongkolan dan tipu muslihat, khususnya mengenai perpanjangan
waktu tugasnya Majelis yang ditetapkan diluar kompromi para pihak
serta idak memberikan rasa adil bagi para pihak : pemohon.

Setelah memeriksa surat-surat bukti, mendengar keterangan para pihak,

keterangan saksi-saksi dan saksi ahli, pada tanggal 18 September 2000 dengan
Putusan  No.167/Pdt-P/2000/PN.Jak.Sel., Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang memecriksa Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase-
BANI, dalam pokok perkara putusannya menyatakan bahwa Putusan Badan
Arbitrase Nasional (BANI) No. 5/V/29/ARB/BANI/2000, mengandung cacad
hukum dan tidak sah.

BANI cq. Majelis Arbiter serta PT. Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron
Stel menolak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengajukan banding
ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan terhadap
pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diuraikan
dalam “Memori Bandingnya™ masing-masing pemohon.

Pada tanggal 2 Maret 2001 dengan Putusan Mahkamah Agung No.
01/BANDING/WASIT/2001, Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel.,
karena menganggap Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah
menerapkan hukum dan dalam pokok perkaranya Majelis Hakim Mahkamah
Agung menyatakan menolak permohonan pembatalan terhadap putusan Majelis
Arbitrase No. 5/V-29/ARV/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 dan Menyatakan
Putusan Arbitrase No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 200 adalah sah
dan dapat dieksekusi dan memerintahkan kepada Ketua PN Jakarta Selatan untuk
mengeluarkan penetapan eksekusi yang berkaitan dengan putusan BANI.

Adanya fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka penulis ingin mengkaji
terhadap Putusan Mahkamah Agung No.0l/BANDING/WASIT/2001 yang
menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah
menerapkan hukum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta
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tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut
dalam suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi, dengan judul :
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA (Studi Putusan
Mahkamah Agung R.I No.01/BANDING/WASIT/2001)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat

dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut :
1. Apa yang menjadi dasar permohonan pengajuan Gugatan oleh
PT. Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Stel terhadap PT.Danareksa
Jakarta Internasional?
2. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) ?
3. Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan
Judex Factie PN  jakarta  Selatan (Putusan MARI
No.01/BANDING/WASIT/2001) 7
1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah (Skripsi) hendaknya mempunyai arah yang
jelas mengenai hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu, harus mempunyai tujuan
tertentu. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah meliputi dua hal, yaitu :
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan Skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi IImu Hukum
dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Jember;

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu Hukum yang
diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang terjadi dimasyarakat;

3. Untuk sumbangan pemikiran dalam bidang hukum, khususnya Hukum
Acara Perdata;
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4. Untuk mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para

mahasiswa Fakultas Hukum dan AlmaMater.
1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan
skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar permohonan pengajuan Gugatan
PT. Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Stel terhadap PT.Danareksa
Jakarta Internasional?
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan Majelis Hakim Jakarta Selatan No.
167/Pdt.P/2000/PN Jak.Sel, tentang pembatalan putusan BANI terhadap
sengketa perjanjian pemborongan kerja
3. Untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam
pembatalan Putusan Judex Factie PN Jakarta Selatan (Putusan M.A.R.]
No.01/BANDING/WASIT/2001
1.4 Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk menemukan kebenaran. Metode penelitian
hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan
kebenaran hukum. Kebenaran hukum adalah substansi yuridis yang secara
normatif terkandung dalam hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum
yang tidak tertulis. Didalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang
sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas
dari metode yang digunakan oleh penulis. Metode yang digunakan meliputi
pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum, yang
kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan
masalah.
1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang
(statute approach) yaitn pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan
pendekatan kasus (Case Approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93) adapun
Undang-Undang yang ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
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Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor
4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hokum yang
dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2006:94). Adapun kasus yang akan
ditelaah oleh penulis adalah Putusan Badan Arbitrase Nasinal Indonesia(BANI)
No. 5/v/29/ARB/BANL/2000 tanggal 25 Mei 2000, Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan No. 167/PdtP/2000/PN.Jak.Sel tanggal 18 September 2000 dan
Putusan Mahkamah Agung R.1 No.01/BANDING/WASIT/2001 tanggal 2 Maret
2001.
1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam bahan
hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya

mempunyai autoritas.bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan
serta putusan-putusan dari hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141) Bahan
hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Undang-
Undang No.30 tahun 1999, Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesi (BANI)
No. No. 5/v/29/ARB/BANI/2000 , Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel, dan  Putusan  Mahkamah Agung RI
No.0l/BANDING/WASIT/2001, serta peraturan perundangan lainnya yang
berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
b. Bahan Hukum Sekunder

Disamping menggunakan bahan hukum primer, penulis juga menggunakan
bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141)
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¢. Bahan-bahan non hukum

Bahan non hukum terdiri dari kesaksian ahli hukum dipengadilan,
seminar, ceramah dan kuliah (Peter Mahmud Marzuki, 2005:164)
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam
penulisan skripsi ini adalah studi literatur yaitu dengan mempelajari, menelusuri,
mengkaji. dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumentasi, karya
ilmiah, artikel, dan hasil seminar vang berhubungan dengan permasalahan yang
akan dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 196)

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan langkah-
langkah dalam penelitian hukum, yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan
mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang
hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya
dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan
telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah
dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah
dibangun dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 171).

Bahan hukum yang tersusun kemudian disusun secara sistematis dan
terarah, serta dianalisis dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang
scharusnya merupakan essential dari penelitian hukum karena untuk hal itulah
penelitian hukum itu dilakukan. Analisis bersifat preskriptif artinya sesuai dengan
karakter ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,
validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter
Mahmud Marzuki, 2005 : 171)
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum Tentang Arbitrase

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Arbitrase menurut Undang-
undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
yang antara lain mengulas tentang Ruang lingkup Arbitrase, pengertian Arbitrase,
dan jenis Arbitrase yang lebih lanjut akan di uraikan dibawah ini:

2.1.1 Ruang Lingkup Arbitrase

Dilndonesia pada tanggal 3 Desember 1977 dibentuk Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang Dan
Industri (KADIN) No.SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 Nopember 1977. BANI
merupakan badan arbitrase tetap dalam menangani sengketa perdata yang timbul
di bidang perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional
maupun internasional. Disamping itu BANI juga menerima permintaan yang
diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan pendapat yang
mengikat mengenai sesuatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian tersebut.
(M. Khoidin, 2006 :5).

Pembicaraan mengenai Arbitrase memang tidak dapat dilepaskan dengan
berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan
dengan berpedoman pada undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 ini dianggap sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan
dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum,
peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-
masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Keberadaan arbitrase dalam Undang-Undang Pokok-Pokok kekuasaan
Kehakiman ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat | yang antara lain
menyebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar
perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan akan tetapi putusan arbiter
hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah
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untuk di eksekusi (execufoir) dari pengadilan (Gunawan Widjaja dan Ahmad
Yani, 2003: 2).

Sedangkan pengakuan ferhadap keberadaan Arbitrase di Indonesia dapat kita
temukan dalam Pasal 3 ayat | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Semua peradilan di seluruh
wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dalam
undang-undang”, dan dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 4
tahun 2004 dijelaskan bahwa disamping peradilan Negara, tidak diperkenankan
lagi adanya peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara, Tetapi
didalam penjelasan itu juga menyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar
pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbiter) tetap di
perbolehkan.

2.1.2 Pengertian Arbitrase

Dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 butir 1 memberikan definisi sebagai
berikut :“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh
para pihak yang bersengketa”. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa:

“Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara
penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan
atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak
semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan
hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai
sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat
mereka”
Sementara itu pengertian arbitrase menurut Subekti adalah:

“Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh
seorang hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan
tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim
atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut™ (Subekti,
dalam Siburian, 2004:38)

Sedangkan menurut Webster Dictionary halaman 110, arbitrase diartikan:
“The act of arbitrating...;the hearing and determination of a case between

pariies in controversy by a person authority instead of by a judicial
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fribunal provided by law "(memeriksa dan memutus suatu sengketa antama
pihak-pihak yang berselisih oleh seorang ahli sebagai pengganti hakim
pengadilan yang didasarkan pada Undang-Undang)” dan menurut Priyatna
Abdurrasyid adalah sebagai berikut :

“Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian

sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh
Undang-undang dimana satu pihak atau lebih menyerahkan
sengketanya, ketidaksepahamannya, ketidaksepakatannya dengan
salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih
(arbiter-arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak
sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara
hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum
perdamaian yang telah sisepakati bersama oleh para pihak tersebut
untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat” (Priyatna
Abdurrasyid, dalam Siburian,2004:39)

Dari definisi-definisi tersebut diatas maka ada tiga hal yang dapat

dikemukakan dari definisi tersebut :

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;

2. Perjanjian Arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;

3. Perjanjian Arbitrase tesebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan
sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum. (Gunawan widjaja
dan Ahmad Yani,2003:44)

2.1.3 Jenis Arbitrase
Dengan mengacu pada Konvensi-konvensi seperti: Convention of the

Settlement of Investment Disputes Between State and National of Other State —
konvensi yang khusus menyelesaikan sengketa dibidang penanaman modal asing
antara satu Negara dengan warga negara asing-, Konvensi New York 1958
maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCITRAL Arbitration Rules
maka dapat dikemukakan beberapa jenis arbitrase, vaitu :

1. Arbitrase Ad hoc (Arbitrase Volunter)

Arbitrase Ad hoc adalah suatu badan arbitrase vang khusus mntuk
menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat
insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa diputuskan. Dalam
arbitrase ini para pihak dapat mengatur cara bagaimana pelaksanaan pemilithan
para arbiter, kerangka kerja prosedur arbiter dan aparatur administratif dari
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arbitrase. Namun demikian dalam pelaksanaannya, arbitrase ad hoc ini memiliki
kesulitan antara lain dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan
prosedural dari arbitrase serta kesulitan dalam merencanakan metode-metode
pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak. Jenis arbitrase ad hoc ini
keberadaan dan fungsinya akan lenyap dan berakhir dengan sendirinya seiring
dengan diputusnya sengketa.

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang
sifatnya permanen, karena itu sering juga disebut “Permanent Arbitral body”.
Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Konvensi New York 1958, Arbitrase ini
disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung
perselisihan yang timbul dari perjanjian (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,
2003:56)

Faktor kesengajaan dan sifal permanen ini merupakan ciri pembeda
dengan arbitrase ad hoc. Selain itu arbitrase institusional ini sudah ada sebelum
sengketa timbul, yang mana berbeda dengan arbitrase ad hoc yang baru dibentuk
setelah perselisihan terjadi. Selain itu arbitrase institusional ini berdiri untuk
selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai.

2.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Perjanjian yang akan dibahas dalam bab ini yaitu perjanjian menurut Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (BW), yang antara lain akan membahas tentang
pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban, prestasi dan
wanprestasi yang untuk lebih lanjut akan terurai dibawah ini -

2.2.1 pengertian perjanjian

Sebelum menguraikan perjanjian, terlebih dahulu penulis akan
menguraikan pengertian perikatan. Sebagaimana diketahui bahwa antara
perikatan dan perjanjian terdapat hubungan yang erat.

Menurut Subekti, suatu perikatan adalah “suatu perhubungan hukum
antara dua orang atau dua pihak, yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak
yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu™
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(1987 : 1) yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur ataa si berpiutang,
sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau
si berhutang. Perhubungan antara dua orang atau lebih it adalah suatu
perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpitang itu dijamin oleh undang-
undang atau hukum.

Tentang perikatan dalam Buku IIT Burgerlijk Wetboek (BW) diatur mulai
pasal 1233 sampai pasal 1864 BW. Setelah dikeiahui tentang perikatan,
selanjutnya penulis akan menguraikan pengertian perjanjian atau persetujuan
menurut undang-undang dan pendapat para sarjana,

Menurut undang-undang pada pasal 1313 BW, menyatakan bahwa :
“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Selain pengertian tentang perjanjian vang disebutkan dalam pasal 1313
BW tersebut diatas, dibawah ini penulis mengutip pendapat beberapa sarjana yang
memberikan pengertian sebagai berikut :

Menurut Subekti, menyatakan bahwa:“Perjanjian adalah suiatu peristiwa
dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal” (1987 : 1)

Sedangkan menurut Yahya Harahap mengatakan: “Perjanjian atau
Verbintenis adalah hubungan hukum atau Rechtsbetsekking yang oleh hukum itu
sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya” (1996 : 6). Oleh karena itu
perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan atau person
adalah hal-hal yang terletak dan berada di lingkungan hukum.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa :

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara
dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan
sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak yang lain berhak
menuntut pelaksanaan perjanjian itu” (1979 : 9)

Dalam hukum perjanjian kita menganut suatu sistem yaitu sistem
“terbuka” yang mengandung arti, bahwa hukum perjanjian memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat atau para pihak yang
berkepentingan untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian yang berisi apa
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saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan selain itu
para pihak juga harus memenuhi Syaral-syarat yang ditentukan dalam pembuatan
perjanjian.
2.2.2 Syarat sahnya perjanjian
Berdasarkan pasal 1320 BW, untuk sahnya suatu perjanjian harus
memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu;

Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
Kecakapan untuk membuat perjanjian:

Suatu hal tertentu;

Sebab yang halal.

sl =

2.2.3 Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian
Untuk menjelaskan hak dan kewajiban dalam perjanjian, sudah tentu akan

melibatkan individu-individu yang membuat perjanjian atau personalia pembuat
perjanjian tersebut. Menurut subekti, yang dimaksud dengan personalia dalam
suatu perjanjian adalah “siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian”
(1987 : 29). Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban para pihak
yang membuatnya. Hak ialah wewenang yang diberikan kepada subyek hukum
tertentu oleh hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan tertentu, Sedangkan
kewajiban ialah melaksanakan prestasi, beban yang harus dilaksanakan. Terkait
dengan perjanjian pemborongan kerja, hak dan kewajiban dari pemberi pekerjaan
antara lain:

a. berhak untuk memperoleh apa yang telah diperjanjikan;

b. menerima bangunan sesuai dengan apa yang diinginkannya;

¢. memberikan lokasi pada kontraktor; serta

d. memberikan prestasi pada kontraktor.

Sedangkan hak dan kewajiban dari penerima pekerjaan antara lain:

a. melaksanakan apa yang telah diperjanjikan:

b. membuat bangunan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi pekerjaan;

c. menerima lokasi yanag hendak di kerjakan, membuat skema awal, gambar

detail lengkap dan:
d. menerima prestasi dari apa yang telah dikerjakannya,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember 5

2.2.4 Prestasi dan Wan Prestasi
Setiap pthak yang membuatl perjanjian, terutama kreditur atau pihak yang
berpiutang menghendaki agar pelaksanaan perjanpian diusahakan secara senipurna
secara suka rels sesusi perjanjian. Pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan
perjanjian itu discbut prestasi.
Menurut pasal 1234 BW pada hakekatnya bentuk-bentuk prestasi dalam
perjanjian ada 3 macam, yaitu:
| memberikan sesuatu;
2 berbuat sesuatu;
3. tidak memberikan sesuatu
Dalam perjamian tidak selamanya para pthak mau atau dapat melakukan
pemenuhan prestasi secara sempurna sesum dengan 151 perjampian. Namun ada
kalanya para pihak lalai atau alpa atau ingkar janji atan ndak sempurna dalam
pemenuhan prestasinya. bal im dalam hukum disebut wanprestasi.
Menuruit Subekti, wanprestasi yang dilakukan seorang debitur dapat berupa
4(empat) macam yaitu .

“a. tidak mclakukan apa vang disanggupi akan dilakukannya,

b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi idak sebaganmana mestinya,
¢. melakukan apa yang dijanpkannya, tetapi terlambat,

d. melakukan sesuntu menurut perjanpian tdak boleh dilakukannya. (1987:45)

Terhadap kelalaian dan kealpaan s berutang (debitur atau pihak yang wajib
melakukan sesuatu), diancam sanksi atau hukuman, Adapun hukuman atau akibat-

akibat bagi debitur yang lalai ada 4 (empat) macam yaitu

“a. membavar kerugian vang diderita oleh kreditur atau membayar ganti rugs;
b. pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian;
c. peralihan resiko,
d. membavar biaya perkara, kalau diperkarakan didepan hakim™ (Subekn,
1997:45)
Membayar panti rugs dalam hal i, membayar atau mengganti segala

biaya-biaya atau ongkos yang nyate-nvata telah dikeluarkan oleh kreditur.
Sedangkan tentang pembatalan perjanjian, adalah sebaga sanks: terhadap debitur
yang melakukan wanprestasi yang mana hal it dilakukan dengan mjuan unmk
membawia kedua belah pihak kembah pada keadaan sebelum perjanjian dindakan.
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Tentang pembatalan perjanjian, sebagai akibat debitur melakukan
wanprestasi, diatur dalam Pasal 1267 BW yang berbunyi:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia,
jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk
memenuhi  persetujuannya, ataukah ia akan menuntut pembatalan
persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”

Pihak debitur menurut hukum, baru dapat dikatakan wanprestasi atau lalai
dalam melaksanakan isi perjanjian, apabila kreditur telah melakukan somasi,
yaitu peringatan atau teguran yang di berikan atay ditujukan kepada debitur.

Tentang teguran atau somasi telah diatur dalam pasal 1238 BW yang
berbunyi :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya
sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap
lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Dari uraian pasal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, debitur

baru dapat dikatakan lalai atau wanprestasi apabila terlebih dahulu dilakukan
peringatan dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta, Namun ketentuan yang
mengharuskan peringatan dengan surat perintah atau sebuah akta, dalam praktek
tidak banyak digunakan lagi karena menyulitkan pihak debitur. Dengan
dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1963,
ketentuan pasal 1238 BW dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan demikian
peringatan kelalaian atau kealpaan kepada debitur dapat saja dilakukan secara
lisan atau dengan mempergunakan telepon atau sarana informasi lainnya.
2.3 Klausula Arbitrase

Berdasarkan berbagai sumber Undang-undang, peraturan dan konvensi
internasional, dikenal 2 (dua) bentuk klausula perjanjian arbitrase:
1. Pactum de Compromittende

Bentuk pactum de compromitiendo merujuk pada ketentuan pasal 615 ayat
3 Ry yang merumuskan tentang diperbolehkannya mengikatkan diri antara para
pihak (satu sama lain) untuk menyerahkan persengketaan yang mungkin timbul
dikemudian hari kepada seorang atau beberapa orang arbiter (wasit). Jadi,
memang sejak semula para pihak telah membuat perjanjian untuk hal-hal :
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- untuk menyerahkan penyelesaian persengketaan yang akan timbul kelak kepada
arbitrase,
- dengan demikian vang akan memeriksa dan memutus sengketa yang mungkin
timbul, bukan diajukan, diperiksa dan diputus oleh pengadilan Berarti sebelum
terjadi sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, telah
menyetujui untuk menyelesaikan di muka arbitrase (Yahya Harahap, 1990:116).
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bentuk klausul pactum de compromittendo
ini diatur dalam Pasal 7 vang berbunyi: “Para pihak dapal menyetujui suatu
sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan
melalui arbitrase”.
Cara pembuatan klausul pacium de compromitiendo ada 2 (dua) cara,
yaitu:
1. Dengan mencantumkan klausul arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian
pokok;
2. Klausul pactum de compromittendo dibuat terpisah dalam akta tersendini
(Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:50)
2. Akta Kompromis
Mengenai akta kompromis diatur dalam pasal 618 Rv yang berbunyi:
a.“persetujuan arbitrase diadakan secara tertulis dan di tanda tangani
kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani maka
persetujuan harus dibuat di muka notaris™.
b."persetujuan harus dimuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan
tempat tinggal para pihak, dan juga nama serta tempat tinggal arbiter
atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil™.
Pada intinya apa yang tercantum dalam pasal 618 Rv adalah sebagai berikut:
- Pembuatan akta kompromis berupa persetujuan para pihak tentang arbitrase;
- Pembuatan persetujuan arbitrase dilakukan “setelah™ timbul sengketa;
- Bentuknya harus akta (tertulis), tidak boleh dengan persetujuan lisan
(ditandatangani kedua belah pihak, dan dibuat didepan notaris apabila tidak

mampu menandatangani) (Yahya Harahap, 1990:117)
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Sedangkan dalam pasal 9 Undang Undang No.30 tahun 1999 adalah dasar
adanya bentuk klausula arbitrase dalam bentuk akta kompromis dengan maksud
agar para pihak memilih penyelesaian melalui arbitrase setelah sengketa terjadi.

Perbedaan antara pactum de compromittendo dan akta kompromis hanya
terletak pada “saat’ pembuatan perjanjian. Bila pactum de compromittendo dibuat
sebelum perselisihan terjadi, akta kompromis dibuat setelah perselisihan atau
sengketa terjadi. Dari segi perjanjian keduanya tidak ada perbedaan.

Klausul arbitrase ini penting karena akan menentukan berlangsungnya
suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaanya. hukum substantif apa yang berlaku,
dan lain-lain (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:52).

Secara umum menurut Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatimah
Jatim, klausula-klausula arbitrase akan mencakup:

a. Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;

b. Ruang lingkup arbitrase;

c. Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau ad hoc;
apabila memilih bentuk ad hoc, maka klausula tersebut harus merinei
metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase;

Aturan proseduran yang berlaku;

Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;

Pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase;
Klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika
relevan.(Goodpaster :1995)

w® o

2.4 Putusan Arbitrase

Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencantumkan hal-hal yang harus
tercantum dalam suatu putusan arbitrase antara lain:

a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA™;

b. nama lengkap dan alamat para pihak;

c. uraian singkat sengketa;

d. pendirian para pihak;

e. nama lengkap dan alamat arbiter;

f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai

keseluruhan sengketa;

g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis
arbitrase;

h. amar putusan;
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i. tempat dan tanggal putusan
j. tanda tangan arbiter atau majelis arbiter.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa
Majelis Arbitrase dalam mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum,
atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (pro aeguo-et-hono). Penjelasan pasal
tersebut mengatakan dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberi putusan
berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka perundang-undangan dapat
dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (dwingende
regels) harus diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan oleh arbiter.(Forum
Hukum, Vol.l No.4, 2004:77)

2.5 Pelaksanaan putusan
Dalam Undang-undang No.30 tahun 1999, mengenai pelaksanaan putusan

dapat dibedakan menjadi dua antara lain mengenai pelaksanaan putusan arbitrase
nasional dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, vang untulk lebih
jelasnya akan diuraikan di bawah ini :

2.5.1 Pelaksanaan putusan arbitrase nasional

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan
mengikat para pihak. Hal itu tercantum juga dalam Pasal 60 Undang-Undang
Nomor 30 tahun 1999, Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan
arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah kefua
pmgndilmmgmimwmhomnsalnhmmpihakymgbusmgkmdcmikm
tercantum dalam Pasal 61 sedangkan putusan arbitrase itu sendiri dalam waktu 30
hari sejak tanggal putusan tersebut harus diserahkan dan didafiarkan oleh arbiter
atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat, yaitu di tempat
kedudukan termohon.

Fksekusi oleh Pengadilan Negeri dilaksanakan apabila pelaksanaan secara
sukarela tidak dapat dilakukan. Namun, sebelum dilaksanakan, Ketua Pengadilan
Negeri terlebih dahulu memeriksa apakah putusan arbitrase tersebut tidak
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Terhadap alasan atau
pertimbangan dan materi dari putusan tidak dilakukan pemeriksaan. (Forum
Hukum Vol.1 No.4, 2004:76)
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2.5.2 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Putusan arbitrase internasional menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang

No.30 tahun 1999 adalah:

“Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter
perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu
lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum
Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional™.

Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penvelesaian sengketa mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan

arbitrase Internasional yang diserahkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, putusan
Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum

Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.

Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis
arbiter disuatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada
perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai
pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional;

Putusan Arbitrase Internasional sebagaiman dimaksud dalam huruf a
terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia
termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a
hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang
tidak berten5Stangan dengan ketertiban umum;

Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan dilndonesia setelah
memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a
yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak
dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh
eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .

2.6 Pembatalan Putusan Arbitrase

Berdasarkan pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, terhadap
putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila

putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a.

b.

Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
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¢. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa

Alasan-alasan vang tersebut diatas bersifat alternatif bukan kumulatif. Jadi
adanya salah satu saja sudah cukup untuk dasar mengajukan permohonan. Dan
untuk dapat membatalkan putusan arbitrase harus diajukan permohonan secara
tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan
pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri di wilayah
hukum termohon, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Permohonan Pengajuan Gugatan oleh PT.Ssangvong E&C dan
PT. Murinda Iron Steel terhadap PT.Danareksa Jakarta Internasional

Perjanjian pemborongan kerja yang telah disepakati dan ditandatangani
oleh kedua pihak, PT.Danareksa Jakarta Int sebagai pemberi pekerjaan dengan
PT.SSangyong E&C dan PT.Murinda Iron Steel sebagai penerima pekerjaan
mempunyai konsekwensi bahwa perjanjian yang mercka buat berlaku schagai
undang-undang sesuai yang terdapat pada pasal 1338:“setiap perjanjian yang
dibuat secara sah, dianggap sebagi undang-undang bagi yang membuatnya” yang
secara otomatis mengikat kedua belah pihak. Terkait dengan pengertian diatas
adalah mencakup tentang dasar pengajuan gugatan vang dilakukan oleh
PT.Ssangyong E&C dan PT. Murinda Iron Steel terhadap PT.Danareksa Jakarta
Internasional yang dimulai pada tanggal 12 Januari 1996 telah dibuat “perjanjian
pemborongan kerja” yang juga merupakan perjanjian obligatoir yang disertai
dengan hak dan kewajiban bagi para pihak yang dituangkan dalam Article Of
Agreement. Dimana dalam perjanjian tersebut PT.Danareksa menyerahkan
perencanaan dan pelaksanaan serta pembangunan fisik dari bangunan gedung
“Jakarta Stock Exchange Tower II" kepada PT.Ssangyong E & C dan PT.Murinda
Iron Steel. Selain itu dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan ketentuan bahwa
para pihak sepakat, bila terjadi sengketa tentang pelaksanaan perjanjian tersebut
maka akan diselesaikan melalui “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” (BANI).

Setelah gedung selesai dibangun, ternyata terjadi sengketa antara para
pihak tentang jumlah uang pemborongan gedung yang harus dibayarkan oleh
pemberi pekerjaan, yang dalam hal ini adalah PT.Danareksa Jakarta Internasional
dengan pelaksana pekerjaan, yaitu PT.Ssangyong E & C dan PT.Murinda Iron
Steel dan setelah beberapa kali ditegur agar memenuhi kewajibannya,
PT.Danareksa Jakarta Int tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannya
(WANPRESTASI) melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan dalam Article
of Agreement (“perjanjian pemborongan™) walaupun gedung tersebut telah
dioperasikan oleh PT.Danarcksa Jukarta Int. Sebenamya dengan keberadaan
klausul arbitrase dalam suatu perjanjian maka secara otomatis akan

2
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mengesampingkan kewenangan dari pengadilan negeri, sebagaimana vang
terdapat dalam Pasal 615 Rv dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalama Pasal 615 (1) Rv
disebutkan bahwa :

“adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu sengketa
yvang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannva untuk
melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada
seorang atau beberapa orang wasit."”

sedangkan pasal 615 (3) disebutkan bahwa:“bahkan adalah diperkenankan

mengikatkan diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa vang

mungkin timbul dikemudian hari, kepada pemutus seorang atau beberapa orang

wasit”. Kemudian Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan:"Pengadilan Negen tidak berwenang

untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian

arbitrase”. Sehingga dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan:

- klausul arbitrase telah mewujudkan yurisdiksi Absolut;

- oleh karena sersifat absolut, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang
mengadilinya.

Kenyataannya walaupun PT.Ssangyong E & C dan PT.Murinda lron Steel
mengetahui adanya klausul arbitrase dalam perjanjian pemborongan tersebut,
mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Rol perkara No.
274/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst) yang menurut PT. Ssangyong E & C dan PT.Murinda
Iron Steel adalah sebagai tindakan antisipasi, karena pada saat itu walaupun
permasalahan diselesaikan oleh forum Arbitrase, karena pada saat itu belum
berlakunya Undang-undang No.30 tahun 1999 Undang-Undang tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT.Danarcksa pasti akan meminta
pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut dengan berpedoman pada pasal
643 Rv yang menegaskan terhadap putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan
dalam hal-hal:

a.apabila putusan melewati batas persctujuan;
b.apabila putusan didasarkan atas suatu persetujuan:
- yang tidak diperbolehkan undang-undang diselesaikan dengan perdamaian,
antara lain hibah, wasiat, nafkah, perceraian, kedudukan hukum seseorang
(pasal 416 Rv).
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- Telah lewat waktu persetujuan.

c.apabila putusan diambil oleh sejumlah anggota arbiter yang tidak berwenang
memutus tanpa hadirnya anggota arbiter yang lain;

d. apabila putusan yang dijatuhkan:

- telah memutus hal-hal yang tidak dituntut, atau
- telah mengabulkan lebih dari apa yang ditubtut (ultra petitum partium)

e. apabila putusan mengandung saling pertentangan:

- saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan
yang lain;
- antara pertimbangan dengan amar putusan.

f. apabila para arbiter lalai memberi putusan yang menyeluruh menurut
persetujuan vang diajukan akan diputus;

g. apabila para arbiter telah melanggar tata tertib (formalitas)-beracara sesuai
dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali persetujuan
arbitrase menentukan lain secara tegas, boleh diputus menyimpang dari hukum
acara:

h. apabila putusan yang dijatuhkan didasarkan atas surat-surat palsu:

- diakui kepalsuannya, atau
- telah dinyatakan palsu, dan
- kepalsuan itu diketahui “setelah™ putusan dijatuhkan;
i, apabila “setelah™ putusan dijatuhkan:
- diketahui surat-surat yang menentukan, dan
- selama pemeriksaan surat-surat itu tak ditemukan (disembunyikan)
j. apabila putusan didasarkan atas hasil “pemeriksaan™ :
- yang mengandung kecurangan,
- mengandung itikad buruk, dan
- baru diketahui kemudian setelah putusan drjatuhkan

MNamun demikian PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel juga
sudah mengantisipasi bahwa untuk menunda-nunda pemenuhan hak dari kedua
kontraktor tersebut pasti PT. Danareksa akan mengajukan eksepsi yang berkaitan
dengan kompelensi absolut lembaga arbitrase. Ternyata semua antisipasi dari
PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel benar, karena PT.Danareksa
ternyata memang mengajukan eksepsi yang kemudian dikabulkan oleh majelis
hakim perkara No. 274/Pdt.G/1998/PN.Jak.Pst. Setelah PT.Danareksa
mendalilkan bahwa yang berwenang mengadili sengketa yang berkaitan dengan
perjanjian pemborongan adalah forum Arbitrase, maka PT.Ssangyong E & C
dan PT. Murinda Iron Steel mengikuti kemauan PT.Danareksa Jakarta Int untuk
menyelesaiakan sengketanya melalui arbitrase yang dalam hal ini PT Ssangyong
E&C dan PT.Murinda Iron Steel sebagai pemohon dan PT.Danareksa sebagai
termohon. Padahal secara kasat mata terlihat bahwa PT.Danareksa Jakarta Int
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telah melakukan wanprestasi terhadap kedua pemborong bangunan tersebut
dengan tidak melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian pemborongan, dan
para pemborong pekerjaan yang dalam hal ini adalah PT.Ssangyong Engineering
& Construction dan PT.Murinda Iron Steel telah memenuhi prestasinya dengan
membangun gedung Bursa Efek Jakarta yang telah dioperasikan secara komersial
oleh pemberi pekerjaan yang dalam hal ini adalah PT.Danareksa Jakarta Int.
Dalam sistem Common Law, bukti yang diajukan oleh para kontraktor tersebut
yang dalam hal ini PT.Ssangyong E & C dan PT Murinda Iron Steel akan
wanprestasi PT Danareksa Jakarta Int disebut “res ipsa loguitur” (the thing speak
it self) artinya Gedung Bursa Efek itu “bicara sendiri” untuk membuktikan
wanprestasi pihak pemberi pekerjaan (PT.Danarcksa Jakarta Int).

Namun demikian, dalam persidangan arbitarase, termohon kembali
menggunakan tak-tik yang berkaitan dengan Legal Technicalities (teknis
yuridis/prosedural) untuk sedapat mungkin menunda-nunda penyelesaian
sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan tersebut. Hal ini terbukti
dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. termohon melalui surat No.049/0CK.I/1999 mengajukan keberatan
kepada majelis arbiter BANI, untuk meminta pemohon 1l dan IlI
mengubah surat permohonan arbitrase dari bahasa Inggris ke bahasa
Indonesia, padahal sebelumnya dalam perjanjian tersebut para pihak
telah setuju bahwa persidangan akan dilakukan dalam bahasa Inggris.
Keberatan ini disengaja untuk menunda proses persidangan, sehingga
mengurangi efektivitas penggunaan jangka waktu persidangan,

2. berdasarkan perjanjian pemborongan kerja jo surat BANI
No.24/VII/BANI/1999 tanggal 10 Agustus 1999 segala biaya yang
terkait dengan persidangan ditanggung bersama, namun sampai
tanggal putusan arbitrase, biaya yang menjadi kewajiban termohon
tetap tidak dibayar upaya ini merupakan salah satu taktik termohon,
karena tanpa dibayarnya biaya arbitrase tersebut, persidangan tidak
dapat dimulai, sehingga pihak pemohon |l dan Ill terpaksa membayar
terlebih dahulu biaya arbitrase yang scharusnya menjadi kewajiban
pemohon;

3. mengingat Ketua Majelis Arbitrase Bapak Gunawan, SH menderita
sakit yang kelihatan bakal lama, dan berdasarkan pengalaman
pemohon 11 dan Il akan itikad buruk Termohon untuk menghalalkan
segala cara guna menghindari kewajibannya, maka Pemohon 11 dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

26

Pemohon Il mengingatkan Majelis Arbitrase akan kemungkinan
habisnya waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam pasal 48 (1) UD
No.30 tahun 1999. pada saat itu Majelis menyatakan mengetahm
adanya kemungkinan ini dan akan mengeluarkan penetapan untuk
memperpanjang mandat mereka jika untuk kepentingan pemeriksaan
Pada saat itu pemohon setuju aatau setidak-tidaknya sama sekal
TIDAK MENYATAKAN PENOLAKANNYA terhadap putusas
Majelis tersebut. Hal ini secara tegas dikonfirmasi oleh Ir.H.Sidjabat,
yang notabene adalah arbiter yang dipilih sendiri oleh Termohon.

4. berdasarkana surat Penetapan No.14/I1I/SK-ARB/BANI/2000 tanggal
7 Maret 2000, ketua BANI menunjuk Bapak Prof. Bismar Siregsr
sebagai Ketua Majelis Arbitrase menggantikan Alm. Bapak Gunawan.
Atas Penetapan tersebut pemohon telah menggunakan tak-tik untuk
menunda jalannya persidangan dengan cara mengajukan keberataa
atas penunjukan Bapak Bismar Siregar dengan alas an independensi
dan netralitas dari Bapak Prof. H.Bismar Siregar diragukan. Tak-ti
Termohon ini berhasil karena membuat Prof H.Bismar Siregar
mengundurkan diri, karena sebagai orang yang polos dan memiliki
harga diri yang tinggi beliau telah memakan umpan dari Termohom
Padahal, dalam persidangan arbitrase yang dibuka oleh Prof H.Bismar
Siregar, salah seorang kuasa hukum Termohon secar polos telsh
menyatakan sendiri kepada Prof.H.Bismar Siregar bahwa belim
adalah seorang mubaligh yang jujur dan memiliki integritas moral
yang terpuji. Kontradiksi semacam ini jelas membuktikan bahwa
keberatan Termohon (Challenge) atas penunjukan Prof Bismar Siregar
adalah semata-mata untuk menunda terpenuhinya hak-hak Pemohon ll
dan Pemohon III. (Putusan PN Jak Sel. hal 110)

Oleh karena itu rasanya tidak adil kalau hanya sekedar ingin menghindasi
pelaksanaan dari pembayaran gedung Jakarta Stock Exchange yang merupakan
kewajiban dari Termohon, telah melakukan berbagai cara yang tidak logis, yang
salah satunya tentang perpanjangan mandat Majelis Arbitrase

Adapun pihak Termohon mungkin lupa, dengan mendalilkan bahwa tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya perpanjangan mandat hakim
arbitrase maka menurut termohon hal itu menjadi tidak sah. Padahal jika
menganut doktrin kompetenz-kompetenz dalam hukum arbitrase yang diant oleh
seluruh dunia, dan yang juga didukung oleh pasal 33 Undang-undang No.30 &hun
1999, majelis arbitrase yang dibentuk berdasarkan keinginan para pihak, memiliki
kewenangan penuh untuk memperpanjang mandatnya jika hal itu di pedukan
guna kepentingan pemeriksaan. Oleh karena itu kalaupun betul bahwa Termohon
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scjak semula telah telah menyatakan penolakannya terhadap perpanjangan mandat
Majelis arbitrase, quod non, hal itu tidak bisa menghalang-halangi Majelis
Arbitrase untuk menggunakan wewenang yang ada padanya untuk menuntaskan
tugasnya menyelesaikan perkara yang ditugaskan padanya.

Sebenarnya, Permohonan Gugatan yang dilakukan oleh PT.Ssangyong E &
C dan PT.Murinda Iron Steel yang telah diputus oleh Majelis Arbitrase ini adalah
logis. karena bukti-bukti yang diajukan oleh PT.Ssangyong E&C dan PT.Murinda
Iron Steel adalah Prima Factie atau yang dalam system Common Law disebut res
ipsa loguitur (the thing speaks for it self). Artinya Gedung Bursa Efek Jakarta
sudah selesai dibangun dan bahkan sudah dioperasikan oleh PT.Danarcksa Jakarta
Int, tetapi kedua kontraktor tersebut (PT.Ssangyong E&C dan PT.Murinda Iron
Steel) sebagai pemborong sampai saat Majelis Arbitrase mengambil putusan
BELUM DIBAYAR LUNAS oleh PT.Danareksa Jak Int. Oleh sebab itu dapatlah
dikatakan bahwa PT.Danareksa Jakarta Int, sebagai pihak yang tidak beritikad
baik.
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3.2 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan membatalkan

putusan arbitrase

Adanya klausul arbitrase dalam perjanjian pemborongan kerja yang tertuang
dalam Article Of Agreement pada tanggal 12 Januari antara PT. Danarcksa Jakarta
Int dengan kontraktor PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel secara
otomatis akan mengesampingakan peran pengadilan negeri sebagai peradilan
yang berkompeten untuk mengadili sengketa yang ada, sesuai dengan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa vang berbunyi:™ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk
mengadili sengketa para pihak yang terkait dalam perjanjian arbitrase™ dan sesuai
dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan:" Putusan
Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para
pihak”. Hal tersebut merupakan konsekwensi dari sistem yang dianut oleh
Indonesia yakni, sistem terbuka, yang mengandung arti bahwa hukum perjanjian
memberikan  kebebasan vang seluas-luasnya kepada para pihak untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan
ketertiban umum dan kesusilaan, namun demikian dengan berlakuknya pasal 60
tersebut maka putusan arbitrase tidak dapat dimintakan upaya hukum banding
maupun kasasi tetapi terhadap putusan arbitrase tersebut dapat dimintakan
pembatalan ke pengadilan negeri yang berwenang apabila terdapat unsur-unsur
yang terkandung dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 antara
lain:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;

¢. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa

Alasan-alasan yang tersebut diatas bersifat alternatif bukan kumulatif. Jadi
adanya salah satu saja sudah cukup untuk dasar mengajukan permohonan, dan
untuk dapat membatalkan putusan arbitrase harus diajukan permohonan secara
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tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan
pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Adapun kasus posisi sengketa yang terjadi antara PT.Danareksa Jakarta [nt
dengan PT.Ssangyong E & C dan PT.Murinda Iron Steel adalah :
eBerdirinya gedung “Jakarta Stock Exchange Tower 11" oleh P1. DANAREKSA
JAKARTA INTERNASIONAL discrahkan pembangunan fisiknya kepada
kontraktor PT. SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION dan PT.
MURINDA IRON STEEL sebagai perencana dan pelaksanaan pembangunan
gedung tersebut yang dituangkan dalam “perjanjian pemborongan kerja”, Article
of Agreement pada tanggal 12 Januari 1996,
eDalam perjanjian tersebut dicantumkan ketentuan bahwa para pihak sepakat, bila
lerjadi sengketa tentang pelaksanaan perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui
“Badan Arbitrase Nasional (BANI)™.
eSctelah gedung selesai dibangun termyata terjadi sengketa antara para pihak
tentang jumlah uang pemborongan gedung yang harus dibayarkan oleh pemberi
pekerjaan, PT. Danareksa Jakarta Internasional dengan pelaksana pekerjaan PT.
Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel. Tidak adanya kesepakatan antara
kedua belah pihak tentang jumlah pembayaran mengakibatkan tidak tercapainya
perdamaian.,
epara pemborong pekerjaan gedung yaitu PT. Ssangyong Cs sebagai pemohon
mengajukan sengketanya dengan PT. Danareksa Jakarta Int sebagai termohon ke
forum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANTI).
eDengan adanya permohonan tersebut, selanjutnya BANI membentuk “Majelis
Arbiter” untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut™ yang kemudian
pada tanggal 24 Mei 2000 Majelis Arbiter menerbitkan putusannya No.
5/V/29/ARB/BANL/2000  yang menyatakan bahwa PT. Danareksa Jakarta Int
telah Wanprestasi dan dihukum untuk membayar kepada pemohon sejumlah US$
7.289.276.45.
ePutusan BANI No. 5/V/ARB/BANI/2000, dinilai oleh PT. Danareksa Jakarta Int
sangat merugikan, maka sesuai dengan jangka waktu 30 hari yang ditentukan
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif
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Penyelesaian Sengketa, PT. Danarcksa Jakarta Int mengajukan permohonan
pembatalan putusan Arbitrase-BANI yang mengacu pada pasal 70 dan Undang-
Undang Nomor 30 tahun 1999 dengan dalil/alasan sebagai berikut :

a. Majelis Arbiter-BANI-Termohon [-tidak berwenang memutus perkara
a'quo, karena tidak pernah ada kesepakatan antara pihak untuk
memperpanjang jangka waktu tugas memutuskan perkara a’quo.
Dengan berganti-gantinya ketua Majelis Arbiter, sehingga Majelis
Arbiter (Termohon 1) tidak berwenang lagi untuk memutus perkara
sengketa a'quo. Perpanjangan waktu yvang ditetapkan sendiri oleh
Majelis Arbiter adalah tidak sah.

b. Majelis Arbiter (Termohon I) dalam putusannya tidak memberikan
pertimbangan ydng adil dan patut sesuai dengan UL No.30 tahun1999
tentang Arbitrase serta diluar batas-batas kompromi para pihak surat
keberatan telgh diajukan pemohon, batas waktu telah habis, namun
tidak diperhatikan, majelis tetap meneruskan persidangan dan terus
memutus sengketa tersebut, sehingga nampak adanya persekongkolan
tentang perpanjangan waktu tugas Majelis.

c. Putusan Majelis Arbiter (Termohon 1) memberikan pertimbangan
hukum yang bertentangan dengan UU No.30 tahun 1999 ex pasal 33
butir (5) dan pasal 77 ayat (2).

d. Bahwa putusan Majelis Arbiter No.5/V-29/ARB/BANI/2000 adalah
putusan yang tidak berdasarkan hukum karena mengandung

persekongkolan dan tipu muslihat, khususnya mengenai perpanjangan
waktu tugasnya Majelis yang ditetapkan diluar kompromi para pihak
serta tidak memberikan rasa adil bagi para pihak : pemohon. (Putusan
PN, dalam Varia Peradilan, hal 106)

Setelah memeriksa surat-surat bukti, mendengar keterangan para pihak,
keterangan saksi-saksi dan saksi ahli, pada tanggal 18 September 2000 dengan
Putusan No.167/Pdt-P/2000/PN Jak.Sel., Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase-
BANI, dalam pokok perkara putusannya menyatakan bahwa Putpsan Badan
Arbitrase Nasional (BANI) No. 5/V/29/ARB/BANI/2000, mergandung cacad
hukum dan tidak sah.

Berkaitan dengan alasan pada point (d) dalil yang disampaikan oleh pihak
pemohon yang dalam hal ini adalah PT. Danareksa Jakarta Int adalah adanya
persckongkolan dan tipu musliltat yang didasarkan pada pasal 70 UU No.30
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tahun 1999 ternyata tidak dapat dibuktikan di pengadilan, namun pada
persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara
tersebut, hakim mengadili dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum
yang inti pokoknya antara lain:

sMengenai pokok perkara, Hakim Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan
hukum dengan berpedoman pada UL No.30 tahun 1999 khususnva pasal 26 bis
pasal 48 (1) (2) dan pasal 33 serta pasal 70,

eSesuai dengan pasal 70 UU No.30 tahun 1999, Hakim Pengadilan Negeri tidak
akan menilai materi putusan Majelis Arbiter (BANI), melainkan hanva menilai
proses dan cara pemeriksaan sengketa, apakah sudah sesuai dengan aturan dalam
U No.30 tahun 1999,

e Berdasarkan pasal 48 ayat (1) UU No.30 tahun 1999 tugas termohon | (Majelis
Arbiter) dalam memeriksa dan memutus sengketa a’quo, dimulai sejak 1
September 1999 dan berakhir pada tanggal 27 Februari 2000. ketua Majelis
Arbiter meninggal dunia, kemudian Ketua Majelis diganti dua kali, yaitu tanggal
7 Maret 2000 dan 10 April 2000.

eMenurut pasal 26 (1) UU No.30 tahun 1999 “Bila seorang arbiter atau ketua
majelis arbiter diganti, maka semua pemeriksaan yang telah diadakan harus
diulang kembali, dalam arti pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh majelis yang
lain dinyatakan gugur dan pemeriksaan harus diulang dari awal.

ePemeriksaan yang dilakukan oleh majelis arbitrase dari sidang tanggal 1
september sampai sidang tanggal 10 April 2000, karena pergantian Ketua majelis
sampai dua kali, maka sesuai dengan pasal 26 (4) secara tegas dinyatakan
pemeriksaan tersebut gugur-batal demi hukum dan harus diulang lagi termasuk
pemeriksaan.

eBahwa adanya pergantian ketua majelis arbitrase yang baru tanggal 10 April
2000, terbukti majelis yang baru ini tidak melakukan “pemeriksaan ulang” atas
pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh majelis yang lama, maka pemeriksaan
yang pernah dilakukan dinyatakan gugur sejak tanggal 10 April 2000
eBerdasarkan hal tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
berpendirian sebagai berikut:
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1. Perpanjangan tugas termohon I (Majelis Arbiter) yang mengadili sengketa
a’quo selama 120 hari terhitung sejak tanggal | Maret 2000 adalah tidak

sah tanpa persetujuan pemohon;

2. Putusan Termohon No.5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000
vang didasarkan atas pemeriksaan “Majelis arbitrase lama” yang di bentuk
tanggal | September 1999 berdasarkan SK. BANI No.43/XI/SK-
ARB/BANI/1999 adalah cacat hukum dan tidak sah, karena semua
pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh majelis yang lama dinyatakan
gugur sejak dibentuknya majelis arbiter yang baru.(Putusan PN, hal 118)
Menurut  Penulis, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam

pemeriksaannya terhadap kasus diatas lebih fokus pada pasal 26 (4) tentang

“perpanjangan masa tugas Majelis Arbiter”, padahal seharusnya fokus dan

Pengadilan Negeri adalah adalah tentang alasan pembatalannya, yakni yang

terdapat pada pasal 70 UL No. 30 tahun 1999 antara lain:

a.Sural atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b.Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,
yang disembunyikan oleh pihak lawan;

¢.Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan yang tersebut diatas bersifat alternatif bukan kumulatif. Jadi
adanya salah satu saja sudah cukup untuk dasar mengajukan permohonan. Dan
lagi tentang keberatan dari pihak pemohon (PT.Danareksa Jakarta Int) tentang
perpanjangan masa tugas yang tidak atau tanpa persetujuannya, sebenamya dapat
dieliminer atau dikesampingkan, karena sesuai dengan pasal 33 UU No.30 tahun
1999:

" Arbiter atau Majelis Arbitrase berwenang untuk memperpanjang masa
tugasnya apabila:
a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengeniai hal khusus tertentu:
b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya;
atau
¢. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis untuk kepentingan pemeriksaan.”

Menurut pendapat penulis, paling tidak telah terpenuhi dua unsur dari pasal
tersebut yakni pada sub (a) dan (c) yang mendasari pihak PT Ssangyong E & C
dan PT. Murinda Iron Steel untuk tetap mengajukan perkaranya ke Majelis
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Arbitrase dan sebagai pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pemohon,
kedua kontraktor tersebut telah memikirkan dengan seksama langkah-langkah
yang ditempuh untuk pemenuhan prestasinya, setelah apa yang dilakukan oleh
pihak pemohon yang dalam hal ini adalah PT.Danareksa Jakarta Int, dimana
diketahui setelah ditegur beberapa kali pihak pemohon tidak menanggapi tuntutan
termohon tentang jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi
pekerjaan, PT. Danareksa Jakarta Internasional kepada PT.Ssangyong E& C dan
PT. Murinda Iron Steel sesuai yang mercka sepakati bersama dalam “perjanjian
pemborongan kerja” dalam Article Of Agreement tanggal 12 Januari 1996.
Bagaimanapun hakim telah memberikan penafsiran lain yang menyatakan
tidak sahnya putusan Majelis Arbiter didasarkan pada pasal 26 (4), serta
menyatakan bahwa perpanjangan masa tugas majelis Arbiter tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu adalah salah satu alasan atau pertimbangan hakim dalam
membatalkan putusan Arbitrase, yang dinyatakan dalam putusannya No.
167/Pdi.P/2000/PN.Jak.Sel tanggal 18 September 2000.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

3.3 Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Membatalkan
putusan Judex Factie PN Jakarta Selatan

Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
167/Pdt.P/2000/PN Jak.Sel tanggal 18 September 2000 yang menvatakan dalam
pokok perkara :

1. mengabulkan permohonan pemohon (PT.Danareksa Jakarta Int);

2. menyatakan putusan Termohon | (Majelis Arbiter) Nomor: 5/V-
29/ARB/BANL2000 tanggal 25 Mei 2000 mengandung cacad hukum
dan tidak sah:

3. menghukum termohon LILII membayar biaya perkara  secara
tanggung renteng Rp. 219.000,-.

Dengan adanya putusan tersebut, para termohon-BANI cq. Majelis Arbiter
No.5/V-29/ARB/BANI/2000 yang diwakili oleh Prof. DR. H. Priyatna
Abdurrasyid, SH. Phd-selaku Ketua Dewan Pengurus BANI serta PT.Ssangyong
E&C dan PT. Murinda Iron Steel, menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut
dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa
“keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri Jakarta
Selatan yang diuraikan dalam memori bandingnya masing-masing”. Adapun
alasan-alasan pemohon Banding | sebagaimana yang tercantum pada (Lampiran
Putusan MA, hal 129-130) antara lain :

I.  bahwa pemohon Banding telah mengajukan eksepsi pada
persidangan di PN bahwa menggugat Badan Arbitrase Nasional
Indonesia cq. Majelis Arbiter perkara No.5/V-29/ARB/BAN1/2000
dalah cacat karéna tidak menyebut siapa-siapa yang mewakili BANI
akan tetapi dikesampingkan oleh judex factie;

2. bahwa pelanggaran pasal 26 (4) UU No.30 tahun 1999 yang
disebutkan oleh judex factie tidak sepantasnya dijadikan alasan
pembatalan putusan arbitrase;

3. bahwa pasal 26 (4) undang-undang No.30 tahun 1999 telah
mendepak pasal 70 undang-undang No.30 tahun 1999 yang selain
bersifat hukum pemaksa yang menyebut secara limitatif alasan-
alasan yang memungkinkan pembatalan putusan arbitrase, namun
alasan tersebut tidak ditaati oleh judex factie yang menganggap
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pelanggaran pasal 26 ayal 4 sudah cukup untuk membatalkan
putusan arbitrase;

4. bahwa apabila dalam klausul arbitrase para pihak yang bersengketa
telah sepakat bahwa putusan arbitrase yang dimohonkan adalah
dalam tingkat pertama dan terakhir, maka judex factie sepantasnya
menyatakan  dirinya tidak  berwenang memeriksa perkara
permohonan pembatalan tersebut.

Sedangkan alasan pemohon Banding 1T antara lain :

Bahwa Pengadilan Negeri telah memutus sesuatu yang tidak didalilkan oleh
Terbanding (PT.Danarcksa Jakarta Int), dan hal ini justru bertentangan dengan
asas keadilan (Ex aequo et bono), selain itu kenyataannya Majelis Arbitrase yang
baru telah memenuhi ketentuan pasal 26 undang-undang No.30 tahun 1999, vaitu:

l. Pengadilan Negen menyatakan bahwa™......karena Majelis Arbitrase
baru tidak pernsh melakukan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan
yang pernah dilakukan oleh Majelis Arbitrase lama,....dst”. bahwa
pertimbangan pengadilan Negeri tersebut adalah keliru dan patut
disesalkan, karena tanpa ada konfirmasi kepada pembanding telah
mengasumsikan bahwa majelis yang baru tidak memeriksa perkara
dari awal. Padahal, majelis arbiter yang baru telah memanggil para
pihak untuk menyatakan bahwa sesuai pasal 26 (4) Undang-undang
no.30 tahun 1999 temang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, pemeriksaan perkara haruslah diulang dari awal, dan majelis
telah memanggil pihak terbanding dengan patut tidak pernsh hadir
dalam persidangan dengan alasan bahwa mandat majelis arbitrase telah
habis, maka majelis hakim arbiter kemudian memutuskan memeriksa
sengketa dari awal dengan memerintahkan para pembanding
(PT.Ssangyong E & C dan PT.Murinda Iron Steel) untuk memasukkan
kembali Brief Memorandum (uraian singkat duduk perkaranya).
Setelah majelis menerima Brief Memorandum tersebut, barulah
Majelis Arbitrase memutuskan perkara yang diminta;

2. bahwa selain Hakim Pengadilan Negeri telah memutus sesuatu yang
tidak didalilkan atau diminta oleh terbanding, pengadilan negeri juga
melanggar ketentumn pasal 72 (3) undang-undang No.30 tahun 1999
yang berbunyi:

“Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua
Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima™;

Permohonan pembatalan putusan  Arbitrase  didaftarkan  oleh
terbanding pada tanggal 17 Juli 2000. dan oleh karena itu hakim harus
menjatuhkan putusannya pada tanggal 16 Agustus 2000. Dalam
perkara ini, hakim menjatuhkan putusannya pada tanggal 18
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September 2000, vyaitu 63hari sejak permohonan pembatalan
didaftarkan;

bahwa dalil utama yang diajukan oleh terbanding dalam permohonan
pembatalan putusan Arbitrase adalah “adanya tipu muslihat dan
persekongkolan antara pembanding dengan Majelis Arbitrase BANI”
karena Majelis arbitrase tersebut tetap memberikan putusannya
walaupun jangka waktunya telah habis. Padahal jika dilihat hakim
Soedarto, SH juga memberikan putusannya walaupun jangka
waktunya telah habis. Jika mengikuti pola pikir terbanding apakah
boleh dikatakan bahwa juga adanya tipu muslihat dan persekongkolan
antara terbanding dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri:

bahwa dalam kasus ini, terbanding mendalilkan bahwa telah terjadi
“tipu muslihat dan persekongkolan antara para pembanding dengan
Majelis Arbiter BANI", Dalam proses pemeriksaan perkara di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para pihak pembanding berhasil
membuktikan bahwa putusan Arbitrase adalah layak dan tepat, karena
secara kasal mata terlihat bahwa terbanding telah melakukan
wanprestasi terhadap pembanding dengan tidak melakukan
pembayaran berdasarkan perjanjian pemborongan, meskipun para
pembanding telah memenuhi prestasinya dengan membangun gedung
Bursa Efek Jakarta yang telah dioperasikan secara komersial oleh
terbanding;

bahwa putusan pengadilan Negeri yang menyatakan “putusan Majelis
Arbitrase adalah cacat hukum dan tidak sah", secara de facto
secbenarnya dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum yang sama
dengan pembatalan, karena pada intinya membuat putusan Majelis
Arbitrase BANI tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu putusan,
putusan Pengadilan Negeri ini jelas bertentangan dengan ketentuan
pasal 70 undang-uandang No.30 tahun 1999 atau setidaknya
bertentangan dengan semangat kepastian hukum yang ingin
ditegakkan oleh ketentuan pasal 70 undang-undang No.30 tahun 1999;

bahwa meskipun putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa
“putusan Majelis arbitrase mengandung cacat hukum dan tidak sah”
dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum yang sama dengan
pembatalan, namun karena putusan Pengadilan Negeri tidak memenuhi
ketentuan pasal 72 (2) Undang-undang No.30 tahun 1999 yang
mengatur agar “......apabila permohonan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih
lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase™;

bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri hanya menyatakan hahwa
putusan Majelis Arbitrase mengandung cacat hukum dan tidak sah,

36
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tetapi pengadilan tidak menentukan mengenai akibat dari “cacat
hukum dan tidak sahnya" putusan Majelis Arbitrase tersebut. Oleh
karena itu dengan melakukan penafsiran Sistematis dan teleologis
terhadap ketentuan pasal 70 undang-undang No.30 tahun 1999 jo pasal
72 (2) undang-undang No.30 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa
putusan Majelis Arbitrase BANI tidak pernah dibatalkan oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan karena itu dapat
dieksekusi.(Lampiran Putusan MA, hal 130-134)

Majclis Mahkamah Agung (MA) setelah memeriksa Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan telah salah melakukan peradilan dalam memeriksa dan
mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI berdasarkan Undang-
Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam putusan No.Ol/BANDING/WASIT/2001, tanggal 2 Maret 2001,
Mahkamah Agung (MA) menilai Judex Factie salah melakukan peradilan dalam
memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI
tersebut. Karena Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya
menilai tentang acara proses prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis
hakim Arbitrase BANI, ex pasal 26 (3):

“Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal
dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat
melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti mkan diangkat
dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang
bersangkutan”,

MA dalam hal ini sependapat dengan apa yang disampaikan olch
pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya mengenai penafsiran
sistematis dan teleologis dimana penafsiran tersebut digunakan untuk mengingat
maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Oleh karena itu menurut MA
seharusnya fokus pemeriksaan oleh Hakim Pengadilan Negeri bukan pada pasal
26 ayat 4 melainkan difokuskan pada pasal 70 a-b-c dari Undang-Undang No.30
tahun 1999 tentang alasan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase,
dan hal ini tidak dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan alasan yuridis
ini, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri yang
salah melakukan peradilan tersebut, harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah
Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan hukum
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scbagaimana yang terdapat dalam (Varia Peradilan, hal 99) yang intisarinya

schagai berikut :

eBahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon pembatalan putusan majelis

Arbitrase adalah tidak termasuk salah satu alasan yang disebutkan dalam pasal 70

a-b-c Undang-Undang No.30 tahun 1999;

eBahwa adanya tipu muslihat dan persekongkolan dalam memberikan putusan

Majelis Arbitrase, dalil ini tidak dibuktikan dengan putusan pengadilan:

eBerdasarkan pertimbangan hukum diatas, pada akhimya Majelis Mahkamah

Agung memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- menerima permohonan banding dari pembanding: BANI Cg.Majelis Arbiter
dalam perkara No. 5/V-29/ARB/BANI/2000, PT Ssangvong F & C dan PT.
Murinda Iron Steel,

- membatalkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.167/Pdt.P/2000/PN Jak.Sel;

Mahkamah Agung juga mengadili sendiri dengan putusannya sebagai berikut:

- menolak permohonan pembatalan terhadap putusan Majelis Arbitrase No.5/V-
29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000;

- menyatakan putusan Arbitrase No.S/V-29/ARB/BANI2000 tanggal 25 Mei
2000 adalah sah dan dapat dieksekusi;

- memerintahkan Ketua PN Jakarta Sclatan mengeluarkan penetapan eksekusi
berkaitan dengan putusan Arbitrase tersebut;

- menghukum termohon banding entuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding sebesar Rp. 200,000,

Sesual dengan bunyi pasal 163 HIR dan pasal 283 RBG vang mepyatakan
bahwa"barang siapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau
menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya maka, ia harus
membuktikan™

Adapun terhadap alasan pihak pemohon untuk mengajukan pembatalan
disebabkan Majelis Hakim Arbitrase telah melakukan tipu muslihat dan
persckongkolan. Oleh MA alasan tersebut dinilai tidak dapat dibuktikan dengan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan oleh karena itu harus diabaikan.
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Sebenamya kasus tersebut sudah diajukan permohonan eksekusi, namun
karena ada pihak yang mengajukan pembatalan maka perintah eksekusi tidak
dapat dikeluarkan, dikarenakan permintaan pembatalan Putusan Arbitrase oleh
pihak lawan tersebut ternyata sudah didaftarkan terlebih dahulu ke PN Jakarta
Selatan dengan register No.O6/ARB/HKM/2000.PN Jak.Sel. Oleh karena sudah
didaftarkan maka perintah eksekusi yang tercantum dalam putusan MA tersebut
dapat dibenarkan dan harus segera dilaksanakan oleh ketua PN Jakarta Selatan
selaku eksekutor putusan. Memang idealnya penetapan eksekusi dikeluarkan oleh
Ketua PN seteluh ada permohonan cksekusi oleh pihak Pemohon. Sedangkan
Perintah dari MA kepada Ketua PN Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi
putusan arbitrase dimaksudkan untuk menjamin hak pemohon eksekusi agar dapat
terpenuhi secara cepat sesuai prinsip dalam arbitrase.

Menurut penulis, dalam kasus ini terlihat dengan jelas adanya taktik dari
pihak yang kalah dalam perkara arbitrase untuk mengulur-ulur eksekusi putusan
dengan meminta pembatalan Kepada Pengadilan, meski permintaan pembatalan
ftu tanpa didukung dengan bukti yang kuat, yakni tidak dibuktikan dengan
putusan pengadilan mengenai adanya persckongkolan dan tipu muslihat yang
dilakukan oleh arbiter. Ternyata pihak pemohon tetap mengajukan perkaranya ke
Pengadilan, dan lagi salah satu arbiter yang memeriksa perkara tersebut adalah
ditunjuk oleh pemohon, maka adalah janggal jika mereka juga ikut dituduh
melakukan persekongkolan dan tipu muslihat. Ironisnya, pihak pengadilan Negeri
mengabulkan permohonan pembatalan tersebut meski tidak didukung dengan
bukti-bukti yang kuat. Sehingga dapat diasumsikan bahwa dengan adanya putusan
hakim PN berdasarkan Pasal 26 ayat (4) justru patut dipersoalkan, karena
kesannya Hakim Ngotot ingin mengabulkan permohonan Terbanding, meskipun
amat jelas bahwa terbanding tidak mampu membuktikan adanya tipu muslihat dan
persekongkolan antara pembanding dengan Majelis Arbitrase Ex Pasal 70
Undang-undang No.30 tahun 1999, sebagaimana didalilkan oleh terbanding dalam
permohonannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan para pihak
pembanding berhasil membuktikan bahwa putusan Arbitrase adalah lavak dan
tepat, karena secara kasat mata terlihat bahwa terbanding telah melakukan
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wanprestasi terhadap pembanding dengan tidak melakukan pembayaran
berdasarkan perjanjian pemborongan, meskipun para pembanding telah
memenuhi prestasinya dengan membangun gedung Bursa Efek Jakarta yang telah
dioperasikan secara komersial oleh terbanding. Dalam sistem Contmon Law, bukti
yang diajukan oleh para pembanding akan wanprestasi terbanding disebut “res
ipsa loguitur"” (the thing speak it self) artinya Gedung Bursa Efek itu “bicara
sendiri” untuk membuktikan wanprestasi pihak terbanding. Sebaliknya terbanding
tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai adanya “persekongkolan dan tipu
muslihat™ antara para pembanding dengan Majelis Arbitrase BANI. Oleh karena
itu, sesuai dengan filosofi dari diundangkannya Undang-Undang No.30 tahun
1999 vang ingin menjamin terciptanya kepastian hukum dilndonesia, seharusnya
Hakim Pengadilan Negeri menolak Permohonan Pemohon (Terbanding), dan
bukannya secara sangat “kreatif” tetap ngotot ingin mengabulkan permohonan
pemohon yang dampaknya sangat negatif bagi terciptanya kepastian hukum

dilndonesia.
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BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, adapun kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda
Iron Steel terhadap PT.Danareksa Jakarta Int melalui Pengadilan Neger
Jakarta Selatan dalam pokok perkara wanprestasi atas perjanjian pemborongan
kerja merupakan tuntutan hak atau upaya yang dilakukan oleh para pihak
untuk memperoleh apa yang menjadi haknya atau untuk memperoleh
perlindungan hukum atas haknya, yang sejak semula kedua kontraktor
tersebut beranggapan bahwa PT.Danareksa Jakana Int tidak mempunyai
itikad baik dalam memenuhi hak atau prestasi dari kedua kontraktor tersebut.
sebab walaupun kedua kontraktor tersebut telah melakukan kewajibannya
membangun gedung Jakarta stock Exchange Tower Il sesuai yang mereka
setujui bersama yang tertuang dalam Article Of Agreement pada tanggal 12
Januari 1996, namun PT.Danareksa setelah beberapa kali tegur (somasi) agar
melakukan pembayaran pada kedua kontraktor tersebut, tetap tidak
menanggapinya, schingga kemudian PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda
Iron Steel mengajukan sengketanya ke Forum Arbitrase;

2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara pembatalan
putusan majelis arbitrase antara PT.Ssangyong E&C dan PT.Murinda Iron
Steel serta PT.Danarcksa Jakarta Int, memberikan pertimbangan hukum
dengan berpedoman pada Undang-undang No.30 tahun 1999 yang didasarkan
pada Pasal 70 tentang persekongkolan dan tipu muslihat serta Pasal 26 ayat
(4) tentang perpanjangan masa jabatan. Namun dalam persidangan, adanya
tipu muslihat dan persckongkolan tidak dapat dibuktikan, dan pelanggaran
Pasal 26 ayat (4) undang-undang No.30 tahun 1999 yang disebutkan oleh
Judex Factie tidak sepatutnya dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase,
karena secara tidak langsung Pasal 26 (4) tersebut telah mengesampingkan
pasal 70 UU No.30/1999-tentang alasan pembatalan-yang bersifat hukum
pemaksa yang menyebut secara limitatif alasan-alasan yang memungkinkan
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pembatalan putusan Arbitrase , namun alasan tersebut tidak ditaati oleh Judex
Factie yang menganggap pelanggaran pasal 26 (4) tersebut sudah cukup untuk
membatalkan putusan arbitrase;

Mahkamah Agung dalam putusannya ditingkat banding terhadap kasus
sengketa perjanjian pemborongan kerja tersebut, telah membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan bahwa Judex Factie
salah menerapkan hukum Undang-undang No30 tahun 1999, yaitu
pemeriksaan dan putusan hakim tdak didasarkan pada “alasan pembatalan”
yang diatur dalam pasal 70, melainkan pada alasan tidak dipenuhinya
ketentuan pasal 26 (4) dan undang-undang No.30 tahun 1999 tersebut.
Selanjutnya Mahkamah Agung “mengadili sendin”. Kewenangan Mahkamah
Agung tersebut berdasarkan pasal 72 avat (1) (4) (5) dari undang-uandang
No.30 talum 1999,

4.2 Saran

penulis berharap agar para pihak menghormati isi dari perjanjian vang telah
mereka buat dan sepakati bersama. Adanya Klausul Arbitrase, maka secara
otomatis akan mengesampingkan peran pengadilan negeri dalam penyelesaian
sengketa yang terjadi, schingga diperlukan adanya itikad baik dan para pihak
untuk memghormati perjanjian yang telah dibuat dan melaksanakan apa yang
telah diperjanjikan;

2. dalam hal salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan putusan

arbitrase kepada Pengadilan Negeri, di harapkan Pengadilan Negeri untuk
selektif dalam hal menunda eksekusi berkaitan dengan pengajuan perlawanan.
Pemundaan eksekusi hanya dapat digjukan dalam hal-hal yang bersifat
eksepsional dan luar biasa. Penundaan eksekusi harus dilakukan secara
obyektif didasarkan pada pemilaian bahwa gugatan perlawanan memang
memiliki bobot yang kuat untuk dikabulkan, sehingga eksekusinya layak
untuk ditunda. Misalnya perlawanan benar-benar didasarkan pada alasan yang
kuat, bukan merupakan “taktik” dan pihak yang kalah untuk menunda atau
mengulur-ulur jalannya eksekusi;
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penulis berharap agar “spirit” yang terkandung dalam Undang-Undang No.30
tahun 1999 tersebut nantinya tidak dipergunakan untuk “menghambat”
sosialisasi maupun pelaksanaan, termasuk dari maksud dibuat dan
diundangkannya Undang-Undang No.30 tahun 1999 ini, guna menciptakan
suasana “peradilan” yang lebih “cepat”, “murah”, dan “memberikan
kenyamanan” bagi para pihak dalam suatu perjanjian yang tengah

bersengketa.
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[ PENGADILAN NEGERI |

PUTUSAN
Momaor ¢ 187/Pdt.P/Z000/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Negerl Janarta Salatan yang memeriksa dan mengadill parkara perdata

pada lingkat pertama telah manjatuhkan putusan sabagai bertkut dalam porkasa
antari

PT. DANAREKSA JAKARTA INTERMATIONAL. y2ng diwakili oleh Presiden Dirakiur
SANTOSO OUNARA, MBA, berkecudukan di Gedung Artha Groha LL28, Jalan
Jeadaral Sudirman Kew.BZ-52. Lot24d, Jakarta Selatan, yang herdasarkan Surat
Fuasa Khusus No 094/SK, V12000 tenogal 23 Juni 2000 telah mamberi kuasa kapasia
U.C. KALIGIS, SH, Advokat dan pengacara, berkantor di Jalar Majapshit No. 18-
20, Kompleks Majapohit Permai Blok B-123, Jakarte Pusat, selanjiinva disebut

sebagai PEMOHOMN;
Melawan

1.  EBADAMNARBITRASE NASIOMAL INDONESIA e, Majaliz Arhiter parkara No 5/
\-28/ARB/BANI2000, yang heralamat di Menars Kadin Lt29, JI H.A. Rasuna
Said Blok X5 Kav.2-3, Jakarta 12950, umuk salanjutnya disebut sabagai
TERMOHON | ;

2. PT, SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION, yang beralamaf d
Gedung Bursa Elek Jakarta, Menarz ||, lantai 20, Suit= 2003, Jalan Jesderal
Sudirman Kav.52-52, Jakaria 12180, untuk selanjutfys msahut sebsgal

TERMOHCN I ;

3. PT. MiUBINDA IRON STEEL, beralamat & Gatewsy Building, lantai 5, Jalan
Letjen 5. Parman Kav.81, Slipi. Jakarta 11420, untuk selanjutnya dissbut

sabagai TERMOHON Il ;
PENGADILAN NEGER| JAKARTA SELATAN ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan :
Satelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;
Satelah membaca surat-surat bukti |
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohanannys Mo N1ZTOCE VIV

00 tanggei 17 Juli 2000 yang didaftarkan di Kepaniteraan 1_-:mmu.:w: Megeri Jakarta
Salatan dibawah daftar No.167,/Pdt. P/2000/PN . Jak.Sel. tanggal 17 Juli 2000 mengatakan-

Bahwa antara Pemnchor tedah dibust perjsniian pemborongan dengan Termaohon
il dan Termahan Il untuk pembangunan gedung Jakarta Stock Exchangs ._.Ec_m,_. IL
kemeLdian Pamohon, Termohon ||, Termohon 1 segakat untuk menyelesaiikan satisp
songketa yang tarjadi ak:biat perisnan tersebut melatui Termehon !

HBahwa telah terjadi sengketa mengenai jumiah yong harus dibayarkan oleh
Pamohon kepada Termokon || dan Termohon Il sehingga Pemohon, Termahon i,
Termohon lil manyalesaikan melatui Termohon |, dan datam hal ini Pemohan
berkedudukan sebagai pihak Termohon Artitrase dan Termohon il serta Termohon
il berkedudukan sebagai pihak Pemohan Arbitrase ;

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mel 2000, Termohon | telah mengelusrkan
putusannya No.SV-29AREEBANU2000 dan pada tanggai 23 Juni 2000, putus3n
teiaebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dengan registrasi No OS/ARBHKMZ000/PN Jak.Sel. (Bukti P-15;

. Bahwa adogun amar putusan Termohon | iersebul sdalch seoagai berikut

MEMUTUSKAN :

Dalam Konyansi @

1 Mengabulksn parmohonan para Pemohan untuk sabagian ;

2 Menyatakan sah perianjian pemborongan sntdara para Permohon dengan Termohon
ssbagaimana teruang dalam Articles of *g==ment tanggal 12 Janusnr 1996;

3 Menyatakan Termohaon telah melokuken wanprestasi |

4, Menonukum Tesmohon untuk mefakukan pembayaran kepada pa. 2 Pemohon uang

sejumliah *

1w 16A ST 52000 = 2,58 tzhuni
1.851.820.13 - 950,000 = 901 833,18 USS 901783318
bunga 2,58 ¥ 6% x 901.833.18 LSS 13960377+ "

USS 104123635 (1)
B 17 A 12111497-572000=7 5 tahun] tagihan USE 2.447.619,98
denda hunga 2,34 x 6% x 2.447.619,598 UsSS 367.14299
H UESSIBWTEET 2
c. 1A A {1/1/28-52000=224 tahun] tagihan USS BE8.339.72
denda bunga 2,34 x 6% x B68 332,72 USS 12197489
Uss 99025461 (30
d. 19 A [9/4/88-5/2000=2,08 tshun) tagihen USS 531.578.06
denda bunga 2,08 x 6% x 533.978,06 USS ©566540.48
Uss 60081852 (4)
2 Bizys skselerasi B9% x USS 1299640 = USS1.104.594 151
3 Ratensi (15-10-1998 s/d 5-7000 = 1,55 tahun)

Jumiah ratensi Uss B297s7
Bigya maintenance dan perbaikan-
perbaikan USS 225000

1SS 674,757,020
Denda bunga 1,55 x 6% x 674,757,060 Uss G1L7524+
USS 73750840 (5
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Jumlah total (1) 4 12) + (3) « (4] + (5) + (B) LSS 7 2089.2376.45

Seluruhnya berjumlah USS 7.289.276,45 (tujuh juts dua ratus delapan pulub
sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam dollar Ameriks Serikat ampat puluh
fima san) ;

Biays arbitrasa yang wajib dibayarkan Termohon kepada Pemaohon karana
Pemohon telah melaksanskan kewajiban Termohon untuk membayar beaya
arbitrase dan bardasarkan angka 8 bagian pertimbangan hukum sub bagian
dalam konvensi ditetapkan sebesar US$ 42.326,00 (empat puluh dua ribu
tiga ratus dya puluh anam dolar Amarika Serikat) |

Mrnghukum Termohan untuk melaksanskan isl putusan ini (tigs puluh) 30 hari
setelah putusan ini diucapkan, Apabila tidak memenuhi kewajibanrys, dalam
jangka waktu yang talah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenzkan denda
sabesar 1% [satu persen) perbulan secara nraporsional dar nilal yang terlambat
dibayarkar ;

DALAM REKONVENSI :

Menystakan parmohonan dalam rekonver.l dan Memohon rekonvensi tidak dapat

DALAM KONVES!| DAN REKONVENSI :

Manyatakan putusan arbiirase ini merupskan putisan dalam tingkat pertama dan
terakhir dan mengikat kedua belah pihak ;

Bahwa Pemohon tidak dapat menerima putusan a guo karena Termahon | dalam
mengambii keputusan tarsebut, telah keluar dari batas-batas yang felah dikompromikan
oleh Pemohon dan Termaohan Il dan Termohaa 1]

Bahwa adapun batas-batas kampromi ysng dimueksud adalah sebagai berikut @

Bahwa Termohon | tidak berwenang untuk memufuskan perkara 5 quo karena
tidak pernah ada kesepakatan pare pihak untuk mempernsniang jangka wektu
tugas Termahan i

T

Bahwa pada tanggal 7 April 2000, Femohan telah menyna mpaikan keberatan
melalui surat No, 565/0CE.IV/N0 tertangga' 7 April 2000 perihal kabaratan
atas kewenangan Termohon | mangadili perkar= a quo karena janghka waktu
tugas Termohon | telah habis dan tidak ada kesapakatan dari Pemchon,
Termahon il dan Termohon Il untuk memperpanjang tugas Termohon | (bukti
P-3);

Bahwa pada tanggal 10 April 2000 Termahon | menerbitkan Surst Keputusan
No.301V/ARB/BANI2000 tertanggal 10 April 2000 yang berisi penghentian
dengan hormat Ketua Termohon | dan manunjuk Ketua Termohon | yang
baru sekaligus memperpanjang tugas Termohon | yang mengadili dan
mameriksa perkara antara Femohon dengan para Termahon | dan |l selama
120 hari terhitung sajak tanggal 1 Maret 2000;

Bahwa [angka waktu tugas Termohon | dalam perkara a quo satelah beberapa
kali pergantian ajeliz telah habis pada tanggal 27 Pebruari 2000 can
Termohon | baru mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang jangka

10

11,

wakiu tugss Termohon | pada tanggal 10 April 2000 yang mulai berlaku pada
tanggnl 1 Maret 2000, maka hal in berarti teiah terdapat kakosongan vaktu
gehanyak 2 hari, yaitu targyal 28 Pebruari 2000 dan tanggal 29 Pabruari 2000,
sehingga dengan demikian perpanjangan waktu yang ditetapkan oleh
Termohon | adalah tidak sah ;
Bahwa apabila Termohon | heritikad batk dan mempunyai rasa ksadilan
kepada para pihak tanpa membeda-bedaksn para rnak, parpanjangan wakiu
tugas Termohon | tersebut harus disampe’kan kepada Pemohon, Termohon
Il dan Termohan lil sabatum jangks waktu tugas Termohon | tersebut habis ;
Hahwa —eskipun didelam pasal 33 Undang-und2ng No.30 tahun 1838
disebutkan sebagai berikut [Bukti P-41 |
“Ashitar stau Maielis Arbitrass barwenang untuk memparpanjang jangka
waklu tugasnya apabila
a. disjukan oermohonan oleh salah £=tu pihak menganai hak khusus
tertantu; a
b. sabagal akibat f atackan pulusan provisionil atau pususan sela lainnya;
ataw;
£ dianggao parlu oleh erbiter atau Majztis Arhitrass;
HBahwa apabils Termohon | menganggap pariu urtul _...._m_h._..u..wz._ gar-
panjengan waktu, Szharusnya perpar‘angan waktu tersebat rilakukan
sabalum jangka wasiu tugas Termohon | halsis dan perpan;sSan tersabet
wisempaikan kepada pata pihax
Bshwa sikap Termahor i namoak terburu-hutu dalam menetapkan
parpenjangan jsngka vk lugas Termohon |, karena keputusan ito muncul
satelait Farmohaon ~ emystakar keberatanmys pada eidang tanggs! 3 April 2000
dan satelah Femohon mengitiinian surst kebaratannys Na. SE5/0CK.IVI0
tertang2al 7 Aprii 2000 periksl peberatan, sehingga nampek ada
persekongkoian dan tipy muslihat antora Termohon |, dangen Termohon __
dan Termobon il mengenai perpanjangan wakiu tuges Majelis Arbiter {bukti
P-35;

Bahwa Termohon | dalam putusannya tidak membarikan uﬁ&i%i adil
eesugi dangan Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase sena diluar
batas-batas kompromi para pihak ;

L

Bahwa setelah jangka waktu Termohon | habis, dan Pemahon telah mamyata-
k2. keberatannya baik secara lisan pada tanggal 3 April 2000 maupun secara
tertulis metalui surat No.565/0CK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal
keberatan, sural Mo. 615/0CK.IV/00 tertanggal 14 April 2000 perihal
Penjelasan, surat No.553'DCKIV/00 tertanggs! 24 April 2000 perihal keberatan
dan surat No. 706/0C.V/D0 tertanggal 2 Mei 2000 perinat keberatan,
namun keberatan Pemchon tidak ditanggapi sama sekall oleh Termohon |
(bukti P-3, P-5 s/d P-7):

Bahwa dalam putusan Termohon | halamen 21 butir 1.15 beranggapan hahwa
+  casua; Beris Acara Sidang tertanggal 9 Nopember 1993, dimana
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B

—

Termohon telah setuju atau setidak-tidaknya tidak menyatakan keberatannya
terhadap parpanjangan tugas Majelis Arbitrase dalam perkara ini_._°
Bahwa dari pernyataan Termohon | tersebut berartl telah timbul ketidak
pastian pada diri Tarmaohan | sendiri apakah memang Pemohon telah setuju
untuk memperpanfang tugas Tasmohon | atau ticdak setuju untuk memper-
panjang tugas Termobion | (vide bukel P-1);

Bahwa pada tangga! 9 Nopember 1999 dilangsungkan sidang dengan acara
duplik dan sangatlah aneh apabila pod= saat jangka waktu tugas Tarmaohon
I masih panjang, kesopakatan untuk melanukan perpanjangan jangka wakiu
tugas Termohan | (bukti P-8 dan P-9) ©

Bahwa atas pertimbangannya sahagaimana *=rcantum pada putusan
Tarmahon | dalarm halaman | butic 1,15, Termohur | tidak parnah menunjukian
bukti mengenal telah terjadinya kesepakatarn perparijangan waktu, Termohan
| tidak dapat menunjukkan fakta yang terjadi pada tanggal 9 Nopember 1999
tersebut (vide Bukti P-1);

Bahwa Termohan | tida® mempertimbangkan keberatan-kaberatan yang te'zh
dlajukan aleb Pemaohan matalui suratnys No.SE50CK. IV/0O tertanggal T April
2000 perihal keberatan, surat Mo B815/0CK IV/DO tertanngal 14 April 2000
perinal Penjelasarn, surat No 653/0CK.IV/OO tertanggal 24 April 2000 perihal
Keberatan dan surat No.708/0CKLV/OD tertanggal 2 Mei 2000 perikal
kebaratan dengan sikapnya yang telap melaksanakan persidengan dan
memufuskan sangketa ini, sshingga terbukti putusan yang diambil oleh
Termeohor | adalah berdasarkan adanya persekongkolan mengenai
perpanjangan wakiu tugas Termohon | dan tidak memperbatikan hak-hak
Pemohon sebcaal salah satu pinak dalam parkara a quo (buxti P-3, buksi P-5,
bukti P-6 dan hukti P-7) ;

A Eahwa Terrnohng | dafa pestimbangan hukummy'a pads halumaen 28hagian
4.2.10 menyatakan * ... Majelis Arbitrase denygan barpedoman pada nilai
pekarjaan sebesar USS5.700,000,- serta dengan berpadoman pada kabizsaan
warig berlak: dilingkungan pekerjaan pemborongan, manganggep patut dan
[=rak apahila biaya akseleras: tersebut dikabulkan sehesar 85% dari jumiah
yvang dituntut’ (vide bulkti P-1);

Bahwa Termohon | tidak memberikan alasan-alasan dan tidak memberikan
dasar hukum mangenai penetapan biaya akselerasi, sehingga pertimbangan
yang diambil oleh Termohan | tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan
hagi para pihak ;

lll.  Bahwa putusan Termohon | memberikan pertimbangan hukwm yang bertentangan

dengan Undang-undang No.30 tahun 199.

1. Bahwa Termohon | pada 31 butir B yeng menyatakan “Karena Termohon
adatah pihak yang dikalahkan, maka Termohon harusiah juga dibukum untuk
membayar biay3 arbitrase inl untuk salurchrya (vide bulai P-3);

2. Bahwa Termchon | pada B sub bagisn %onvensi, nomor 1 memitusksn
"mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebaman® (bukd P-1) ;

3 Bahwa Termohon | pada halaman 33 butir § menyatakan, “Biays arbitrase
yang wajib dibayarkan kepada Pemohon karena Pemohan telsh
melaksanakan kewajiban Termohon untuk membayar biaya arbitrase dan
herdasarkan angks 8 bagian pertimbangan hukum sub bagan dalam konvensi
ditotapkar setesar USS 42,326,040 lempat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh
anam dolar Amerika Serikat) (vide bukti P-1} ;

4. Bahwa didalam pesal 77 ayat (2] Undang-undang No.30 tahun 1929
menyebutkan sebagai berinul @ (2'. Dalam ha! tuntutan hanya dikabulkan
sabagian, bigys arbitrase dibebarkan kepada para pihak secara seimbang”
Bahwa darl hail-hal tersabaet distas, Teemohun | tefah barert=..zan dalam
membust pertimbangan hukumnya karena berdasarkan pasal 77 Undang-
undang No.30 tshun 1299, apabila tuntuten nanya divabulken sebagian, maka
hiaya ari'trase dibebankan kepada para pihak secara s=imbang. sehingga
putusan Termohon | telsh tidak memgachztiken ketentuan didalam Undang-
undang ;

Hahwa putusan Termohon | No 5/V-29/ARB/BANI2000 yang mewajibkan Pemohor
mombayar seiumish USS 7.289.276,45 (tujuh juta due ratus delapan puluh sembilan
ribu dua ratus twjuh puluh enam dolar Amerika Serikai dan empat puluh fima sen)
kepada Termoiwgn I dan Termohon Il adalah tidak berdasarkan hukum, karena
pertimbangan Termohon | mengandung persekongsolan dan tipu muslihal khususnva
méngenal poroanjangan waktu tugas Termohon ! dan diambil diluar agmpromi pars
pihak, sifak menberikan rase adil dan bentantangan dengar: Undano -+ ndang serta tidak
mamberikan kepastian Sukum bagi para pihak khususnya Pemohon;

Batwa herdasarkan casal 70 Undang-undanp No.30 tehun 1933 yang mengatur sebagai

b it

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapst mengajursn permal.onan pembatelen

apabila putusen tereebut dicuga mengandung unsur uritir sekaaci beriki

a. Surat alaudokumen yeng digjukan galam pemeriksaan, seteizh putusan dijatuhkan,
diakui palsu etau dinyatakan palsu |

b. Setelah purusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang
disambun, &an oleh pihak lawan; atau

c.  Putusan dismbil dan hasil lipu musiihat yang dilakukan oleh salah satu pihak
dalam pemeriksaan sengketa ;

Dan bardasarkan rasal 71 Undang-undang N0.30 tahun 1299, disebutkan hal-hal sebagai

barikut |

*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam walktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyershan dan pendaftaran putusan

arbitrase kepada Panit=ra Pengadilan Negeri® ;

Bahwa bardasarkan hal-hal terschut diatas, maka kami mohon agar Bapak Ketua

Pengadilan Negari Jakarta Selatan momeriksa dan memutus ssbagsi berikut :

1. Manetima dan mengabulkan parmoharan Pemohon untuk selurvhnya

Z.  M=moatelkan putusan Termobon | No.SA-25/AREBANY2000 tertanggal 25 hiza
2000 ;
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ATAU, apabila Majelis Hekim berpendapat lain, maohon putusan yang seadil-adilnya
[Ex Aequo Et Bano) | )

Menimbang, tahwa persidangan yang telah ditentuksn Pemahon hadir kuags
Hukumnya R. ANDIKA YOESDISTIRA, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0g4y
SK.VI/2000 tanggal 23 Januari 2000 ;

Terinohon | hadir kuasa Hukumnya H. ALI BASYA LOEBIS, SH, Advokat dan Pengacars
beralamat di Jin. Danau Toba No.8 Pejompongan, Jakarta Pusat 10120; -

Tarmahun Il hudir Kuasa Hukumnya STEFANUS HAHYANTC, SH.LLM. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2000

Termahon lit hadir Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusis tanggal 7 Aguetys
2000 ;

Menirmbang, bahwa atas parmohonan Pemahon tersebut dipersidangan Termohon
i miengajukan [swabannya sebagai barikut ©

DALAM EKSEPSI ;

L "Sadan Arbitraze Nasional Indonesia” -

1. Luken sebush Ladan hukum, sehsb tidak mensyaratian untuk berdirinya
nengesahan dari AMenteri Kehakiman ;

2. bukan puls sebush perkumpulan sebab tidsk memiliki anggota Arhiter ity
bukan anggauta Badan Arbitrase Indonesia, tetapi tenaga sukarela
parorangan pada badan tarsebut ;

. Sapaan "co. Majelis Arbiter parkara MNe.5V-29/ARRMANI/2000:
Ticak jelas siapa-siapa arbiternya :

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak dalil-dalil Pemohan, maka meminta iz membuktican i

Jawaban Termohon Il aan Il sebagal berikt

. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN INi DIAJUKAN SEMATA-MATA
SEBAGAI TAKTIK UNTUK MENGHALANG! TERMOHON il DAN TERMGHON Il
MEMPEROLEH HAKNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN MAELIS ARBITRASE BANI.

Permohonan Pembatalan Putusan BANI yang diajukan olgh Pemohom adalah
semata-mata merupakan taktik dari Pemohom untuk tidak melaksanakan putusan
BANI No.5/V-29/ARB/BANI/2000 (vida T-1) yang merupakan putusan dalam tingkat
pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak (final and binding). Ha! ini
hanyalah merupakan kefenjutan dari serangksian tindakan Pemaohan yang sajx
semula memang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kews jiban
pembayarannya kepada Termahon Il dan Termahan Il yang sudah meanyelesaikan
kewajibannys membangun proyek Termohon (Gedung Bursa Efek Jakarta),
Kecendrungan Permohan tidak beritikad baik ini sudah naroak seisk awal sangketa
yaitu sebagaimaiia terbukti dari hal-hal sebagai berikut -

A, Setelah beberapa kali dizeyur agar memenuhi kewajibannya Pemuhon tetep
tidak bersedia memenruh: kewajibannya mefakekan pera aayzran herdasarksn

ketentuan Articles of agreement ("Perjanjian Pemborongan®). Termohan I
dan Termohon Il meskipun mengetghul adznya dausula arbitrase dalam
Perjanjian Pemborongan, mengajukan gugatan ke Pangadilan Negeri Jakarta
Pusat (Rol. Perkara Noi.274PdLG1398PN Jkt.Pst) ; karena Tormohon Il dan
Termohon Il sudah mengantisivasi bahwa kalaupun pecsoslannya
dixalessikan oleh torum arbitrase, karena waktu itu belum ada Undang-
undang Arbitrase yang cukup melindungi kepastian hukum, Pemohon pasti
akan meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase tersabut dengan
berpedoman pada ksientuan pasal 643 Rv. Namun demilian, Termohon Il
dan Termohon Il juga sudah mengantisipast bahwa untuk menunds-nunda
ramenuhan hak Termohon |l dan Termohan 1il, Pemohan pastl akan
mangajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut lambega
arbitrase. Semua antisipasi Tennohon Il dan Termohon il ini terbukti bena
warena Pemohon memang melakikan eksepsi yang kemu-fian dikabulkan
otah Majelis Hakim Parkara No 27 4Pdr G/1998 7N Jkt.Pst ;

Sctzlah Permohon mendalitizan bahwa yang ierv —-nang mengadifi sangieata
yang berugitan dengan Parjanjian Pemborongan adalan forum arbitrase, maka
Tarmohen Il den Termohon Iil mengikuti kemauan Pamohon unt L
manyelasaikan sangketanya lewat proses arbitrase. Namun demikian,
Pernghon kemball menggunakan taktik-taktik yerg bereaitan dengan legal
technicalities (texnis yuridis/prosedurall untuk sedanat mungkin menunda-
nunda penyelesaian sengketa yang berksitan Jengan Perjanjian
Pemborongan tersebut. Hal ini terbulati lewat faka.fakls ==hagai berikut :

1. Pemohonmelalui surat No.043/0CK 1999 tertanggal B Januar 1299 (vide
T-2) mengajukan keberatan kepada majelis arSitras= BANL untuk
riemints Termohon I dan Termohon I niengubah surst permohanan
arbitrage dari bahesa Inggris k2 dalam bahasa Indonesia, padahal
berdesarkan ketentuan oasal 36 (§) Ui} Perjanjian Pemborongan (vide
T-3) julas-jelas dinyatakan bahwa Pemohan, Termonon i dan Termohon
Il telah sepakat bahwa persidangan dilakukan dalam bahasa inggris.
Keberaten ini disengaja untuk menunda proses persidangan, sehingga
akhirmya mengurangi efektivitas penggunaan jangka vialktu persidangsn.

2.  Berdesarkan pasal 35 (6] fivl Perjanjian Pemborongan (vids Buldi T-33

io. Surat BAN| No 24VIIVBANLES, tertangpal 10 Agustcs 1999 (vide Buldi
T-4) jo. Suret Putusan Perkara BANI No.SAV-29/ARB/BAN2000, tertanggal
25 Mei 2000 {vide Bukti T-1) segala biaya yang terkait dengan persidangan
arbitrase ditanggung bersama cleh Pemohan di satu pihak, dan
Termohan Il serta Termohon (Il di pihak Isin, namun sampai dengan
tanggal putusan BANI bisya arbitrase yang menjadi kewsjiban Pemohon
tetap tidak dibayar upaya ini merupakan salah satu taktik pemohbon untuk
menghambat jslannya persidangan, karena tanpa dibayamya biaya-
biaya arbitrase jersebut, persidangan tidak dapat dimuiai. Untuk
mencadah timbelitya kerugian yang lebih besar di pihek Termohon It
dan Termohon I, pihak Termohon Il dan Termahan il tersebut akhirmya
terpaksa membayasr teriebin danulu bisys arbitrase yang ssharusnya
meniadi kewajinanr gihak Pemghon ;
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b o

Mengingat Ketua Majelis Arbitrase Bapak Gunawan, SH. mendarita sakh
yang kelihatannya bakal lama, dan beordasarkan pengalarman fermohon
Il dan Termohon | tahu betul akan itikad buruk Pemahon untuk
menghalalkan segala cara guna menghindarl kewajibannya kapada
Tarmohon i dan Termehon lii; maka Termahon 1l dan Termohan il
mengingatkan Majalis Arbitrase akan kemungkinan habismya waktu 180
hari sebagaimana ctur dalam Pasal £8 (1) Ul No.30/19599. Pada saal
itu, Majelis arbitrase menyataka. mareka mengetahul adanys
kemungkingn ini, dan akan mengeluarkan penatapan untuk memper-
panjaig mar.at mersa jika untuz kepentingan pomeriksasa hat tarsaba
dipariukan, Pada saat itu, Pemiohon setuju terhadap hal itu, atau setidak-
\idakrya sama sekali TIDAK MENYATAKAN PENOLAKANNYA terhadap
putusan Majaiie A-litrase untuk manetapkan parpanjangan mendar Hal
i sacara tegas Uikenfirmasi oleh Ir. H. Sidjabat, yang notabens adalah
arbiter YANG DiPiciH OLEH PEMOHON SENDIRL Lagi puls, sesuai
dengan dnktrin kempetenz-konpeteni dalarm hukum arbitrase yang
dianut o selufub dunia, yahg juga didukung alek ketentuan Pasal 33
LU g,30/1909, Majelis Arbitrase yang d gentuk bardasarkan kainginan
para pihak mamiliki wewenang penuh Untik meriperpanjang
mandatriva jika hal itu diperiukai guna kapdntingan pemariksaan. Oleh
karens [tu, kalaupun betul bahwa Pemohon 2gjak se.niia telsh
mer yatakan penclakannye terhados perpsnjangan mandat LT
Arbitrase, quod nan, hal fu tidak bisa manghasiang-halangi Ma;elis
Arbitrase untuk menyytinakan wewenang yand ada padanya uniuk
manuniask=n tugasnya menyelesalkan perkars yang ditugaskan
kenadanya ;

Ban usarkan sur3t penatapan Reo. 14 'SK-ARE/BANYZ000 tenanggel 7
% aret 2000, ketua DAl telah menunjuk Bapes Frof. H. Sisnar Siregar
sehagal Ketua Mejelis Arbitrase mengaantikar Alm, Bapak Gunawan.
Atas panetapan tersebut Pamuohon telsh mangounakan taktik untuk
menunda jalannya persidangan ini dengan cars mengajukan ketaratan
atas penunjukkan Bapak Prof. H. Bismar Siregar dengan alasan
independensi dan netralitas dari Bapak Prof, . Bismar Siregar dirsgukan.
Pemahon sengaja melakukan tindakan ini karens 2 (dual alasan pokok.
Partarma, mereka sadar betul bahwa Prof. Bismar Siregar adalah "man
of integrity” torang yang memiliki integritas maral) dan karenanya pasti
akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan keadilan dan kebenaran;
Kedua, sebagai arang yang Jujur dan memiliki integritas, Prof. H. Bismar
Siragar pasti akan mengundurksn diri jika diragukan petralitasnya. Taktik
Pamohan ini terbukti berhasil membuat Prof. H. Bismar Siregar
mengundurkan diri, karena sabagai orang yang polos dan mamiliki harga
diri yang tinggi beliau telah *memakan tmpan® yang disiapkan olefi
Pamohon. Padahal, dalam persidangan arpitrase yang dibuka nieh Prof,

- Bismar Siregar, salah seorang kuasa hukum Pemaohon secara polos telah

menyatakan sendiri kepada Prof. Bismar hahwa befisu adaiah seorang
mubaligh yeng jujur den memiliki integrilas morai yang terouji.
Kantrad ksl semacam ini jelas membuktiken bahwa k=oeratan Pemabna

{challenge) atas penunjukkan Profl. Bismar Siragar adalah semata-mata
taktik untuk terus monunda-nunda terpenyhnya hak-hak Tarmohon i
dan Termohaon |1l

Puncak dari taktik Pemohon adalah dengan mangajukan Permobonan
pembatalan terhadap putisan Majelis Arbitrase BANI, dengan
menggunakan aldsan yang terpolong neket, karena telah menuduh
Majelis Arbitrase yahg terdiri dan : (Alm), Bapak Gunawen, SH
(Pensiunan Hakim Agungl, Bapak Prof. H. Bigmar Siregar, SH imubaligh,
pengiunan Hakim Agung), Bapsk Setlawan, SH (Pansiunan Hakim
Agung), Bapak . Andi Andojo Suijigno, SH. Bapsk Ir. Y. . Siojabat
{arbiter yang dipiiih oleh Femohon sendiri) teich melakukan per-
sakongkolan dan tipu musiihat. Pacat.a! figur figur yang menjad| bagian
dari Majelis Arhitrase ini adaiah 1oknh-1okoh masyarakat yang dikenal
jujur dan mamifia integritas maoral yeng augl Apalagi. Bapak H. Andi
Andujo Sutjipto, SH. pada saat menjadi snggota zjelis Arbitrase Mingga
<azt ini sdalah Ketua Tim Gabungan Anti Korupsi yang tugasnya arlalah
membcrantzs korupst di Indonesia Cien karons hiu, rasanya tidak adil
kalau Pemohon yang hanya sakedar ingin menghindan pelaksanaan
pulusan Arbitrase yang szlah dideponir di Kepaniteraan Pengadilan
Negen Jokarta Selatan, telah menistz dan mencamarkan nama baik
tokul-tokioh masysrakat tersebut diaias tidak dituniul ==cara pdans
maupun perdata ijpeuk ity Termohon Il dan Termohon Wl dengan inl
mencadangksn haknya reserve tha rights) untuk mengajulkan tuntutan-
untutan pidana dan perdals tersebutl. Bagi orsng yang memiliki akal
zchiat, putusan Maojelis Arbitrase ini adalah logis dan tidak mungkin
marupakan hasil persekongkolas atau lipu mushhat, karena bukti-bukt
yang digjukan olgh Terrachan Il dan Termaohon Il adalah hukti pim2
{acie atau vang dalam sistem common law cissbut res ipsa loquitur (the
thing sueaks for itzeifl. Geduny Busta alfek Jakarts sudsh salesai
dibangun dan bahkan sudah dicperasikan olel, Pemohan, semencars
Termohan [l dan Termohon Il sebagai pemborong sampai saat Majelis
Arbitrase mengambil putusan BELUM DIBAYAR LUNAS aleh Pemohon.
Dleh karena itu, jika Majelis Artitrase menghukum Pemohon untuk
MEN BAYAR kepada Termahan Il dan Termahon Il a2alah hal yang logis
dan waiar. Jistru Pemohon sebsgai pitiak yang sudah menikmati gedung
yang dibangun oleh Termohan Il dan Termohon Ul tetap tidek mau
melakukan pembayaraniah yang pantas disebut sebagai pihak yang tidak
beritikad baik ;

PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE HANYA DAPAT
DIKABULKAN JIKA SUDAH ACA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN
ADANYA TIPU MUSLIHAT, DAN DALAM KASL'S INI PEMCHON TIDAK MAMPU
MEMBUKTIKAN ADANYA PUTUSAN FENGAD!_AN TERSEBUT.

Al

Dialil yang menyatakan bahwa Termchon | {Majelis srbitrase yand memutus
perxara AN No. SN-Z9ARSAANIZ000) tidsk mempuayai kewenatgan
dalam memuius sengketa aniata remobon dengan Termohon li dan
Termahon il adelah sangat tidak heslasan, tdak terbukti, dan mengada-

atls |
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Bordasarken pasal 70 Undang-undang No.30 tabun 1999 (*UU Arbitrase®)

dasar untuk mambatalkan putisan arbitrase adalab terbatas (limitatif] pada

hal-hal sebagar barikut

1. Surat atau dokumen yang disgjukan dalam pemariksaan, setelah putusan
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu |

2. Setslah putusan diamb!l Jitemukan dokumen yang barsifat mateniuka,
yang disembunyikan oleh pihak lawsn; atau

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan nlah salah saty
pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Salain itu penjelasan pasal 70 UL Arbitrasa diatas tersebut menyalakan

"Permohonan pambatalan hanys dapat diajukan le.. adap putusan arhitrase

yvang sudusn didaftarkan dipengadilan. Alasan-alasan permohonan

pembatalan yang disebut dalam npassa! ini herus dibvdiken dengan putissn

rengadilan, Apalagi pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut

terhuktl atau tidak terbuwti, maks putusan Pengadilan ini dapat digunakan

JT

—

I, sdalah suatu tindakan yang egois dan dapat merugikan KEPENTINGAN
NASIONAL Indonasis, Jika Pengadilan Megeri Jakaria Selatan sampai
“terjebak® aleh taktik Pamohon, maka investor asing dan masyarakat inter-
nasional akan melihat bahwas di indonesia tidak terdapet kepastian hulum;

8. Berdasarkan latar belakang pembentukannya, kita bisa mengatahui bahwa
tujuan diundangkannya UL No.30/1993 tentang Arbitrase dan Alternatil
Panyelesaian Sengketa adalah untuk memenuhi ksbutuhan investor asing
yang *menuntut® adanya kepastian hukum guna melindungi investasi mereta
di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun peraturan hukumnys sudah Dagus,
invesior asing akan “frustasi* jika Pengadilan masih: *mentolerir™ adanya
taktik-taktik jahat dari pihak-pihak yang beritikad buruk yang dengan segala
cara Ingin menghindarkan diri dari kewajibannya untuk melakukan
pomhayaran berdasakan suatu pulusan srbitrase yang majelisnya
dikehandaki dan dipilih sandiri Jleh pars pihak Kasus ini difkuti dergan
cermst oleh media massa nasionsl maupun asing. serta diamati dengan was-

k. sebagal dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan ateu menalak was oleh lambaga-lembaga keuangan internasional. Olah karena itu, sangat
") permahonan | penting bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bersikap carmat dan
i Sehubungan dengan dalil Pemohon yang menyatakan ; ..._.nnr E:uwmr.. olzh upaya licik Pemohon, agar kepercayaan investor asing
B “Bahwa putusan Termohon | No 5A-29/ARBBANZ000 vang mewajibkan dspat &irm-w-? a.m-...-.n. inviestasi E sangat dibutuhican guna mermylihkan
o Parmohon membayar sejumiiah USS 7,289,275,45 kepada Termc'ion Il dan _ perekonomian nasionsl mengalic kemoali ke Indonesia ;
i Termahon 11l adalah tidak berdasarkan hukum kareana nertimbangan Bardasarkan lakia-fakta yang terural diaiss, terbuktl bahwa Pzmohon tidak depst
=) Tarmahaon | mengendung persekongkolan dan tipu mushne: khususnys _ membukiikan diperchinya ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bagi dapat dibatalkarnya
- mengenai perpanjangan waktu tugas Tarmohon |, dan diambil diluar suatu putusan arbitrase, dan oleh karena itu Termahon ! dan Termahon Il dengan inl
o ¥ampromi para pihak, tidak mamoerikan rasa adil dan bartentangan dengan |  memaohon dengan hormat agar Fengadilan Negeri Jakarta Selstan berkenan untuk
= Undang-undang serta tidsk memberikan kepastian hukum bagi para pinak | memiutuskan :

. khususnya Pemahan® ; | 1 MENOLAK permaiionsn Pembsisian Putusan Arb trase No.SV-29/ARB/EANLZ000
E dalll Pemohon tarsabur tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan rertanggal 25 Me) 206D yeng diajukan oleh Pemohen, atau safidak-udaxnys

/ sebagaimana dimaksudkan dalam katentuan pasal /0 LU Arbitrase berikut menyalakan tidac dapat aitenima ;
T pe _J_“.m_uuw= i QM: ksrana mﬂagﬁuum uﬂn._m__ .ﬁ.m.m_m ﬁ.,uau..__aqﬁuqu&%u 2 MENGHUKUM Pemohon untuk membavar seluruh hisva perkara ini ;
= ! rsel n muslihat, :

) A ST N N T £ g Atas jawaban tersebul diatas, pamohon menganikan replicny: tagaal 21 Agustus 2000

DIC

penjelasan pasal 70 UL Arbitrase dapat dipastikan bahwa hakim tidak skan
dapat mempectimbangkan permohonan pembatalan ini

Tarmohen || dan Termohon Il tidak perlu menanggapi dalil-dalil Pamohon
Nouil.3, 1Ly, 0z, 1113, .4, pada Permohonan Pembatalan, karena tidak refevan
untuk diajukan dalam permohonan tersebut mengingat dalil-dalil tarsebut
menyangkut persoalan-persoalan substantif putusan arbitrase. Berdasarkan
pasal B2 ayat 4 UU Arbitraza (vide Bukii T-5} dapat disimpulkan bahwa Ketua
Pengadilan Negeri tidek berwenang memeriksa percoalan substantif {alasan
atau pertimbangan) dari putusan arbitrase. Bahkan penjelasan pasal 82 UU
Arbitrase secara tegas menyatakan sebagal berikut :

dan Termohon I, I dan Il me.gajukan dupliknys masing-masing tangoal 22 Agustius
2000 ;

Menimbang, batwa untuk me nguatkan dalil permohonannya dipersidangan
Permohon mangajukan surat-surat bulkti berupa :
1. BUKTI P-1A 1 Putusan No 5V-29/ARB/BANL2000, yang dikeluarkan oleh Termohon

. L tertanggal 25 Mai 2000 :
2. BUKTIP-18 : Tanda Bukii Pendaftaras Putusan darl TERMOHON | dan Pengadilan
MNegeri Jakarta Selstan pada tanggal 21 Juni 2000 ;

3. BUKTIP-2 : Surst Panggilan dari TERMOHON | tertanggal 25 Maret 2000 ;

lil. TINCAKAN PEMOHON DAPAT MERUGIKAN CITRA INDONESIA DIMATA
INVESTOR ASING DAN BERPOTENSI MENGHALANGI TERCIPTANYA KEPASTIAN
HUKUM.

2. Bahwa taktik yang dilakukas olgh Pemohon sekedar untuk mengingkan
kewsajibannya melakukan pambayzsran kzpada Termohor Il d2n Termolian i

4 BUKTIP-3  :Keberatan dari PEMOHON kepads TERMOHON | No. S65/0CK.IV
/OO0 tartarggal 7 April 2000 ; z
8. BUXTI P2 : Underg-undang Republik Indonesis No.30 tahur 1299 Tentang
Arbitrasa dan Alternatif Fenyelesaian Sengketa ;
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6. BUKTI P& : Surat PEMOMON kepada TERMOHON | hal Penjelasan, dengan No
G15/0DCK /00 tertanggal 14 April 2000 ;

7. BUKTI P-& ‘Surat dari PEMOHON kepada TERMOHON | hal keberatan deigan
Mo BE30CK. VDD tertanggal 24 April 2000 ;

B. BUKTIP-1 : Sutat dari PEMOHON kepada TERMOHON | hal Keberatan cengan
No. T06/0CK. WOO tertanggal 2 Med 2000

9, RUKTIP-8  :Surat Panggilan Sidang dari TERMOHON | tertanggal 1 Nopambe:
2000 ;

10, BUKTI P8 | Lapotan sidang Ke Il dengan acara persidangan DUPLIK ;

11.BUKT| P-10A | Perjanilan Pemborongan Tertanggal 12 Januari 1986 antara Pemohon
dengan Tarmohar |l dan Termabon Il ;

12 BUKTI P- 108 Perayarstan Kootrak

12.BUKETI P-11A Putusan Pengacdliai Negerl Jekaria Pusat No 378/Pdt.G/1E57
FALIKT.MST tertangoal 22 Desernber 1997 antara PT, Kuncara Artha
melawsr PT. Hotel Pr=—ata. an Badan Arbitrase Nasional Indoresia;

14 BUSTI PAATE  Putusas Sala No 37R/PAYG/1997/PN JKT.PST tertanggal 22 Descmber
1997 antara PT. Kuncars Arta Meiawan PT. Holel Prapatan dan Badan
Arhiirase Nasional Indogsia

16.BUKTI P-13C : Putisan Pengadilan Tinggl OK| Jakarta Mo 478/Pdy1938/PT.DK|
tertanggal 30 Septernber 1998 antara PT. Hote! Prapatan dan Badan
Arbitrase Masional Indonesia melawan PT, Kuncara Arts |

Menimbang, batiwa untuk meaguatkan bantahannya diparsidanaan .ﬂmd:a_.._:a i
tidak mengeajukan elat bukti apapun, sedangkan Termolion Il dan [ll mengajukan surat
sural bukt® beupa
1. Bukti TILI-Y : Putusan BANI Mo 5/0-29/ARB/BVANY2000 ©
2 BukiiTILI-2  Surat dar 0.C. KALIGIS No.049/0CK.1/29 tertanggal B Januan 1558,
3. Bukti TIGE3 ¢ Pzsal 35 (6) (il dan pasal 35 (6) liv] Perjanjan Pemborongan;

Manimbang, bahwa atas eksepsinya tersebut Pengadilan berpendapat sebagal
berikut :

Bahwa yang menjadi subyek hukum bukan hesya Badan Hukum saja, seperti

Parseroan Terbatas stau yang sejenis Badan Hukum sepert yayasan, CV atau Firma,

tetapl juga sesualu badan atzy suatu lembagas |

Bahwa BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA yang didirjfkan berdasarkan

surat keputusan dar) Kamar Dagang dan Industri Indonesia IKADIN] z_u.mxmm._

152/0PH1977 tanggal 30 Nopember 1977, memilin Pangurus yang tardin dari

Ketua, Wakil Ketua dan beberapa anggots |

Bahwa oleh karena Badan Arbitrase Nasional Indonesia mempunyai pangurus,

maka bila badan Arbitrase Nasional Indonesia {BANI dipandang merugikan orang

atas Badan Hukum karena nutusan yang dijatuhkan, maka BANI __uu._uﬂ sabaga
subyelk bukii1 dan bisa digugsat yang diwakilkan oleh pengrrusnya, in casu Proft

Or. H. PHAYATNA ABDURRASYID, SH Phd. |

Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan Pemabon, munﬂ"_,_m.\..jm...ﬂawcn i

aclalsh Badan Arblirsse Nasiona! Indunésis C.2 Majelis Acbiter Tist il dissbabkarn

———— e == o e om

———

karena Majelis Artitrase yang memutus perkarz Mo 5V-29/ARE/BANIZ2000 tangoal

25 Mgl 2000 berdasarkan penunjukian BAN] ;

Menirethnng, babwa bertolak dan pertimbangan tersebut laporan "C2 Majelia
Arhitrase” parkara No, SV-29UARB/BANVZO00 menurut hemat Pengadilan adalah cukup
jetos yaitu Majelis Arhitrase yang mumatas parkara yang bersangioutan |

Menimbang, bahwa bardasarkan pertnnbangan itu pulh Pangadilan berpendapat
bahwa aksepsi Termahon | tidak beralasan dan tidak oula berdasarksn hukum dan oleh
karenamys harus ditolok ; .

DALAM POKOK PFRKARA :

Menimbang, cabwa Pamohon dalam surat permobonannya pada pokoknya
manyatakan
- Rahwa aniaia Famohan den Termohon | dan Il mengadakan perjanjian
pemborongan untuk membangun g=dung Jekarts Stock Exchangea Tower Il dimana
setiap sengheta yany terjad diselesaikan melalul Terimghon | ;
Balvaa talah terjadi seng-0t= mengenad uenlan yang harus dibavar oleh Pemohon
. kepadaTermohon Il dan Il seoagai Pemoban, Termohon I dan [l menyelesaikan
Tarmohon |, dan dalam nal ini Pemohon berkedudukan sehagai Pih=v Termohon
Artiitrase, danTermonon il sarz Il berkedudubon secagai Fihak Pemohon Asbifrasa,
yang paca akhirmea pica tanggal 25 - Mei - 2000, Pemohaon | relal manjaiuhicm?
putusannya No SNVZHEATBANZD00 ;
Balr.a berdasarksn Putusan BANI tersebyt, pemmohon dihsrusean membayar
kangan iermohan IV dan 1 sojumiah US £ 7 28927645 ;

- Batwa Permohon tidak dapat menarima putusan teissbut karena Termohon | dalam

mangambil putgsan telah diluar batas hatas yang telah dikompromikan oleh
Pemohon, Termchen I an il
- Behwa bates hatas kompromi dimaksos 2dalgh :

1 Bamwa putisan BANI teiah diputus Termohon | vang tidak mempumai kews
mangan memuius sangkata antara Pemobon defgan Termohon | dan i ;

Z. Bahwa Termohon | dalam putusannya tidck memberikan pertimbangan yang
adil sesuai dengan undang-undang No.30 tahun 1392 tentang Arbitrase sarta
¢iluar batas baras kompromi para pihak ;

i bahwa putusan Termazhon | memberikan pertimbangan hukum yang
bertentangen dengan Undang-undang No.30 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa parmohonan Pemohon tersebut, Termohon Il dan Il pada

pokoknya mengaiakan

1. Permohonan pembatalan putusan imi diajukan semata-mota sebagai aktik untuk
menghalangi Termehan U dan Termohon il memperoleh haknya sesusi putusan
Majsis Arbitrase BANI

Z. Permohonan pembataizn putesan Arbitrase hanya danat diksbulkan jika sudah
ada putusan Pengadilan yang menyatakan adanys tipu muslibag, dan dalam kasus
irt Pamohon tidak mampu membultiksn adanya putusan Pengadilan tersabut |

3. Tindakan Pemohon dapat merugitan Citra manusia dimsta investor asing dan

berprlanst menghaiangi terciptanya kapasitas hukwm ;

4, Berdasarkan alosan zlasan tersebul di atas Tormohon I dan 1l memohon aga

Pengadilan l3karta Salsien memutiiskar


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

PUTUSAN BADAN PERADILAN

menolak parmohonan pembatalan puidsan Arhitrase Mo, SMV-2Z9ARB/BANI
2000 tanggal 25 - Mai - 2000 atas setidoknya tidak dapat diterima
Manghikurm Pemahan untuk mermbayar biaya parkara ini;
fcnimbang, bahwa sobelum mempertimbangkan permohonan Pamohon tarsebit
di ntas, periu di simalk, dan di telah beberapa ketantuan yang menjadi pegangan, acuan
dan partimbangan yuridis dalam menjatuhlan puitisan ;

mManimbang, hahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang No.30 Tahiwa 1999
maigatakan

Pasal 70 berbunyi -

~Tarhadap Putusan Arbitrase, par g pinak dapat men gajukan parmohonan

perbatalar apabita Putusdn tersebul didiga mangandung Unsur unsur sebagal
ekl

g Surat atou dakwaan yang diajukan dalam pameriksaan, getaluh punizan
Hijatuhkan, diakuipalsu atau dimyatakan palst ;

L. Setalah putusan diambil ditersakan dokumen yang persifat menontukan,

yang disembunyikan oleh pitak lawan atal ,

Putusan diambil dari il tipu muslihat yans dilakukan olah salah satu pitiak,

Jalarn peneniuar sengheta;

. Pasal 28 ayat{4]:
*Dalam hal seorang Arbiter tunggal atau hpius Majelis Arbitrasa uigant!, semua
pemeriksaar yang 1atah dilakukan harus diulang kembali®
Pasal 28 ayat (1} :
*Para pihak yang persengkets mem punyal hakdan xssampatan yang sarma datam
mengemukaksn pendapat masing-masing.

- Pasal 48
Ayat (1} "Peme rikeaan atas sangketa harus disslesalkan dalam wakid paling lama
180 (szratus delapan pulith) hari sejak Arhitrase atau Majelis Arbitiase terbantuk®
Ayat {2) “Dergan persatujuan para pihak dan agabila diperiukan sasyai ketentuan
93, jangka waktu gebagaimana d¢imaksud dalam ayat (17 dapat diperpaniang;

-5

- Pasal 33
*Arbiter atau Majslis Arbitrase berwenang urtuk memparpar|ang wakiu tugasnya:

apabila ;

umun diajukan permon.onan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertantu .

b, sebagaiakibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainmya, plau;

¢ dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk kepentingsn

pemeriksaan;

penimbang, bahwa sesuai katentuan.pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1096,
Pengadilan tidak skan menilai materi Putusan HANI (Termahaon |}, yang dinilai Pencadilan
adalah proses, prosedur dan acara pameriksaan gengketa antara Pemaohon dengan
Termohion |l dan I, apakah sasuai aturan permainan gebgaimana distur dalam Undang-
unuang Na30 ahun 1999, khususmaa ketentuan-ketentuan tersobut di atas: sebagaimand
dalam BAB IV tentang Acara yarg barlaku dinadapan Maislis Arpinasa;
Pamoiinn yang toak,

Merimbany. bahwa eabagaimans dalam posta garmeohonan
berdasarran Surat

dihantah oleh Para Pemahou gatwe Majulis Arbitrase (Tarmuhon ]

Keputusan BANI No AXISK-ARS/BANIES dibentuk pada tanggal 1 - Septamber - 1959,
dengan susunan Majs'is pordiri dari GUNAWAN, SH., sebagai Ketua Majelis, H. ADI
ANDOJO, SH. dan Ir. HR. SLJABAT, masing-masing sebagal anggosa Majeiic Arbitrase,
Bahwa bordasarkan ketonfuan pasal 48 ayat (1] Undang-undang No30 Tahun 1958,
tugas Termahon | dalam msmariksa dan memutis sengksta antara Pemohon dengan
Termoton i dan 1l dimulai sejaktanygal 1- Suptemnber- 1998, dan sesgal kutentusn it

pula barakhir pada tanggal 27 - Pebruari - 2000.

Menimbang, hahwa sesuai surat Parmuhonan Peruhan. dan sesuai pula dalam
surat bukti P-1-A stau bukt TILI-, Puusan Parkara No BVZIAPB/BANIZ000 tanggal
35 - Miel - 2000, antara lain manyatekan oleh karenda Ketna Majalis Artiter GLUMAWAN,
SH.. meninggsl dunia, dengan panetapantyd tancgal 7 - Maret - £000 No 14AISKE-
ARBMANI2000 Ketua BAN manunjul dan mengasgkst Prol. H. BisMAR SIRCGAR,
SH., sehagal Ketua Majeis Arbiter bary ranggantikan almarhum GURAWAN, 5H., den
bordasarkan Kepulisan kelud BANI sanggal 10 - Aptil - 2000 Ne 201V/ARBBANIZI0L
Praf. H. BIGMAN SIREGAR, SH., diganti SETIAWAN,SH., sebagai Ketua Majells Arbitrase
yang memeriksa dem me wius golam tingkat pidama dan Serakhir senghkets antara
Pemnonon dan Termahon |

Manimbang, bahwa dalam hubungan ity katenfuan pasal 26 gyat 18} Undang-
uncang No.30 Tahur 1999 mensatakan
“Nalarm hal seorang arbiter tyuggal atou Ketua Majelis Arbitrare diganti, ssmua
pemeriksaan yang talah diprdakan harus diviang kembeli® .

. Manimbarig, bahwa sesud e utusan Katua BANI tanggat 10 - April - 200 No 2w
IV/ARE/BANIZ000 tersabyt diatas, maka susunan W.zjelis Arfiitrase baru yEng memarnksa
dan mengadili sangketa antarc Perm-hon dengan Termohon adsiah SETIAWAN, SH.,
gehagai Ketua Maslis, H. ANDIANCCJO SOETJIPTU, SH. Aan ir. WA, SEJARAT masing-
masing sehagai anggolo Majeliz Arhiiras2:

Menrnbaing, balwa yang menjadi boosn guait atsu permasalahan wdaieh apabah
yeng dimaksud dengan pengertian “semua pameariksaan vang wiah disdakan harus
diuisng lagi * scbagaimana dimaksud d=am pasal 26 syal 18} Undang-undang No.30
tahiin 1995 Dalam penjeizsan kaentuan paeal tarsebut dimyztakan ~culoup jelas”

Menimbang, bahwa sesusi =izl &ukti TG terang Risalah Sidang ka4, terbukli
hahwa sejak terbentulnya Mejelis A hitrase yang pertama tanggal 1 -September - 1999
dengan susunan GUNAWAN, 5 H., H. ADI ANCOJO, SH._ dan Ir. HR. SIDJABAT masing
masing sebagai Anggota sampai gengsn terbentuknya Majelis Arbitrase yand baru
tanggal 10 - April - 2000 1elsh dilakukan heberaps kali parsidangan ;

Bahwa sesual surat bukti T -6 it pula entars Lain dinystakan
1. AnggotaMajelis (Bp. Ir. SIDJABAT) ... dan sebagainya, dan mengenal batas wakiu

Arbil gse perly 2da kesepakalan pars pihak behkan sangst diperiukan apa bila

peineriksaan perkara menghendsii cemikian, dan mungkin dalam kasus ini eda

kamungkinan membutuhkan perpanjangan walktu ;

7.  Faoapercidangan ini anggots Maj=tis 80, I SIDJABAT] merupekarn kesepskatan
p=ra phak aniuk perpaniangan batas wakiu Arhitrase kepada para pihak

3 Atss pertsmyaan Anggoa Majelis (B, Ir. SIDJABAT) para pihsk menyetuini atsu
satinar tidaknva tidek perkeheraial. wrmasux anggata Majelis yang lain ;

\ARIA PERADELAN No. Z16- ni
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Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di stas bohwa dengan
digantinga  Ketua Majalis Arbitrase yang lema dangan yang baru 0 cosu
SETIAWAN, 5H,., maka seusai kotentuan pasal 28 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun
1899, sarmus pamariksaan yang pernah dilakukan oleh Maijelis Arbitrase lama dinyatakan
gugur den pameriksaan yang telah diadakan harus diulang lagi tarmasuk pemeriksian
sidang ke 4 sesual Surat hukti TG ;

Menimbang, bahwa andulkata benar Permoban dalam persidangai ke 4 tanggal 9
Napermbe- - 1999 menyetujul perpanjangan batas wakiu tugas Majehs Arbitrasa

IGUNAWAN, SH., H. ADI ANDOJO SOETHPTO, SH., dan ir SIDJABAT], persidandan
tanggal 9+ Nopemoer - 1938 pun dinyatakan gugur pula, karena pesidangan harus
wiilang lagh tae awal |
Seyals sesuull) varg Larkaltan dengan nemaricssan yang talah difokuksn olsh Majalis
Aroitrase sejak tanggal 1 - Saptembar 1999 sanpdl uengan tanogal 10 - April « 2000
dinyatakan Eatal dem| hukum karena dalam pasal 26 oyat (4) apcara tegas dinystakan
“gamua pamenksaan yang telah diadakan harus diulang lagi™ tentirmya termasik
rerubdhan atas peroeriksaan Arl.age I Bet 108/ARNGD tertanggal 29 - Januar
1998 pada sidang portama tanggal 28 - September - 1299

Maonimbang, batwea darl jawab menjawik serta surat-sural bukh yang disjukan
PamoHon dar Pars Pamohon di persidan pan temyata meskipun telah adanya pargantian
feten Najels Artitrase yang baru tangga! +0 - Spril - 2000, Majuelia Arbitrase yang baru
tidak melakukan primaeriksaan uiang atad nemerikeaan yang pernah dilakukan oloh
Majels Arbitrasa yang lama, padahal sestal ketentuan tersabul di atus semia
pemeriksaan yang petrah dilakukan Majelis Arbitrase sang lama dinyatakan gugus

Beriolak darl ity pula. andaixata benar Pempohon dalarr parsicangan ke 4 (yida surat
Bustt LBl mangataken persslujuannys fenteng perpadjangyan masa bakti Maje'rs
&rhitrase sabagaimana yana didafilkan Pemehan 1| dan Il dalum jawsbannys tangaul
‘£ - Agustus- 2000, meskipln dizangkal oleh Pemohon sesiai surat bukti P& gan -7
-enfany keberctan perpanjangan masa baktl Majeiis Arbitrase, magng-masing tanggal
24 - April - 2000 dan tanggal 2 - Mei - 2000, tupun dinyatakan gugur pula dan harus
ditskukar pemetiksaan ulang oleh Majelis Arbitrase baru dengan cara maminta
persetujuan baru kepada Pamahon dan Termnohon I dan I dalam persidangan dan
pemeriksaan bar ,
Apa yang pernah disampaikan pada pemeiksaan dar persidangan terdahulu in casy
tanggal 9 - Nopamber- 1989 tvide surat bukti T8 yang diakukan Majalis Arbitrase
lama tigak otormatis cerlake bagi Majalis Arhltrase bard karena pameriksaan dan
persidangan tanggal 8- Nopember 1999 pun dinyatakan gugur puia

Memimbang, bahwa oleh karena Majelis Arbitrase baru tidak pernah melakukzn
pemeriksaan ulang atas pemeriksaan pemeriksaan yang pernah dilakukan olah Majelis
Arbitrese lama, sebagairrana disyaratkan dan diharuskan oleh pasal 26 ayat (4) Undang-
undang No:30 Tahun 1999 disaty pihak, dan dipihak ain Putusan Termohon | tanggal
75 - Mei - 2000 perkara fo.5NV-29/ARE/BANI2000 herdasarkan produk pemerikssan
Majelis Arbitrese larma yang dinyatekan gugur sejak tanggal 10 - April - 2300, maka
Pengrditan barpendapat
*.  Parpanjangar tugas Tugas Termuhan | yang memariksa dan mangad|i pereaca

Pamuhon dengan Tarmobiat Il dan il selama 320 hari ierbitung sejak 1 - Marst

2000 adalan 11dak sah dan tanpas persetuiuan Pemohon

L.l|

3 Putusan Termohon | sebagaimana Putusan Perkara Ho 5M-2UARB/BANYI000
tanggal 25 - Mei - 2000 yang didasarkan pada produk permerksaan Majelis Arbitrase
lams yang dibentuk tanggal 1 - September - 1999 bardaserkan keputusan BANI
Lo A3XISK-ARB/BANLUDS adalah cacat hukum dan tidak sah karona semun
pemeriksaan yang pamah dilakukan k*aalis Arbitrase lama dinyatakan gugur sejak
terbentuknya Majelis Arbitr=zs baru .

Menimbang, batwa de’am hub.rgan ity meskipun sesusiaras Ult:a Pelita Pertium
hakim tidok boleh memuws melebill aps yang diminta, akan tetapi karens pemochon
dalam petitumnya mengatakan "atau apatda Hakim berpendapet lain, mohon putusan
yang seadil-adiinys (ex asguo e' Bonn] disatu pak, dan dipihak lain sesual
yurispru si Mahkamah Agung AL, Hakim dibolehikz- memutus melebihi apa yang
diminta sepanfang masih dalam ruang linglup permasalzhan, maka Pengadilan pun
dalair poreara permohonan Permobor tidak berpegang pada azas urtra pelita parivm |

Menimbana, batwwa bertolsk dari keadzan, kanyataan dan penimbangan tersebul
di atas, Pengodilan berpenidhpat bahwa permaohonan Pemohon cukun beralasan dan
berdasarkan hukum das nieh ksrenanys harus JFaphulkan;

Sehubuyrgan itu pula pars Termohon dihukum untus membasar hiavs perkara secars

tanggung remeng ;

Dengar maniperhativan pasal 26wy (21 o Pacae 29 ayal (7))o Pasasi 33 jo. Pasal
48 jo. Pasal 70 Lidzngundang No.3d Teryn 1999 da ketenlcan ketsnpigr hakom
lainfya.

MEMUITUEKAN

I DALAM EKSEPSI :

Menclok eksepsl Termohor. |
.  DALAM POEOK PEHAKANA

i Mengatulkan permohanss Pemahon,

2. Msngsisken Putvean Termohen | No SV 29/ARBSANI000 tertanggsl 25 -

Mei - 2000 mengandung cacat hulum dsn hdck sgh !

3. Meanghuleurn Termohon | il dan i uriue membayar biaya perkera secara langgung

mnteng stjumiah Ap. 219.000.- (duz ratus sembilan balas ribu rupahl

Damikianlah diputuskan dalam sidang yang lerbuka untuk umum padahani : Senin,
tangaal 18- September - 2000 gleh SOEDARTO, SH. Hakim Pengadilan MNegeri Jekans

Sulatan, didampingl Peniteca Pengganti RICAR SORCINDA NASUTION, SH, dengan
dihaditi pula oleh Kusss-kuasa Hukurm Pemohan, ¥uasa Hukum Termohon |, dan Kuasa

Hukurr Termobon Il dan 11 2
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[ MAHKAMAH AGUNG R.L |
PUTUSAN
zn.,n._.__mnzn:._n.e__..n-:hna._
DEMI KEADILAN BEHDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memerivsa perkara banding atas putusan Wasit (Badan Arbitrase MNasional
indonesia) telah mengambi! putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA Co. Majelis Arhitar
perkara No. SV-29/ARB/EANI|/2000, dalam hal ini diwakili olah
Praf DR. H. Privatna Abdurrasyid, SH.Ph.D, selaku Ketua Newan
Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN!), berkeduduk=n
di Menara Kadin Lt.29, Jalan H.A. Rasuna Said Blok X-5. Kav.2-3,
Jakarta 12550, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SHEIKH H.AB.
LOEBIS, SH. Pengacara, berkantor di Jalan Danau Toba No.g,
Peiompangan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 September 2000, Pembanding | dahulu Tarmohon I;

2. PT. 3SANCYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION LTD,
srkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara Il, lanital 20,
Suits 2003, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190;

3. PT. MURINDA IRON STEEL, berkedudukan di Gapuramas Building,
lantai 3, Jalar Letjen S. Parman Kav. 91, Slipi, Jakans Y1420,
Daiam hal in keduanya memizei keasa kepada :1.Andy Kelana, SH.
LLM.MBA. 2. Stefanus Haryanto, SH.LLM.MBA. 3. Yonatan
He:manto, SH. 4. William Seaawan Palijama, SH. 5. Linna
Simamora, SH. 6. Reina Tama Kraeft, SH. 7. Adicondro Nugraho,SH.
Para Pengacara dan Konsultan Hukum nada Kantor Konsultan Hukum
Yanafiah Ponggawa Adnan Bangun Kelana, di Gedung BN, Lantai
24, Jalan Jenderal Sudirman Kaw.1, Jakarta 10220, Indonesia,
berdasarkan Surat Kiiasa Khusus masing-masing tanggal 7 Agustus
2000 dan 10 Oktober 2000, para Pembanding |l dan lil dahulu para
Termoion Il dan Il ;

melawan &

PT. DANAREKSA .JAKARTA INTERNATIONAL, yang dalam hal inl
diwak:'! oleh Fresigen Direktur Santaso Gunara, MBA, berkedudukarn
di Gedung Arths Grana Lt.23, Jalan Jenderal Sudirman kav.52-53
Lat. 24, Jakarta Selatan, dalarn hal ini merber ku=sa kepada

A

0.C. Kaligis, SH. Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan
Majapahit No.18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123, Jakarta
Pusat, bardasarkan Surat Kuzsa Khusus tanggal 24 Oktober 2000,

Terbanding dahulu Pemeohon |
Mahkarmah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Terbanding sebagai Pemaohan teiah menggugat para ﬂmiﬂ!&.am L dan i
sebagal para Termohan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Splatan pada pokokinya atas dalii-dalil ;

hahwa antara Pemohcon telah dibuat perjanjizn pembarongan dengan
Jerr-ohon Il dan Termohon Il untuk pembangunan gedung Jakarta Stock
txchange Tower II, kemudian Pamohon, Termohon Il Teriohon il sepakat
yntuk menyelesalkan setiap sengke:a yang terjadi akibat perianjis tersebut
melalui Termohon ||
umilah yang barus Sibayarkan

hahwa telah terjadi sengketa mangenai | ?
ili sekirgga Pemohon,

vleh Pemohon kepada Termohon Il dan Termohon
~=rmohon | dan Termohan | menyelesaikan melalui Termahon «, dan _n.uﬂu.._..
hat ini Pemohon berkedudukan snhagat pihak .F:.:n:u:.b&._qmmm dan
Tarmohon || seria Termoken 1 berkedudukan sebagal pihsk Pemohon
Arhilase |

bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2000, Termohon [18lah mengeleer-
kan putuszn No.5/V-29/ARB/BANVZ000 dar pade tangzal 21 ..E.:_ 2000, putusan
tersebut telah didattarkan di Kapaniiz-aan Pengadilan Negen Jakaria Selatan
dengan rogistras: No.06/ARB/HKM/2000/PN Jak Sal (bukti P-1) :

bahwa sdapun amar putusan Termohan | tersebut adalzh sebagai berikut:
MEMUTUSKAN :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulian permohonan para Pamohon untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah perjanjian pamborongan antara para Pemohon dengan
Termohaon sebagaimana tertuang dalam Articles of Agreement tanggal
12 Jaruari 1996;

3. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi |

4. Menghukum Termoheon untut melakukan pembayaran ¥epads para

Pamohon uang sejumiah :

VATRA, PERADEAN MO 216- 121
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|

1.8, 16 A{15/10/97-5/2000 = 2,58 tahun}
1.851.833,18 - 950.000 = 801.833,78
bunga 2,58 x 6% x 901.833,18

LSS 501.833,18
USS 139.603,77 +
LSS 1.041.436,95
US$ 2.447.519.58
USE 367.142,99
USE 2,814, 72697
c. 18 & (1/1/98-5/2000=2,34 tahun) tagihan US$ 868.339,72
denda bunga 2.34 x 6% x 868,339,72 Uss 12191484
1SS  890.254,57
d. 19 A (9/4/98-5/2000=2,08 tahun) tagihan uUss 53397806
denda bunya 2,08 x 63 x 533,878,006 US$S 66.640,46
US$ 600.618,52
2. Biaya akselerasi 85% x US$ 1.299,650 = USS 1.104.624
3. Nelunsi (15-10-19398 e/d 5-2000 = 1,55 tahud)
aurmiah roatansi uss 899.757
Biaya maiiitenance dan perbaikan-perbaikanUSs 225.000
. USS 674.757,00
I SE mu,..ﬁmu.h 4
UsSs 737.509,40
Juailah toral LSS ¥,249.276,45

Seluruhnya berjumlah US$ 7.289.276,45 (tujuh juta dua ratus delapan
puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam daollar Amerika
Serikat empat puluh lima send ;

b, 17 4 121/11/97-5/2000=2,5 tahun] tagihan
danda bunga 2,34 x 6% x 2.447.619,98

Cenda bunca 1 56x 68 x 674.767,09

5.  Biaya arbitrase yang wajib dibayarkan Termohon kepada Pemahaon karena

Pemaohan telah melaksanakan kewajiban Termohon untuk membayar
baya arbitrase dan berdasarkan angka 8 bagian pertimbangan hukum
sub bagian dalam konvensi-ditetapkan sebesar USS 42.326,00 (empat
puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat)

5. Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi puiusan ini {tiga puluh)

30 hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila tidak memenuhi
kewajibannya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka
Termohon dikenakan denda sebesar 1% [satu porsen) perbulan secara
nroparsional dari nilai yang terlambat dibayarkan ;

DALAM REKONVENSI :
Menyatakan permohonan Zalam rekonvensi dari Pemohon rekonvens
tidak dapat diterima;

DALAM KONVES! DAN REKONVENSI :

- Menyatakan putusan arbitrase ini merupakan putusan dalam tingkat
partama dan terakhir dan mengikat kadua belah pihak ;

hahwe Pemaohon tidak dapat menearima putusan a guo karena Termohon
| 'dalam mengambil keputusen tersebut, telah keluar dan batas-batas yangy
telah dikompromikan oleh Pemohon dan Termohon |l dan Tormahon 1I1;

baiwsa adepur batas-batas kampromi yang dimaksud adzlah sebausi
berikut

.  Hahwa Tarmohon | tdak bervenang untuk memutuskan perkara a quo
karena tidax oernah ada k:sep.atzn para pihak untuk memparpanjang
jangka wakiu tugas Termohon |, oleh karena putusan No.5V-25 ARB/BANI/
2000 telah diputus oleh Termohon | yang tidak mempunyai kewenangan
dalam memutus sengketa antira Peinohon dan Termahon I, Termohon
i {buktl P-1), sebab menurut pasal 45 Undang-undang No.30 tahun 1999
disebutkan bahwa pemeriksaan aia2 2engketa harus diselesaikan galam
waktu paling lama 180 hari sojak artitor atau majelis arbiter terbentuk.
Bahwa Majelis Arbiirase dalam porkara & quo resmi tarbentuk pada
tanggal 1 September 1993 mefalu] Surat Keputusan No.432USKh-ARB/
HANI1998 dengan susunan Gunawan, SH. sebagai Keiua, H. Ag)
Andojo, 3t dan Ir. H.A. Sidizbat, masing-masing sabagai anggota Majelis
Artitrase, dan berdasarkan kateniuan pasal 43 Undang undang No.30
tahun 19939, maka |angka waktu Termahon | dalam perkara 3 quo berakhir
pada tanggal 27 Pebruari 2000;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2000 diagakan sidang lanjutan perkara
a guo dengan acara sidang bukti tertw!is Permohan, namun karens Ketua
Termohon | berhalangan (sakit) dan tidak dapat ditentukan kapan akan
memulai tugasnya kembali maka Pernohon, Termaohen Il dan Termehon
il sepakat untuk menunggu pemberitahuan dari Termohon | untuk sidang
selanjutnys |

Bahwa kemudian Ketua Termohon |, Bapak Gunawan meninggal dunia
dan Termohon malalui penetapannya No. 14MSK-ARB/BANI menunjuk
Bapak Prof, H. Bismar Siregar, SH sebagai Ketua Majelis yang baru
mengoantikan serta melanjutkan tugas pekerjaan Bapak Gunawan, SH
s=hinggs Gengan dernikian Surat Penetapan yang dibuat dan dikeluarkar
alek Ketua Teringbun | tersebut hanvalah merupskan penetapan uniuk
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Ketua Termohon | yang baru, untuk jangka wokiu yang masih tersisa
dalam memeriksa perkara a quo dan surat tersebut tidak memuat
perpanjangan waktu tugas Termohon 2.
Bahwa kernudias jauh satelah jangka waktu tugas Termaohon | berakhir
{tangga' 27 Pebruari 2000}, Termohon | mengeluarkan Surat Penetapan
No. 14Il/S¥-ARB/BANI tertanggal 7 Marel 2060 yang isinya menunjuk
Bupak Prof, H. Bismar Siregar, SH sebagai Ketua Termohon | yang baru
menggantikan serti melanjutkan tugas pekerjaan Bapak Gunawan, SH
dan surat pengangkatan tarsabut tioak disampaikan kepada Femonun,
Tarmohon |l dan Termohon m,
Bahwa Termahon | hanya mengirimkan surat panggilan sicang untuk
taniggal 3 April 2000 yang dikirimkan tanggal 28 Maret 2660 dangan
mencanilnkan Ketua Tarmohan | yang baru yaitu Bapak Prof, H. Bismar
Siregar, SH (bukl P-2i;
pahwa pada tanggal 7 Aprit 2000, Pemohon telah menyampaikan
keberatan melalui surat No. §65/0CK.IV/0C tertanggal 7 April 2000 perihal
kaharatan atas Kewenangad Termohon | inengadill parkara a nuo karena
iangka waktu tugas Tarmaohai | (#lah habis dan udak ada kesspakatan
Jari Pamaohon, Tennahen 1 gan Termohnon 1l unius muwnpsTpanjang woas
lermahion | (bukti P31
Bahwas paua tangual 10 April 2000 Tarmohon | manerbitkan Surat
Keputusar o 40/V/ARB/BANI2000 tertanggal 10 Aptil 2000 yang beris)
penghentian dangan hormatl Ketua Tusmohon | dan meanuniuk Xetud
Tarmaohon | yang baru sekaligus memperga njang tugas Termahon | yang
mengadill dan memeriksa perkara antara pamohon dengan paia
Tarmohaon !l dan !l selama 126 hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2090,

Bahwa jangka wakiu tugas Termohon | dalam perkara a Gud setelah
beberapa kali pergantian Majelis telah habis pada tanggal 27 Pebruari
2000 dan Termohon | bgru mengeluarkan keputusan untuk meamper-
panjang jangka waktu tugas Tarmohon | pada tanggal 10 April 2000 yang
milai berlaku pada tanggal 1 Maret 2000, maka hal ini berarti telah
terdapat kekosongan waktu sebanyak 2 hari, yaitu tanggal 28 Pebruari
2000 dan tanggal 28 Pebruarl 2000, sehingga dengan demikian perpar-
jangan waktu yang ditetapkan oleh Termohaon | adalah tidak gah ;
Bahwa apabila Termohon | beritikad baik dan mempunyal rasa keadilan
kepaca para pihak tanpa membeda2-bedakan para pihak, perpanjangan
waktu tugas Termohon | tersebul harus disampaixan kepada Pemohon,
Termohon I dan Termahan il sebelum janyks waktu fugas Termahor |
tarsebut habis |

— e

Bahwa meskipun didalam pasal 33 Undang-undang No.30 tahun 1999

disebutkan * ... Arbiter atau Majelis Arbitrase barwenang untuk memper-

panjang jangka waktu tugasnya apabila ;

a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus
tertentu;

bh. sebagas akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela
lainnya, atau

c. dianggao perlu cleh aruiter atau Majelis Arbitrase;

Bahwa apabila Termohon | menganggap perlu yntuk melakukan
perpanjangan wakiu, seharusnya perpanjengan walktu tersebut dilakukan
sabatum jangka waktu tugas Jermohon | habis dzn perpanjangan tersebul
disampaikan kepads pora pitiak ;

Bahwa sikap Termohon | nampak terburu-buru dzlam menetapkan
perpanjangan jangka waktu tugas Termohon |, karena kaputusan itu
muncul setelah Pemohon menyatakan keberatannya pada sidang tanggal
3 April 2000 dan setelah pemohon menyirimkan surat keberatannya No.
£65/0C% /00 tertanggal 7 April 2000 perhal keberatar, sehingga nampak
ads persercogkalan dan lpu muslihat antara Termohon |, dengan
Termohan |l dan Tarmeahon IIl mengenai parpanjangan wakiu tugas
Majeiis Arbiter {buxti P-3);

Rahwa Termohan | dalem puiusannya tidak memberikan pertimbangan
yang adil sesua: dengan tindang-undang No.30 tahun 1995 tentang
Arbiirase serta diluar balas-batas kompromi para tihak, oleh karena
seialah jangks waktu Jermnhon | hahis dan Pemahcn telaly menyatakan
k=heratannya baik secare lisan nadatanggal 3 April 2000 maupun secara
tartulis melalui surat Nn.565/0CK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal
keberatan, surat No. 615/0CK.IV/00 tartanggal 14 April 2000 peritial
Panjelasan, surat Mo E530OCK.IV/00 tertanggal 24 April 2000 perihal
keberatan dan surat No.706/0CK.V/00 tertanggal 2 Mei 2000 parihal
keberatan, namun ksberatan Pamohon tidak ditanggapi sama sekali oleh
Tarmohan | (bukti P-3, P-5 s/d P-7)

Bahwa dalam putusan Termahon | halaman 21 disebutkan sebagai berikut
A sesuai dengan Berita Acara Sidang tertangoal § Nopember 1899,
dimana Termaoi.on telah setuju atau sstidak-tidaknya tidak menyatakan
keberatanmya terhadap perpaniangan 'ugas Majelis Arbitrase dalam
perkara ini......". Hal tersabit berarti telah timbul ketidak pastian pada
diri Termohen | sendiri apakah memang Pemohon ielah setuju untuk
emperpanjang ugas Teimchon | atay tidak setuju untuk memper
parjang tugas Terrnohen | (bukti B-1), Babwa pada tanggal S Nopember
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19946 dilangsungkan sidang dengan acara duplik dan sangatlah aneh
apabila pada saal jangka waktu tugas Termohon | masih panjang,
dilakukan kesepakatan untuk melakukan perpanjangan jangka wakiu
tuygas Termahon | ibukti P-8 dan P-3)

Aaliwa atas pertimbangan tercebut distas, Termahon | tidak paernah
moenunjukkan bukth men genai telah tarjadinya kesepakatan perpanjangan
waktu, Termohon | tidak dapat menunjukkan fakta yang terjadi pada
tanggal 8 Nopember 1988,

gahwa oleh karena ™ mohon tidak mempartimbangkan koharatan-
wnheratarn yana telah diajukan oleh Pemohon melalul surat-suratnya
rars=but diatas, can dangan sikapnya vaiy 16tap melaksanakan
neraidangan dan mamutuskan sengkets inl, snhinaga terbukti putusan
yang ambil aleh Termohon | adalah berdasarkar adanya persekong

kolan mengenal perpanjangan wihkty tugas Termohon I dan tidak
memperhatikan hak-hak Permohnn s 2gal salah satu pihak dalam perkara
a quo thukti P-3 dan P-5sld P-T)

Bahwa disamping itu Te;molion | datum perfimbanaan Hukdmnyu pada
talaman 29 menyatakan " .. Majelis Arbitrase dangan berpedoan
pada nilal pekerjaan sebesar {158 = 700,000, serta centan herpodoman
pada kebiasaar yang berlaku dilingkungsn pekerjaan pemborongan,
menganogap patut dan layak apabila biaya akselerasi tersebut dikabulkan
wubpsar 85% dari jumiah yang dituntut” (ookti P-1), akan tiap) Termohon
| ridak meriberikan alasan sli=mn dan tidak merberthan dasar hukum
mengensi penet#pan blaye akselerasi, seningga pertimbangan yaig
giambil aleh ferniohor | tidak Lerdasarkan hukum dan ras3 keadilan bagi
para pinak

Bahwa putusan Tarmohon | memberikan pertimbangan hukum yang
hertentangan dengan Undang-undang No.30 tahun 1999, hal tersebut
terhukti pada putusan Termohon | pada halaman 371 butir 8 yang
menyatakan ® ... Karena Termohon adalah pihak yang dikalahkan, maka
Termohen haruslah iuea dihukum untuk membayar biaya arbitrase ini
untuk selurahnya (bukti p-4) dan halaman 8 bagian konvensl menyatakan
ihengahulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian® (bulkti P-1)
serta halaman 33 butir 5 “Biaya arbitrase yang waijib dibayarkan kepada
Femaohon ... dst”.

Eahwa dalam pasal 77 ayat (2} Undang-undang No.30 tahun 139%
disebutkan "Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagizn, biays
arbirrase ribebankan kepada para pihak secars saimbang”

Bahwa ¢ari hal-hal tersebut diamas, Termohon ! telah bertontangan Galam

P e e e oy s S P b Y

membist pertimbangan hukumnya Kkarena berdasarkan pasal 77 Undang-

undang No.20 tahun 1999, apabila tuntutan hanya dikabulkan sebagian,

maka biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang,

sghingga putusan Termohon | telah tidak memparhatikan ketentuan

didatam Undang-undang .

bahwa putusan Termohond No.5/V-29/ARB/BAISI/2000 yang mewajibkan
Pemohon meambayar sejumiah USS 7.285.276,45 wepada Termohon Il dan
Tarmahan 1l edalzh tidak herdasarkan hukum, karena pentimbangan Termchon
| mengandung uanumwn:mrius dan tipu musiihat khususnya mengenal
perpanjangan waktu tugas Termahon | dan diambil diluar kempromi para
pihak, tidak member likgn rasa adil dan barentangan gengan Undang-undana
surta tidak 1 embarikan kepastian hurum pagi para cihsk khususnya Pamondn,

hahwa berdasarkan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang
mengatur sebaga: he rikut &
tarhadap putusan arbitrase para pihak dapat mongajukan parmohonan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur
sabagal Garikut
a.  Surat atau dokumen yang diajukan dalam po-norksaan, setelah putusan
dijatuhikan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
b, -Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,
yang disembunyikan oleh pikak lawan; atau
¢ Putusan diambil dar hasil tipe muslibat yang Jijakukan olah saleh salu
pihak dalam pemeriksaan sangketa ;
Dan berdasarkan nasal 71 Unda nig-undang NG.30 tshun 1498, disebutkan nal-
hal sebagai barikut :
*permohonan pembatalan putisan arbitrase harus diajukan secara tertulis
datam waktu paling lama 30 (tig= pulish) hari terhitung s=jak hari penyerahan
dan pendaftaran putusan arbitrase vepada Panitera Pengadilan Neged” :
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pamohon menuntut agar
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan rmembarikan putusan sehagai berikut
1. Menenma dan mengabulkan permohonan Parnohon untuk seluruhnya ;
2 Membatalkan putusan Termohon | za.w_.__....mm_ﬁ.n_m...m}zﬁunn tertangaal
25 Mei 2000 ;
ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat {gin, mohon putusan yang seadil-
adilnyz (Ex Aeauo Et Bonal
pahws terhadap gugatan Pamiohon tersebut Termanoen | mengajukan
gksazsi yang pada pckoknys stas dalii-dahi;
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bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia bukan sebuah badan hukum,
sebab tidak mensyaratkan untuk berdirinya pengesahan dari Mentar
Eehakiman ;

bahwa Badan Arbitrase Nasional indonesia bukan pula sebuah
perkumpulan, sebab tidak memiliki anggota Arbitar itu bukan anggold Badan
Arbitrase Indonesia, tetapi tenaga sukarela perorangan pada badan tersebut;

bahwa sapaan Cq. Majelis Arbiter parkara Mo 6V-29/ARB/BANIZ000, tidak
jelas siapa-siapa arbitarnya |

hahwa tethadap gugatan tersebut Pangadilan Negeri Jakarta Selatan telah
mangambil putusannya tanadal 18 September 2000 No. 1€7Pdi PI2O0H
PN.Jak.Sal yang amariva Larbunyl sebagal barikut @

. DALAM EKSEPSI:
. Midnoias aksepsi Termohon |

il DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan permohonan Pemochon ;

2. Menyatakan putusan Termohon | No. 5/V-29/ARS/BANI/2000
tertanggai 25 Mei 2000 mengandung cacat hukum dan tidak =ah;

3, Menghukum lermoton |, Il dan il untuk mamoayar 2iaya perkara
spcara lenggung renteng scjumlah Rp. 219.000,- (dus ratus sembilan
balas ribu rupiah] ;

bahwa sesudeh putusan taralhir ini dibaritahukan kepada Tairmahon |
aada tanggal 18 September 2060 kemudian tarhadapnya aies Termehon |
dengan parantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa knusus tanggal 19
Sentember 2000 diajukan pern \ohonan banding secara lisan pada tanggal 27
Septernbar 2000 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding N 0. 167/
Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, permohonan mana dengan disertai memori banding yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut harl
i juga; i

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Termohcn
Il dan Il pada tanggal 18 September 2000 kemudian terhadapnya aleh para
Termohon Il dan |Il dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa
khusus masing-masing tanggal 7 Agustus 2000 dan 3 Oktober 200u diajukan
permohonan banding secara lisan pada tanggal 27 Septem ber 2000 sebagai-
mana ternyata dari akta permohonan banding No.16T/Pd1.F2000/PN.Jak.Sel,
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan
mana kemudian disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasain

— e - —

yang diterima di Keoaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10
Oktober 2000 ;

bahwe setelah itu oleh Pemohon yang masing-masing pada tanggal 26
Oktober 2000 telah diberitahukan tentang memori banding dari ﬁ!.:._n.__..n... L5
pare Termahon Hl Jan HI, diajukan jawaban memoti banding yang diterima di
Kepaniteraan Pangzdilan Megeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mopember

2000 ;
pMenimbang, bahwa para Pemchan Banding ! dan |l talah .__..n.._,.mu_tra__._
.alasan-alasan permahonan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ALASAN PEMCHON BANDING I :

1 Bahwa Pemohon untuk tanding telah mengajukan oksepsi pada
persidangan di Pengadilan MNegeri bahwa menggugat Badan
Arhitrase Nasional Indonesia <q. Majelis Arbiter perkara No.5/V-29/
ARB/SANI2000 adalah cacat, karana tidak menyebutkan siapa-siapa
yang mawakili BANI zkan tetapi dikasampingkan oleh judex facti.
Hahwa s-bagai contoh yang mangj ambarksn cara menggugat tanpa
cacat : Ketika Parlaman Z:0p2 gicugat dalam parkars T-223/97 dan
T.17/88 r.aka sagaanuya ialsh sehagai bericul :

Partzman Eropa. divwakill olah M. Manfred Peter, Kepala Devisa dan

aleh M. Joaao Sant Anna, anagota badan juridis® sebagai Tergugat
ipartin defenderessal {bukti P-1) ;
Bahwa oalam perkara Parlemen Eropa tersebut diatas disebut siapa-
siapa yang mewakili guriemen Eropa itu, sedangkan __....unm
permohanan pembatalan lorsebut tidak disebui-sebut siaps-siapa
yang mevzakili BANI dan yang mewakili Majelis Arbiter ;

2. Bahwa pelanggaran pasal 26 ayal s Undang-undang No.30 tahun
1999 yang disebutkan gleh judex facti tidak sspantasnya
mengorbankan azas pokak berhutang - piutang, yaitu "yand
barhutang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya dan
tidak mempunyai hak terhadap krediturnys®, sedangkan baas
pengajuan gugatan pembatalan putusan srbitrase seperti dalam
perkara sekarang ini "harus ada hak debitur yang dilanggar oleh
krediturnya untuk dapat menarik kregilur yang bersangkutan sebagai
Tergugat dalam sualu proses peradilan® ; dan justru pelanggaran
hak debitur tidak terdapat dalam psrmohonan debitur untuk
perrhatalan putusan arhitrase tersebut

2 Bahwa pasal 26 syat 4 Undang-undang No.30 tahun 1295 telah
mendepak pasal 70 Unuang-unadang No.30 fahun 1398 yang selain
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bersifat hukum pemaksa yang manyebul secara limitatil alasan-
alasan yang memungkinkan pembatalan putusan arbitrase
tarperkara, namun alasan tersebut tidak ditaati oleh judax facti yang
menganggap pelanggaran pasal 26 ayal 4 tarsabut sudah cukup
untuk membatalkan putusan arbitrasa |

Bahwa apabila dalam klausule arbitrase para pihak-pihak yang
bersengketa dalam perkara sekarang ini telah sepakat bahwa putusan
arbitrase yang dimohankan adalah dalam tingkat pertama dan
tarakhi-®. mata iudex facti sepantasnya menyntakan dirinya tidak
herwenan memeriksa perkara permononan pembatalan tarsebul

AILASAN PEMOHGN BANDING I :

Bahwa Pengadilan Negeri teiah memutus sesualu yang ridak

didalilkan aleh Terbanding, dan hal ini lustru bertendangan daigan

asas keadilan tex asouc et bono). selain tu pade " anyatasnnya

Majelis Arbitrase yang baru telah memenuhi ketentuan pasal 26

Undang-undang No.30 tahun 1989, yaitu :

1. Bahwa Pengadiian Negeri da'am pertirmbangannya di balaman
28 manyatakan bahwa " ... karena Majelis Arbitrase baru tidak
pernah melakukan pemeriksaan ulang atas pemeriisaan yang
pernah dilakukan oleh Maijelis Arbitrase lamia, i dst’,

Bahwa pertimbangan Pengadilan Meger| ini adalah kelira den
patit disesalkan, karana dalam hel inl Pengadilan Neger! tanps
meminta konfirmas: kopada para Pembanding telah secara
“eraatif* menpasumsikan bahwa Niajelis Arbitrase vang bary
tidak memariksa perkarz darl awzl. Padanzl, Majelis Arbitrasa
yang baru telah memanggil para pihak untuk menyatakan bahwa
sesuai dengan kstentuan pasal 26 (4) Undang-undang No.307
1099 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Seagketa,
pemeriksaan parkara haruslah diulang dari awal, dan Msjelis
Arbitrase ingin membahas masalah tekr.s petaksanaan
pemeriksaan dari awal ini dengan para pihak. Namun demikiar,
karana Terbanding meskipun telah dipanggii dengan patut tidak
pernah hadir dalam persidangan dengan alasan bahwa mandat
Majelis Arbitrase telah habis, maka Majelis Arbitrase kemudian
memutuskan untuk memeriksa sangketa dari awal lagi dengan
memerintahkan para Pembanding untuk memasukkan kembali
permeohonannya dalam bentuk Brisf Memorandum (uraian
singkat duduknya perkara, Vide Bukti PP-1). Setelah Majelis
Arhitrase menerima Brief Memaorsndum, barulah Majelis
Ailntrase memutuskan parkara yang dimintakan pttusan
Fepadanys )

i sl ews kPRl AR R AYA

2

Bahwa apabila waktu itu Terbanding beritikad baik dengan
menghadiri persidangan yang dilakukan olgh Maelis Arbitrase
yang baru dan menystakan kehendaknya agar pemeriksaan
perkara diulang dariawal, maka tentu saja Majelis Arbitrase akan
melakukan hal itu, Faktanya, tannn ads permintaan dari
Terbandingpun Majalis Arbitrase telah memedntahkan para
Pernbanding untuk mengajukan permohonan yang baru dalam
bentuk Brief Memorandum ;

Bahwa calam permohonan pambatalan puwssan Arbitrase BAN|
yang diajukanny., ‘emohon (Terbanding) sama sekali tidak
nernah mendalilkan bahwa putusan Majelis Arbitrase BANI
sdal=h vacat nukum 2sean3 Majelis Aiinirase Lidak mengulany
pemeriksagn perkara daii awal. Esrivbung Terbanding tidak
pernah mendalilkan hal {u, maka tenlu ssja para Femhanding
tidak memberikan tanggapaln vang berkailan angan ketentuan
pasal 26 (4) Undang-undany No.Juw1288;

Bakwa kalau betul bahwa Hakim Pergadilan fsepar: dalam kasus
ini ingin bertindak adil sesual €=ngan asas ex aequo et bono,
maka akal sehal mengatakan bohwa selayaknya Hakim tarsebut
mengkanfirmasikan kepada pars Pembanding mengerai diulang
tidakny= pemeriksaan oleh Majelis Arbitrase yeog baruw. Tindakan
meminta konfirmesi s='3yaknya dilakukan kargna Terbanding
tidak pernah mendalilkan hal-ha! yarg berkaitan dengan pasal
25 (4} Undang-undang Nr 22,1823, dau karena itu adalah logis
jika para pemtanding juc: tidak pernah mendziilkan hal torsebul.
karena pais PFembamfing memiiiki keyakinan bahwa sesual
dengan ketentuan pasa! 178 (3) HIR, jelas diatur bahwa Hakim
dilarang membe:i putusan tentang hal-hal yang tidak dituniut
atau mergabulkan leoih dari yang dituntut. Tindaksn Hakim yang
terlalu “kreatit* mengasumsikan bahwa Majelis Arbitrase yang
baru telah melanggar ketantuan pasal 26 (4) Undang-undang
Na, 3071999 justru patut untuk “dipersoalkan®, karena kesannya
Hakim *ngotot” ingin mengabulkan permohanan Terbanding,
meskipun amat jelas bahwa Terbanding tidak mampu
membuktikan adanya npu muslingt dan persekongkolan antara
para Pembandina dengan Majelis Arbitrase Ex pasal 70 Undang-
undang No.30/1899, sebagaimana dicalilkan oleh Terbanding
dalam permohonaianva kepadzs Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan ;

FENGADILAN NEGERI TELAH MELANGGAR KETENTUAN
PASAL 72 (3) UNDANG-UNDANG NO.30/1999 YANG
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MEWAJIBKAN PENGADILAN UNTUK MEMUTUSEAN
PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM
JANGKA WAKTU 30 HARI ;

Bahwa selain Hakim Pengadilan Negeri telah memutus sesuatu
yang tidak didalilkan dan diminta oleh Terbanding, Penpadilan
Negeri juga telah melanggar vatentuan pasal 72 §3) Undang-
undapg No.20/1328 yang barbunyi ¢

*Putysan atas parmohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri aalam waktu: paling lama 30 (tica puluh) hari
sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1]
diterima® ;

Parmohonan pembatajan putusan Arbitrase uidatiarkan oleh
Terbanding pada tanggal 17 Juli 2000 dan oleh karena itu Hakim
harus menjatuhkan putusannya pada tanggal 16 Agustus 2000,
Dalam perkara ini, Hakim menjatuhkan putusannya paca tangge!
18 September 2000, yaitu 63 hari sejak permohonan pembatalan
putusan Arbitrase didaftarkan ;

Bahwa dalil utama yany diajukan olgh Terbanding dalam
permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukannya
aualah "adanya tipu muslihat dan persekongkolan antara para
Pembanding dan Majelis Arbitrase BANI® karena Majelis
Arbitrase tersebut tetap memberikan putusannya walaupin
jangka waktu tugasnya 1alan hsbis. Dalam kasus ini, Hakim
Soadarto, SH juga tetzp memberikan putusannya walaupun
jangka waklu tugasnya sesual dengan pasal 72 (3} Undang-
undang No.30/1989 harusnya suldah habis, Jika para
pambanding mengikuti pola berpikir dari Terbanding, apakab
holeh kalau para Pemoanding juga mendalilkan adanya *tipu
rausiihat dan persekangkolan antara tarbanding dengan Hakim
Pengadilan Negeri® dengan alasan Hakim tetap memutus
meskipun jangka wakiu untuk memberikan putusan sesuai
dengan ketentuan pasal 72 (3) Undang-u ndang No.30/1999 sudah
hahis ? Berbeda dengan dalil Terbanding yang jelas mengada-
ada, dalam kasus ini, sebenarnya para Pembanding memiliki
alasan yang cukup kuat uyntuk mendalilkan adanya
*persekangkolan”, mengingat Hakim Soedarto, SH terialu
~kreatif* dalam membuat asumsi-asumsi, dan memutuskan
sesuatu yang tidak pernah diminta pleh Tarbanding. Tindakan
Hakirn ini jelas-jelas melanggar asas Hitkurn Acara Perdata yard
maianggar Hakim wntuk mamutuskan lebih dari yang diminta
oleh para phak Ex pasal 178 {3) Hif (extra patitum}. Mamun

___!._.:T.E? sebagai pihak yang beritikad baik dan menjunjung
tinggi asas praduga tidak bersalah, para Pembanding tidak barani
mandalilkan adanya persekongkolan dan tipy musiihat antas3
Terbanding dengan Hakim Saedarto, SH |

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

DIMAKSUDKAN UNTUK MEMILIKI AKIBAT HUKUM YANG

SAMA DENGAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE, DAN

KARENA ITU BERTENTANGAN DENGANM PASAL 70 UNDANG-

UNDANG NO. 30/1599 ; .

Bahwa faktor utama yang malandasi diundangkannya Undang-

undang MNo0.30/1999 Tentang Arbitiase dan Alternatif

Penyelnsaian sangksta adalah untuk leblh manjamin adanys

kenastian nukum Ji indonesia sebagal suztu *conditio sine qua

naon” baai timbulnya kepercayaan investor asing asan keamanan

Investa= s o Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk Undang-

undang SENGAJA mengatur bahwa =uatu putusan Arbitrase

hanya dapat dibatalkan jika terpenuhi syarat-syarat cebagaimana
yang diatur secara limitatit dalam pesal 70 Undang-undang

No.30/1996. Pasal im mengatur bahwa suatu putusan Arbitrase

hanya dapet -/ihataikan jika ditemukan adanya :

1. Surat atau Zokumen yang disjukan dalam pemesiksaan,
sereizh putusen difatuhkan diakui palsu atau dinyatakan
palsu;

2 Setelah pulusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan yang disembunyikan o'sh pihak lawar, 4an

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat y2ng ditakukan oleh
salah satu pihak datam pemeriksaan sengketa

Hahwa dalam kasus ini, Teibanding mendalilkan bahwa telah
terjadi “tipu muslihat dan persekongkolan antara para
Pembanding czngan Majelis Arbitrase BANI®. Dalam proses
pemeriksaan parkarz di Pengadilan Negeri Jakarta Saelatan, para
Pembanding barnasil membuktikan bahwa putusan Majelis
Arbitrase BANI| adaiah layak dan tepat. karena secara kasat mata
torfihat bahwa Terbanding telah melakukan wanprestasi
terhadap para Pembanding dengan tidak melakukan
pembayaran berdasarkan Perjanjian Pemborangan, meskipun
para Fembanding taiah memenuhi prestasinya dengan
membangun gedung Burss Efek Jakarta yang telah dioperasikan
secara komersial oleh Terbanding. Dalam sistem Comman Law,
pukti yeng diajukan oieh para Pembanding 2kan wanprestasi
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Tarbanding disebut “res ipsa loquitur® (the thing speaks for itself),
artinya Gedung Bursa Efek itu "bicara sendiri® untuk
membuktikan wanprestasi Terbanding. Sebaliknya Terbanding
ridak mampu membuktikan dalilnya mengenai adanya
“persekongkalan dan tipu muslihat® antara para Pembanding
Jengan Majelis Arbitrase BANI. Oleh karena itu, sesual dengan
flasofi dari diundangkannya Undang-undang No.30 tabur 19939
yang ing:s menjamin terciptanva kepastian hukum di Indonesis,
seharusnya Hakim Pengadilan Negeri menolak permahonan
Pemohon (Terbanding), dan bukannya secara sangat “kreatif*
tetap ngotat [ngin mengabulkan permehanan Pemohon yang
dampaknya sangat negatif bagl terciptanya kepastian hukum di
Indanasia ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang regnvatakan "putusan
Majelis Arbitrase adalah cacat hukum dan tidak sah”, secara de
facto sebenarnva dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum
yarg sama uengan pembatalan, karenaspada intinya membuat
autusan Maje'ls Arbitrase BAN! tidak dapat dieksekusi. Oleh
karena itu, putusan Pengaian Negari Ini jelas bertentangar
dengan ketantuan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1993

. atau setidak-tidaknya bertentangan dengan semangat kepastian

hukum yang ingin ditegakkan oleh ketentuan pasal 70 Undang
undang Mo.20 tahur 1999 ;

Bahwe meskipun putusan Fengadilan Negerl yang memyatakan
bahwa *putuszi; Majalis Arbitrase mengandung cacat hukum
dan tidak sah” dirnaksudkan untuk memillki akibat hukum yang
sama dengan pembatalan, namun karena putusan Pengadilan
Megeri ini tidak memenuhi ketentuan pasal 72 (2} Undang-
undang No. 30 1ahun 1999 yang mengatur agar * ... anabila
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan,
Ketua Pengadilan Negerl menentukan lebih lanjut akibat
pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase” ;

Bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeari hanya menyatakan
bahwa putusan Majelis Arbitrase mengandung cacat hukum dan
tidak sah, tetapi Pengadilan tidak menentukan mengenai akibat
dari "cacat hukum dan tidak sahnya® putusan Majelis Arbitrass
tersebut. Oleh karena ftu, dengan maelakukan penafsiran hukum
sistematis dan teleclogis terhadap ketentuan pasal 70 Undang-
undang Mo.30 tahun 7999 jo pasal 72 (2) Undang-undang o, 30
tahun 1999 dapat disimpulkan Eahwa putusan Majelis Arbitrase

BANI tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakara
Selatan, dan karena itu dapat dieksokusi

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 18 September 2000 (yang
dimohonkan banding! serta mamori banding dari para Pemchon Banding
tersaLiut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadiian Negeri Jakarta Selatan tersebut harus
dibatatkan, karena Haxim telah salah da'am mielakukan peradilan dalam
memaeriksa dan mengadili parkara permohonan pembatalan putusan
Arbitrass menuret Undang-undang (Undang-undang No. 30 tahun 1998);

2. Buhwe Hakim Pengadiian Mageri dalam piutusannya telah menilal
mengenal ; acara, prusedur dan acara pame riksaan sengketa oleh Majeli=
Arbitrase, berdasarkan pasal 26 ayat & Undang-undang No, 3C tahun 15885
{lihat putusan haiaman 25, 27 dan seterusnva)

3. Eahwa seharusnya Hakim berpedoman dan mengacu paua keteituan
pasal 70 (2, b dan ¢} Undang-undang MNo.30 tahun 1992 yang manyebutkan
secara limitatif hal-ha! yang menjadi alasar permohonan pembatalan ;
Hanwa oleh karana itu putusan Pengadilan Negeri Jakaria Selatan No.167/

Pt P/2000/PN Jak.Sel. tanggal 18 September 2000 tersabut harus dibatafhan,

dan Mahkamah Agung askan memeriksa dan mengadili sendiri deng=n

mampertimbangkan hal-hal sebagai berikut -

. Banwa alasan-slazan yang diajukan cofeh Pemohon pembatalan (PT,
DANAREKSA} untuk mohon pembatalan adalah sebagaimana terlifbat
dalam putusan Pengadilaa Negeri halaman 4 sampai dengan halaman
10,

- Bahwa terhadap alasan-z'=san tersebut Mahkamah Agung berpendapat
bahwa ad. |, ad. Il ¢an ad. lll tidak termasuk da'am salah satu alasan
menurut pasal 70 (a.b dan <) Undang-undang No. 30 tahun 1999 ;

- Bahwa Pemohon juga mengemukakan adanya persekongkolan dan tipu
musiihat (ad. ). namun hal itu tidak dibuktikan dengan putusan
Pengadilan {Pasal 780 (c] berilan penjelasannyal ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Msahkamah Agung berpendapat supaya permohonan pembatalan dari
Pemohon ditolak dan sekaligus menetapkan akibat dari penolakan pembatalan
tersebut (pasal 77 ayat 2 Undang-undang No. 30 tahun 1999 ;

bahws berdasarkan pertimbangan tcrsebut diatas, dengan tidak periy
memperhatikan slasan-alasan ba nding yang diajukan para Pemohor _u.w.:..._.u_ﬂ.
Mahkamah Agung bespendapat bahwa parmohonan banding yang dizfukan
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oleh Pemohon Banding | : Badan Arbitrase Nasional Indonesia Cq. Majelis
Arbiter perkara No, 5V-29/ARB/BANI/2000 dan para Pemohon Banding Il : 1
PT. Ssangyang Enginsering & Construction Lid, 2. PT. Murinda lron Steel dapat
diterima dengan membatalkan putusan Pengadilan Neger Jakarta Selatan
tanggal T8 Septembar 2000 No 167/Pdt.Pr2900/PN.Jak.Sal. dan dengan
mengadili sendirl sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menmmbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari para Pemohon
Banding | dan |l dinyatakan dapat diterima, maka Termohon Banding
diharuskan untuk memuayar biaya perkara dalam tingkat banding imi ;

Memmuearhatikan pasal 70 jo pasal 72 Undang-undang Mo.30 tahun 1958 ;
MENGADIL! :

Menerima permohonan bandina darl Pembending | Badan Arhitrase
Nasional Indonesia Cg. Majelis Arbiter perkara No. 5/V-29/ARB/EANIf2000,
dalam ha! ini diwakilkan oleh Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasvid. SH..Ph.C,
selaku Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasicnal Indonesia (BAMI),
dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sheikh HAB Loebis, 3H.. dan para
Perichen Banding Il : 1. PT. Ssangyung Engineering & Construction Ltd. gan
PT. Murinda lfon Stee!, dalam hal inl keduanya diwakill oleh kuasanya ;
1. Andy Kalana, SH,. LLM,, MBA,, 2. Stefaris Haryanto, SH,. LLM. 3. Yonatan
Hermanto, SH. 4. William Setiawan Palijasia, SH. 5. Linna Simamora, SH.
B. Peina Tama Kreaft, SH. 7. Adicundro Nugroho, SH. tersebut ;

Membetaikan wutusan Pengadilan Megeri Jskarta Selatan tanoyal 18
September 2000 No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel;

MENGADILI SENDIAI :

Menolak permohonan pembatalan terhadap putusan Majelis Arbitrase
MNo. 5V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 ;

Menyatakan putusan Arbitrase BANI No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal
25 Mei 2000 soalah sah dan dapat dicksekusi ;

Memaerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk
mengeluarkan penetapan eksekusi yang berkaitan dengan putusan BARNI
tersebut ;

Menghukum Termohon banding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkar banding ini sebasar Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

P —

Damikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari JUMAT,
tanggal 2 Maret 2001 dengan Drs. H. Taufiq, SH Wakil Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Maijelis, H. Sosharto, SH dan Djufri Ramli, SH sebagai Hakim-
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis berserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Ny.Sylvia Risjad, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota . Ketua:
ttd/H. Sashario, SH ttdJDrs. H. Taufiq. SH.MH
tid/Djufri Ramli, SH Panitera Pengganti :

ttd./Ny. Svivia Risjad, SH

Biaya-biaya :
1. Metersi ap. 5.000.-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
4. Adminitrasi kasasi Rp 1923.000,-
Jumiah Rp. 200.000,-
Untuk Salinan

Mahxamah Aguig R.L
Direktur Pardaia

itd.

ANDAR PURSA, SH
INIF.0400 15551

BADAN PENGELCLA DANA SOSIAL HAKIM
PENERIMAAN UANG PANGKAL DAN IURAN PESERTA DANA SOSIAL HAXIM BULAN JUNI 2003

1. Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalul BRI = FRp. 2.383.700,-
2. Dari Pengurus Dasrah/Pengiirus Cabang metalui BNI = Rp. 34.634.000.-
3. Lengsung diterima Pengurus Badan Pengeiola Dana Sosial Haldm
{tidak metalui BRVEN! dan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang) Rp. 1.973.000,- -
Hp. 35.000.700.-
iTiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Rupiah)
Pengurus

Badan Pengelola Dana Sosial Hakim

Catatan :

Untuk Pembayaran iuran ICAHI dan BFOSH (dh, YDSH) melalui Bank supsya dengan setoran
disarta NID [Momor Induk Danal .

Pagi mereks yang masih menyetodesn iuran BPDSH {din. YOSH! pada BRI KCK Jakarts
dergan no. rokening 31-46-3253.0, diganti cleh BRI dengan nomins rekening yang bany
waiu + 0296.01.006092630.8.
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2 hahwa berdssarkan peraturn pcrandung-undangan yans berlaku, pemyz-
leszian sengketa perdata disamyne dapat disjukan ke peradilan umom
juga tecbuka ko angkinan disjukan melaloi arbitrzse dn alernatif penye-
leschunt sengheta,

b lshwa peretunan perendsigoundangan yaig kinl beslaku antuk penyele-
saian sengheta maclalus arbiinse sudah vdak seev Jﬂnﬁ@swﬁrﬂ:
bangen donis meaha cun hubum pada wrumnya;

¢ bahwa berdasarkan permbangan sebagaimana dimaksod dalam huruf a
dan b. perlu membentvk Undang-Undang tentang Aroitrase dan Aliernanf
el b

Mengingar

. L Pasal5 5, (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1645,

2 Undsng-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketensuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1970 Nomor 74, Tambalum Eemb-ran Negam Nomor 2951);
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186 Seri Hubum Oesnds. Hukum Arbitrage

Dengan persetujuan
DEWADS PERWAKILAN RAKYAT RFPUBLIK INDONESIA

MEMUTLSKAN:

MENETAPKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA

BAB1
KETENTUAN UMLUM

Pasal |

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

L

2

Arbires2 adihb Zam peryelesaian suntu sengketa perdars di luar peradilan
umtt vang didasarban parts Paniian Arisitrese yug dibust secara tenuis
oleh paca pihax yang berscngkers

Paia pihak wdalah subjek hukum, bais menurut hukum perdata maupun
hukum publik.

3 Perjanjian Arbitrase adalah suata wesepakstan berpa klsusuia aibitrasc

yang tercantum dalam suaiu perjanjfan tertulis yang dibuat para pthak
sebelum timbul sengketa, ate suatu perjanjian arbitrace tersendin jung
dibuat para pihak setelah nmbul sengketa

Pengadilan Megeri adalah Pengadiian [leger yang daersh hnkumnya
meliputi tempat tinggai termohorn

Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonin penyelesaian
senghets melalui arbitrase.

Termohon adalah pikak lawan dari Pemohon dalam penyvelesaian seng-
keta melalui arbitrase.

7. Arbiter adalah seorang atzu lebih yang dipilih oleh para pihak yang ber-

sengketa arau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembags
arbitrase, untuk memberikan putussn mengenal sengkeia tenentu vang
disershkan penyelesaiinoys mclalui arbitrase

9

.

o Lampiran 187

Lembuga Arbitrase adalaiy badan yang dipilih oleh para pihak yanyg ber-
sengketa untvk memberikan putusan mengenal sengheta termenty;
lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat mengikat
mengenai suatu hubungan hukum tenenty dalam lum timbul
senghets,

Putusan Arbitrase interrasional adalab putusen yang disuhkan olch suatu
lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilsyah hukum
Republik Indonesia, atau putusan sustu lenubaga arbitrase atau arbiter
perorangan vang menurst ketrntuan hukum Republik Indonesia
dianggap sehagai sustn putusan arbitrase internasional

10, Aliernatif Penvelssawd sengketr odalah lembags penyelesaian sengheta

atau beda pendapat muelalui wosedur yang discpakati para pibak, vakn!
penyelesaian di luar pengadilsn dengan cara konultasi, negosiasi,
mediasi, konsiltasi, atau penilaian ahli

Pasal 2

Undang ndang ini mengati® peniyeleszian sengheta stau beds pendapat antara
para pikak dalam suaw hubungan hukum tertentu yang telsh mengadakan
periz=jian arhitrase yang secara legas menyatakan bahwa semua sengkeia atau
beda peudapat yang tirtul atay yang mungkin timbul dari hubungan hukum
t=rschut akan distlessikan dengau cara arbiirase stau melalud alternatif penye-
lesatan senpketa.

Pasal 1

Pengadilar. Negr tidak berwernang untuk mengadili sengketa para pihak yang
t=sh terikat dalam petimjian arbitrase.

Pasal 4

L. Dalun hal para pihak telsh menyetujui bahwa sengkets di antam mereks

skan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan
wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannys
EEEE&H%E%EEEEEEEE
petjanjian mercks

R —
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188 Sert Hukurn Bisms: Hukum Arbire -

2

3

Persetujuan stk menyelesaikan senghett melatul arbumse sehagai.
mana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suaiu dokumen yang
ditandatangani oleh para pihak:

Dalum hal disepakati penyelesalan sengketa melalun arbicrase \erfadi
dalam bentuk periukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram,
lksienilf, e-mail oto dalam bentule sarans komunikasi lainnya, wajib
disertai dengan suatu catatan perierimaan olel para pihak

Pasal 5

senigketa yang dapat diselesatkan melalui arkitiase Lnys senghet= 4i bidang \

perdagangan dan mengenal hak yang menunitt iukua 4an perawran
perundang-undangan dikuasal sepenubnya vich pihak yang bersengketa
“emeteta yong tidak dapat distlesaikan melalui arbitrase adalsh sengketa
yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat disdakan
perdamiian.

BAB 11
ALTERNATIF PENYELESAIAN SEMGRETA

Pasal o

L. Sengketa atau beda pendapat pevdata dapai diselesaikan el par pinek

mlatui alternatif penyelessian sengketa yang didasation pad thisad baik
dengan mengesampingkan penyelesaian secar litigas di Penigadilan Negeri
Penyelesaian sengheta atau beds pendapat melalui alternatif penyele-
saian senghet> schagat dimaksud dalam syat (1) diselesaikan dalam per-
teinudn [angsung oleh para pihak dalam wakiu paling lima 14 (empat
belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam susta kesepakatan terulis
Dalamn hal sengheta atau beds pendapat sebagaimans diriksud datam
ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatsn terrulis para pihiak,
sengkera atau beda pendapat disclesaikan melalui bantusn seorang atau
lehih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator

Apabila para pihak tessebut datam wak paling ma 14 {empat belas)
hari dengan hantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupur: melzhsi

lampiran 189

scoang mediator tidak berhasil mencapal kata sepakat, stau medutor
menghubung sebush lembagz arbitrese ataw ki Lﬁ.l‘ua.ﬂr
lesaisn sengheta untuk menunjuk seorang mediator

5. Setehh penunpulan mediaor oleh lembaga arbitrase atau lembaga alter-
fiaiet perweleaiz sengha, dalam wakiu peling lms 7 (tujuh) he ussha
miediasi harus sudah daps: dimulas

6 Usaha penvelesaian senghets atan beds pendanat melalui mediator seha-
gaimana dimaksud dalam ;a1 (3) dengan memegang tegub kerahasisan,
dalsm waktu paling lama 30 (tiga puluh) har harus tercapai kesepakatan
thaten 2entuk iertulis yang ditandaengani oleh smua pitak yanyg terkaii,

7. Fescpasatan “envelessian sengketa atau beda pendapat secara tertulis
adalzh final d=n mengikat pars pihak untuk dilaksanakan dengar intad
baik serta wajib didaftarkan d: Pergadilan Negen dalam waku paling lama
70 (tga putuii} hani sejak pemndstanz=-mn.

8  Kesepakatan penyelesaian serzhz1a 2o heds pendipst slagimana di-
maksud dalam sym (7) =it d'ksanakan dalae w=h o poling lama 30
(tiga nulish) hari sejai pendaltaran.

9 Apabila ussha perdamaian sebagaimans dimaksud dafam ayar (1) sampai
d_agan aya® (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kese:
pakatan <cara termulis dapat menzajukan usaha penyelessiznnya
relali bembaga asbifirase arau arbitrase ad-hoo

BABT

SYARAT ARBITRASE,
FENGANGKATAN ARBITER.
DAN HAK INGKAR

BAGIAN PERTAMA
Syarat Arbitrase
Pasai 7
Para pitak dapat menyetivi susty sengheta yang wenadi atsu yang akan terjadi
antara mereka notuk diselesatkan meishi arvamse.
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¥
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Pasal 8

Dalam hal timbul senghketa, pemohon harus membeiiahukan dengan

surat tereatal, telegram, teleks, fakstmili, e-rmail sau dengan buku ckspedisi

kepada termohon bahwa syamt arbitrase yang diadakan oleh pemohean

ataut terimohon berdaku

Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbin ise schamimana dimaksud

dalam ayat (1) memuat dengan jelas:

i nama dan alamat para pinak;

b penunjukan acpada klausula atsu perjanjian arbitrase yang berlakuy;

£ pesjaniin atat masalih vang menjadi senghen;

d dasar tentutan dan mlab yang Sienta apabila ada,

e cam penyelesaian yauy dikehendaki;

f perjanfian yang diadakan oieh pars pihal tentang jumlah whbiie:
atau apabila tidak pernah diadakan pe: janjizn s*macam iy, pemohon

dapat mengajubun vaul tentang jumlah arbitcr vang dikehengals |

dalam jumlah gpl

Pasal 9
Dalam ha! para pthak memillh penyciesuar <engketa melalui erbirase
set=lah sengheta tead, persetujuan niengenai hal tersebut harus dibuag
dalam suatu perjznjian terrwis yaig ditandats i oleh pam pihak,
Ualar hal 2 pinak ndak dapat inenandatangsni perjanjian tenulis
sehagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut hunss
dibuat dalam bentul: akta notanis.
Perjanjian terlis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus Lemaat
a.  masalsh yang dipersengketakan;
b,  nama lenglp dan wempat tinggal para pihak;
¢. nima lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
d. tempat arbiter atau majelis arbitrase skan mengambil keputusan;
e, mama lengkap sekretari=
{.  jangks wakiu penyclesaian senghera;
¢ pemyataan kesediaar dari arbiter; dan
h. pemyaman kesedizan dail pihek yang bersengketa umuk menang-

- = -

- — B

lampran 191
melalin arbitrase

3. Perjanjian ! }EEE%E&EE

ayat (3) hukum,

Pasal 10
g%%&ur:ﬁifﬂ%&_gg
o bawh ini:

3 meninggalnya salah sat pihak;

h.  bangkrutrya salah s pihak;

¢ novast

d.  insolvensi salah satu pihake

e pewarisam,

[ berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok.

o bilamana pelabzanaan perj=njian ters.Sut dizlihiugaskan pada pihak

ketiga dengan -rsetjuan pibak yaug meiakukan perianpian arbitrase
tersebut; atat

Dasal 11

Adanya suaiu perjanjian arhitrase tertulis meniadakan hak pera pihak
untuk mengajukan penyeiesaian sergheia 4tau deda pendapat jyang
termuat dalam perjanjiannys ke Pengzdilan Negeri

Pengadilzn Neger: “sajib menolah dan tidak 2ian campur angan di dalam
suatu peniyelessian sengketa yang telah ditetapkan melalw arbitrase,
kecuali datam hal-hal terientu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

BAGIAN KEDUA
Syarat Penganghkatan Arbiter
Pasal 12

Yang dapat ditunjuk aiau diangkat sehagai arbiter harus momenuhi syarat:

-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

192 Seri Hukunr Bienic Hubom Arbitriise

& cakap melakukan tindakan hukum,

b berumur paling rendah 35 tahir,

¢ tidak mempunyai hubungsn keluarga sedarah 2:au semends sampai
dengan derajad kedun dengan salah sa pihak bersengketa;

d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan kg ata
pratusan arbiltase;

e memilli pengalaman serta mengussai secara akuil di bidangnya
paiing sedikit 15 b,

- Hakim, jaksa, panitera dant pejabn persilan laimnya tidak dapat ditunjuk

atau mﬁn.m_ﬂ_ seongal arbiter

Fasal 13

- Dalam hal pars pihak ndak dapat mencapai k. ¢pareisn mengenai

pemilihan arbicer atau tidak ada Letentuan yang dibuat mengenai

pengangkatan arbicer, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau
majelis arbiter.

Dalam suatu arbitrase ad-hec bagi setiap ketidaksepakatan dulus penun-
jukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan per-
mohonan kepada Ketua Pengadilan, Negeri untuk menuajuk seorany
arbiter atau lebih ds'am rengha penyelesatan ssughketa pama pihak.

Fazai 14

. Dalam hal pars pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul

skan diperiksa dan dipurus oleh arbiter runggal, para pihak wajity untuk
mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tungs=!

. Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teieks, faksimili, e-mail ;s

dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama
orang yang dapat diangkat sebagai arhiter unggal

- Apabila dalsm waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah rermohon

menerima usul pemokan sehagaimana dimaksud dalam ayst (2) para pihak
fidak berhasil menentukan arbiter wnggal atas permohonan dari salsh
satu pihak, Ketua Pengadilar Negeri dapat mengangkat arbite- rungaal.

|
|

. Ketua Pengadilan Negert akan
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tunggal berdatarksn 4

daltar nama yang disamipaikan oleh para sty yang diperoleh dat
organisasi st lembaga arhitnse s dimaksud dalam pasal
34, dengan memperhatika: batk rckome mavpun keberatan yang

diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersanghutan.

Pasal 15

. Penunjukan dua orang artuter oleh para pihak memben wewenang kepada

dua arbiter terseut untuk memi'  Yan menunjuk arbiter yang ketiga

3. Arbiter ketigs sehagaimen: dmaksud dalam ayar (1) diangkar sebagai ketua

riajells nrbvicrese

o ils dalum “vakiu paling lama 30 {og- h) han setela® pemoesii-
Apabi paling g pulu pe

huan diterima oleh termohon sebaggimana diorbzod dalam pasil & aysl
(1}, dan salah <atu pihak emysta udak s<nunjuk <=scorang yang zkan
menjadi anggota majelis arhitrasz, arbiter - =ag dituniux oleh prhak bimne
akan benindak sebagai arbiter tunegal dan putusannya mengikat kedua
belah pihak

Dalam hal kedea arsior yang telsh ditunjul masing-masing piha’: -=bagai
mana dimaksed dalam ays (1) lidak berhasi! menuaiuk arbiter ketigz
dalam waktu paling !2ma 14 (empat behis) han =selah aroiter yang terakhis
ditunjuk azas permohonsn stlab st pehat | etua Penzadilan ** s dapa
menEaAn kot arbiter betien

5. [lechadap penganghatan arbiter yang ditakukan oleh Ketua Pengacilan

Neyeri sehagaimanz dimaksud dalam ayat (4), nidak dapat diajukan upaya
pembatalan

Pasal 16

. Arbiter yang ditanjuk stan diznglat dapst menerima atsit menolzk penun-

julan atzu pengangkaan tersebut

Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud datam ayat (1), wajib
diberitahukan secara tenilis kepada pihak dalam w=t2 paling lama 14
(empat belas) hari terhiton, s2jak tanggal penunjuken stau pensangkatan.
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Pasal 17

. Dengan ditunjuknya seorang arhiter atau beberapa arbite: oleh pam phak

secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter
atau heberapa arhiter «ecara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk
dan arbiter v<ng menerina penunjukan terfadi suatu perjanjian perdata

. Penunjukan sebagaimana dirmake.d dalum ayat (1), mengakibatkan bahwa

arbiter atau para arbiter aban memberikan putusannya secara jujur, adil,
dwn seseeal dengan keiantuan yang cordiku dan para pibak akan meie-
rima putusannya secata (inal dan mengikat seperti yang telah diper-
janjikan bersama.

Pasal 18

~ Seoome calon arbier yang diminta oleb salah satu pihak untuk duduk

dalam rusjelis arbitrase, wajib membentahubkas kepadl ahak tentang hal
yang mungkin akaa imempengaruhi kehehasanoy= atau monimbul-
kar: keherpihakan potusan yang 2kan dilcokan

. Seorang yang menerima penunjukan sebsgan arbiter sebagaimana di-

maksud dalam ~yat (1), harus memberitahukan kepada para pihak
mengenal penunjukannya

Pasal 19

_ Dalam hal arbiter telal; menyaiakan menerima penunjukan atau peng-

angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersang-
kutan tidak dapat menarik din, kecuali sias persetujuan para pihak.
Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang teluh
menerima penunjukan alay pengangkatan, menyatakan menarik din,
maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tenulis
kepada para pihak.

. Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonas penarikan dini seha-

gaumana dimaksnd dalam syat (2), maka vang bersanghutan, dapat di-
bebaskan dari tugas sebaga arbiter.

. Dalim hal permotionan penasikan did ddak menidapar persetujuan pamm

pinak, pembebasan tuges arbiter ditetapkan oleh Ketua |'engadilen Negent

—— i —— —
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Pasal 20
Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tdak mem-
EEEE%EE&%&E%
dihukum untuk mengganti bigya dan kerugian yang diakibatkan karena ke-

: lambatan tersebut kepada rara pihak.

Pasal 11
%.Eignkﬁiéﬁiri%#ﬂngi
EEE%T_EEEEEE%TT

langsung, uniuk menjalankzn fungsinya sebazi arhiter atz: majelis arhitrase,
kecunli dapas ditiakikan adonya tkiikad ndak hatk dar. tindaban tersebut

BAGIAN KETIGA
Hak Inghkar

Pasal 22

L. Terhadap arbiter dapat disjukan tuntuian ingkar apabila terdapat cukup
alzsan den bukt otentik yang menimbullan keraguan bahwa arbitcr
akan melakuian ugasny= tidak sccars bebas Jan dlem hergihek dalem
mengimbrl kepuusan

). Tantutan mghar (erhadap scorang arbiter dapat pule dilalesnakan
wpabils tetbu'ti adanys hubungan kekeluargaan, kevangan atau peker-
ja== devgan salah satu prhak atau kussanya.

Pasal 23

1. Hak ingkar terhadap arhiter yang diangkat oleh Ketuz Pengadilan Neger

disjukan kepada Pengadilan Negeri yaug bersangkutan.

| 2 Hak inghar terhadap arbr tunggsl disjukan kepada arbiter yang ber-

— - e e

sanghutan.
3. Hak mgkar terhadap anggota majelis arbursse dizjukan kepads majciis
aruitrass yang bersanghutan.
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Pasal 24

Atbirer yang, diangkat tidak denygan penetapan pengadilan, hanya dapat
diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang memper.

gumakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersanghutan,
Arbite+ yang diangkat dengan penetapan pengaclilan. hanya dape: dimgkan
berdasarkan alasan yany diketalvinya setelah adanys penerimaan pene-
tapan pengadilan rersebut

Pihak yang keberatan terbadap penunjukan seorang art.or vang dilakulan
oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalars wakiu paling
Jutma 14 (erpat belas) hari sejak prnganghatan.

Dalam hal alasar: sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan
ayat (2) diketahui kemudian, tumutan imghar harus diajukan ualam wak
paling lama 14 (empat belas) hari séjak diketahuinya bal wersebu

Tuntutan ingkar narus ==cam tertulis, taik kepada pthak lan mawpun

kepada pitiak arhiter vang bersangkutan dengan menyebutkan alasan
tunfutannya.

Catam hal tuntutan inglar yang diajuban oleh salah satu pihak tidak
disetujui cleh pital lain, artiter ying bersanghutan harus mengundurkan

diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesual dengan cama yang

ditentukan dalam undang-tndang ini.

Fasal 25

Dalam hzl tuntutan inpkar yang disjukan oleh szlah sau pinax ndak
disetujui ol=% pibak lain dan arbiter yong bersangkutan tidak bersedia
mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan
tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat
kedua pihak, dan tidak dapat digjukan perlawan=a

Dalam hal Ketua Pengadilan Neseri memutuskan bahwa wntutan seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiler penggantt
harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaky untuk zengang-
katan arbiter yang digantikan,

Dialam hal Ketua Pengadilan Neger menclak tantsten ingsar aibier
melanjuthum wepsnya.

1

3

Lamptran 197
Ptz W

ﬁnﬁ:ﬁ%.ﬁi%%-ﬂfaggrﬁ%
dan wewenang terse ajutmya dilanjutkan’gleh penggantinys
yang kemudian diang i dengan undang-undang inl
Arbiter dapat dibebasiugaskan bilemana terbukal berpihak atay menun-
jukkan sikap tercela yany harus dibuktikan melalui jatur hukum.
Dalam hal selama pemeriksaaan sengketa berfangs:g, ~rbiter meninggal
duria, tidak mampu, atay mengundurkan din, schingga tidak dapat
melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter penganti akan dianghat
dengan cara sebagaimana yang bertaku bagi penganghatan arbucr yang
bersengkutan.

4 Daiam hal scomng arhiter tunggal st Ketwa Majelis Arbitrase digenfi,

ST pemeTisash y g elah diadakan harus diulang kemball
Dalam hal anggota majelis yang diganti. pemeriksaan senghets lanya
diulang kembiali secara ter b antar arbiter

BAB IV

. ACARA YANG BERLAKU i HADAPAN MAJELI5 ARBITRASE

BAG'ALs PERTAMA

Acara Arbitrass

Pasal 27

Semua pemeriksaan sengheia oleh arbiter vau majelis arbitrase dilakulan
secara lenuiup.

Pasal 28

%Eggﬂaﬁ?ﬂﬁuﬁﬂhu&gg_%
EEE&E%EE&WE_EEEEEE_E
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Pasal 29
1. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama
dalam mengemukakan pendapar Masing-masie,;

1. Para pihak yang bersengketa dapat diwzkili oleh kussanya dengan surar
kuasa khusus.

P'asal 30

rihak ketiga di luar perjanjian arhitrase dapat tunir sena dan menggabunghan
diri dalam proses penyelesaian seugkeia melalui arbitrase, apabila terdspat
unsur kepentingan yang terkait dan keturutseraannya disepakati oleh para
piliak yang bersengketa scria disetujui oleh arbiter atay majzlis actitrase

yang memeriksa sengketa yang bersangkutan,

Pasal 31
L. Para pihak dalam suaru perjanjian vang tegas dan tertulis bebas unmuk
menientukan acara arbitrase yang digunukan dalam pemeriksaan sengketa
sepanjang tidak berientangan dengan ketentuan daluy wo Lang-undang

in.

2. Dalam hal para pihak ndak menentukan sendiri ketenruan menganai

acara arbiirase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbirer
atau majelis arbitrase elah terbentui sesuai dengan Pasal 13, Pasal 12,
dan Passl 14, senua senpkets yang penyelesaanaya diserabikan kepads
arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menrut
ketentuan dalam Undeng-undang ini

3. Dalam hal para pihak telah memilih acars arbirrase seb>2ainana di-

maksud dalam ayar (1), harus ada kesepakatan mengenal ketentuan
jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka
waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atag majelis ar-
bitrase yang akan menentukan.

" Pasal 32

L. Atas permohonan salah saru ?_Hr arbiter atau majelis arhitrase dapat

mengambil putusan provisionil atau prrusan sels hainnva entuk meng-

i

T

Lampisan 14

atur ketertiban jalannya pemerikeaan sengkets tmasuk penctapan si
jaminan, memerintahkan penitipan harang kepada Plhak ketiga, aa
menjual barang yang mudah msak

1 Jangha wakiu pelakssisn putusan provisionil ataz putusan sels lainny
sebagaimana dimaksud dalam ayar (1) tidak dihitung datam Jangh
wakiu sebagaimana dimakoud dalam Pasal 48

Pasal 33

Arbiter atau majelis arhitrase b . _nang untuk memperpaniang jangka waki

tugasnya azabila:

#. diajukan pesmohonan gieh sulah sate pihak inengerai ksl khusos terente

b, sebagii =iibat ditctaphan putusan rrovisionil siau purusan sels linnya,
atau

¢ dianggap perlu oleh arbuer ata: nuajelis artirass ok kepentingan
pemenksaat.

Pasal 3=

L Fenyelesatan ernghews melalui arbirrase dapat dibkular. fengan meng-
guakan lembags arbitrase rasicons! sise fniernasiona! berdasarkan
kesepckatan para pihak

1 Pevyelesaian senghes mefabul k222 arbitrase schayumans dimaksud
delam ay=e (1) dibic e mepurar peratiiran dar acars dun lzmbaga jarg
dipilih, kecuali disetapkan bin olch para pihak.

Pasal 35
Arbiter atau muajelis arbitrase dapar memerintahkan agar setiap dokumen atau
bukut disenai dengan terjemahz b dalam bahasa yang ditetapian oleh arbiter
Pasal 36
I Pemeriksasn sengheta datam arbitrase narus dilakuban secarm terulis

1 Pemerilsan secars lisan dapat dilzicukan apabila disetujui para pihak
20 disnggap perlu sieh arbiter sizu majelis arbitesse.
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Pasal 37

I, Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase. kecyaly
ditentukan sendint oleh para pihak.

2. Achiter atau majelis arbitrase dapar mendengar keterangan saksi atay
mengadakan pertemuan yang dianggap perhu pada tempat tertentu & huar
tempat arbitrase diadakan,

3. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase,
diseclenggarakan memimut ketentusn dalam hukum acara perdata

4. Arbiter ptaw majclis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan sctempat
itas bacanig yang dipersengletakan atau hal lain yang berhibungan
dengan sengkess yuny sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perly,
para pihak akan dipanggil secaia sa% agar dapar juga hadir dalsm
pemeriksaan terseimut.

Pasal 38

I Dalam jangka waktu vang ditentukan olek: arbiter atau majelis arbitrase,
pemchon harus menyampaikan surat wintutannya kepada arbitcr asau
majells arbitrse. ;

£ Surm wntitan fersebud harus memuat sekurang-kurangnya:

2. nama lenglap dan iempat tinggal atau tempat keduduikan pars pihak:
O waian singkat tentang sengketa disesai dengan lampirn bukil-
bukti; dan

C st untutan vang jelas,

Pasal 39

Setelah menerima surar wintutan dari pemohon, arbiter atau ketus majelis
arbitrase menyampaikan satu salinan tntutan tersehut kepada termohon dengan
disertai perintah bahwa termohion harus menanggapi dan memberiksn
Juwabannya secara tertulis dalem wakau paling lama 14 (empar belas) hari sejak
diternmanya salinan tunean tersebut oleh termohon.

B — S —— e =

!

-y
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Pasal 40

L. Segera setelah diterimanya jawahan dari termohon stas perintah arhiter
aau kerua majelis arbitrase, salinan fawaban tersebut diserabkan kepada
pemohon,.

1 Bermmaan dengan itu, arbiter atay ketua majelis arbitrese mc=_rintah-
kan agar para pihak atau kuasa mereks menghadap di iauka siGang
arbitrase vang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung
mulsi hari dikeluarkannya permtah i,

Pac=l 41

Dalam hal iermobon setciah lewat 14 {empat belas) bari sebagaimae Hmaicud

dalam Pasal 39 tidak men, smpaikan jawabannya, toimohon akan dipsiggil
derigan ketentuan sehagaimana dimaksud dalam Passl 40 2= 2}

Pasal 42
I Dalam jawsbannya atau selambat-lambainya pslc sidang pertama,
termohon dapat mengajulan waivizs balasan dan terhadap winwtan
balasan terschut pemoton dineri kesempatan untuk menanggapi
2 Tuntutan balasau sehagaimana dimaksud dalam ayat (1, direnka dan
dipurus vich arbiter stau majeliz arbitrase bere~ ama dengan puokok
sengheta

Pasal 43
Apabila pads hari yang ditentulan sebagaimana dimaksud dabim Pasal 40
ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang ssh ridak dstang menghadap,

sedangkan telsh dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan gugur dan
tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap —k i

Pasal 44

1. Apabila pada huri yang telsh ditentukan sebagainua dimabesd dalam
Pasal 40 ayat (2), termohon ranps cuaty slesan ssh ddak datang meng-
hadap, sedaagkan termohon telah dipanggil secara parur, arbiter atau
majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan skl kg


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

202 Sert Hubum Bisnis Huboam Arbitruse

&

Paling lama 10 (sepuluh} hari seielah pemanggilan kedua diterima ter-
mohon dan tanpa alasan sah termohon jugs tidak datang menghadap
dimuka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadiruya
rermithon dan tuntutan pemohon dikabulkan selurubnya, kecualf jika
tuntutan fidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum:

Pasal 45

Dalam hal para pihak datang menghadin pada hart ;g telah ditetaphn,
arbite “tau majelis arbitrase terlebih dahuby mengusahakan perdamaian
antara para pihak yang bersengleta.

Dalam bl usaba perdamain sebagaimuna dimaksud dalam ayat (1)
tercapul, maka arbiter atru majelis akirrrse membuar suatu akia per-
damaian yang final Gt mengika pacs pihak dan memerintahkan para
pihak untuk mesenuni ketentuan perdamaian tersebus

Fasal 46
Peieriksaan tema'zp pokok sengketa dilanjwkan apanils - =l per-
damaian schagaimana dimaksud dalom Pasal 45 ayat (1) tidak berhasii,
Para piliak diberi kesempatan sesakinr kali unuk menjeleskan sezara
teriutlis pendirian masitg-mazing seits mengajuicar bukti yang diang.
par pedu umiuk menguatkan pendirisneya dalam fangka wakiu yang
ditetapiun oleh achiter A majels arcirase.
Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepads para pikak
untuk mengajukan penjelasan tambshan secara terulis, dokumen sau
bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka wakmw yang ditentukan
oleh arbiter atau majelis arbitruse.

Pasal 47
Sebelum ada jawaban dari termohon. pemohon dapat mencabut <uru
permohonan urtiuk menyelesaikan sengkets metabui arbitrase.
Palam Lal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan

zzzzzzzzz hanya diperbolelkun dengan persetujuan termohen
dan sepanjang perubaban atau penambahan i menyangkut hal-hal

e
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yang bersifar fakia saja Eé_éﬁnﬂq&!!t&ﬂqﬂﬁ
menjadi dasar permohonan.

Pasal 48

Pemeriksaaan atas sengketa harus diselesakan dalam wakiu paling
lama i60 (seraius delapan pulub) kari sejak arbiver atau majeiis
arbitrase terbent k.

3. Nengen persstujuan para pikc' dan apabils dinesiol= sesuni keten-

tuan Pasal 33, jangka waki scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat diperpanjang

BAGIAN KEDUA
Saksi dan Saksi Ahli

Pasal 49
Atas periniah arbiter atau majeli= criirese atau atss perminfaan para
pihak dapar dipanggil seorang saksi atau lehih atau seorang saksi ahit
atay lebik, untuk didengar ketersngannya.
Bisya permanggilan dan perfalanan saksi atau saksi ani ditehankan kepada
pihak yang meminta.

. dehelom memberikan teterngar, pars shsi maw slsiabi waib meng

ucaphkan sumpah.

Pasal 50

. Arbiter atau majelis arbiisese dapat meminta bantusn seorang atau

lebih sakst ahli untuk membenkan keterangan enulis mengena susiu
perscalan khusus yeng berhubungen dengan pokok seugketa

. Para pihak wajib memberikan segals keterangan yang diperfulan oleh

saksi ghlt.

tersebut kepada para pihak agar dopat ditanggapi secara tenulis oieh
para pihak yang bersrngketa.
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4. Apabila wrdapat hat yang kurang jelas, atas permintaan para pihiak
yang berkepentingan,-saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar

keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para

pihak atau kuasanya.

Pasal 51

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita
acara pemeriksaan oleh sekretaris.

BAB V
" PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 52

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak sk memobon pendanat yang meng-
that dori lembaga arbitrase atas hubungar Sukum wertentu dari suaiu perjanjian.

Pasal 53

Terhadap pendapat yang mengikat sehagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak
dapar diiakukan perlawanan melalui upays huktsa apapun.

Pasal 54
L Putusan arbitrase harus memuat:

a  kepala putusan yang herbunvi “Desi KEADI AN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA FSA™

b.  nama lengkap dan alamat para pihat-

€. uraian singkat sengketa;

d.  pendirian pars pihak;

e nama lengkap dan alamat arbiter;

f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atan majelis arbitrase

g  pendapat ap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbecaan pendapat
dalam majelis arbitrase:

|
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h.  amar putusin; - < :
i tempat dan anggal purusan; dan '
J. tanda tatgen acbiter stau =ajelis arbitras

2. Tidak n_ﬁ.&rﬁuﬁuu putusan arbitrase oleh salah secrang arbiter
dengan alasan sakit atau meninggal dunia 1:dak mempengaruhi

kekuazan berfakunya putusan.
3 Alasan tentang tidak adanya tanda angan schagaimana dimaksud dalsm
ayat (2) harus dicantumbkan dalam putusan.

4 Dalam putusan ditetapkan suatu jangka wakiu putusan tersehon harus
dilaksanakan.

Pasz! 55

Apabila pemeriksaan cengkets teian seiesa!, pemeriksaan segers ditutup dan
diterapkan hari sidang untuk mengucapkan punusan arbitrase

Pasal 56
L Arbiter atau majelis arbiirase mensambil sutusan herdassrkan ketentuan
hukum, atiu berdasarkan keaditan dan kepatutan

2. Pora pihak berhok menentubar pilihan hukum yang skan herlaka

terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin stau telsh timbul antara
par pihak

Pasal 57
Putusan diucapkan dalam wakiu paling lama 30 (tige puluh) hani serelah pe-
meriksas diturup.

Pasal 58

Datam wakiu paling lama 14 (empat belas) hari seichah putusan diterima,
para pihak dapai menzajukan permohonan kepada arbiter atau majelis
arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekelirvan administradf dan
#tau menamuah alau Mengurangi sesustu tuntutan putusan.

— .
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BAB VI
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

BAGIAN PERTAMA
Arbitrase Nasional

Pasal 59

I Dalem waki paling lama 30 (tiga patuld) han techitung sejak tanggal
putusan divcapkan, lemba zsh atau salinan otentik putusan arbitmse
diserzhlonn dan didwharkan oloh arbicer wav kuasanys kepada Paniters
Pengadiian Negeri.

1. Penyerahan dan pendafaran scbagaimana dimaksud datam ayat (1), a-
lakukan dengan pencatatan dan penandawtanan pada bagian akhir

atau dipinggit puiusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau
kuasanys yang menyerahkan, dan catatan tersshut merupalan akta
pendaltaniy

3. Arbiter atru kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar ash
penganvkatan sebagai arbiter atau salinan otenuknya kepads Panuera
Pengadilar: Negeri

4, Tidzk dipenuhinys ketentuan sebagaimana dimaksud dzlam ayar (13,
berakibat putusan arhivmse tidak depat dilaksarakan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akia pendafiaran
ditebankan kepada para pihak

Pasal 60
Putusan arbitrase bersilal final dan mempunyai kebuatan hubkum etsp daa
mengikat para pihak,

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melak<anakan putusan arbitrase secar sukarcla,
putusan dilakssickan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negent anss
permahonan salah satu pihelk yong bersengheta.

lampiran 21
Pasal 62

1. Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam wakiu
paling fama 30 (tiga puluh) hari setelsh permohonan eksekusi didal-
tarkan kepada Paniters Pengadilan Negeri,

2 Keua Pengadilan Negen sebagnimana dimaksud datam ayat (17 sebelum
memberikan perintsh pcltksanaan, memeriksa terlebih dahuly apakah
putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, sera udak
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

3 Dalam hal putusan arbitrzse tidak mersnum ketentuan selugamana
dimakeyd dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri miawsal permohanan
pelaleunaan Jeekusi dan terhadap putusan Ketis Pengadilan Negeri
tersebut tdik terbuka upaya hukum apagun

4 Ketva Pengadilan Negen tidak memeriksa alasan stau pertimbangan dan
putusan arbiirase.

Pasal 63
Periwan neisa Pengadilan Negert ditulis pada lembar ash dui salian otemik
pufusan arbitrase yeng dikehuarkan.

Pasal 04
Putusan arbitrase yang weiah dibububi periouh Ketsa renesdilan Megen

dilaksanakan sesusi ketentuan pelakssnaan putusan dalan pedan F&E
yang putusannya telah mempunyal kekuatan hukam tetap,

BAGIAN KEDUA
Arbitrase Internasional

Pasal 65

, Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan
ﬁ Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
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Pasal 66 tifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan __
Bahasa Indonesta;

Putusan Arbitrase Intermasional hanya diakui sena dapat dilaksanakan di wilayah » n
hwikum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikur: ¢ keteranga: dari perwakilan diplomatik Republi di

& Putusan Arbitrase Internasional dijatihkan oleh arbiter atau majelis negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut divetap-
arbitrase di suatu negara yang dengan niegara Indonesis terikat pada per. r!"... yang En.ﬁnw.-: bahwe negara pemohon terikat pada per-
Janjian, baik secara hilateral mavoun multilateral, mengenai pengakuan i janjian, hatk secara bilateral maupun mulibiteral dengan negars
dan pelaksanaan Putusan Arbitras internasional; _ Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksansan Putusan

b.  Putusan Achitrase [ernasional sebagalnana dimaksud dalam huruf 4 | Arbitrase Intcrnasional
terbatas pada putusan yang menurut ketentnan hukum Indonesia Pasal 68
termasuk dalam cuang lingkup hukun perdagangan-

¢ Putusan Arbitease Internasical sehagaimana dimakoud dalam: hura s S Fetkachp ﬂiwﬁ_h”nmmw”ﬂ%”a Negent TFMH H”.n schegeimaca
hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang idai dunaksud n.im.; = _-E._r_a:m E..uﬁ.r!.r w.-laksanakan
bertentangan dengan keteruoan umum; Putusam Arbitr=«= Inirmasional, tidak dapat diajukan banding stau kasas

2. Terhadap puiusan Ketua Pengadilan Negeri Jalarta Pusat sehagaunana

d. Putusan Arbitrase . ermasional dilaksanakan di Indonesia setelah
4 > e dimaksud dalsm Pasal 68 huruf d yang menolak untuk mengakui dan

Hn_ﬂ_und#r urmﬂr..__ﬂﬁ&: Ketus Pengaditan lﬂnz Jakarta Pusar; dan s Pt oo AR oxpmusional depet T
IR ArC IO o SO 8 Yikipy humpt 3. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memuiuskan setiap
yang, wenyangkut Negara Republik Indonesia sebugai salah saru pihak : Mo
dalam sengketa, hanya dup+ dilaksanakan setelah memperoleh ekse- : _H._.ﬁ.._! lorsssi schagairmna dimaksud E._..i sy (1), dulun jongha
kuatur dari Mankamah Agung Republik Ind:nesia yang selanjuinya e ?_!m.rnu o E«:.?&-E hark =stelah permohorsn kasesi
dilimpahkan kepada Pengacitan Negeri Jakarsa Pusat terichat dit=rikis oleh Mahlanal) Agung
+  Teihodap putusan Mahkamah Agung sebagaimans dimaksud dalam ®asal

Pasal 67 66 mruf <, tidak dapet disjuben epayz periawaran
L. Permohonan peiaksansin Furvsan Arbitrase Internasional dil:bukan Pasal 59
setelah putusan tersebut diserahkan dan didafiarkan oleh arbiter atau
kuasanya kepada Paniters Pengadilzn Negeri Jakarta Pusac 1. Setelah Kews Pengadilan Negeri !akarta Pusat memberikan perintah

2. Penyampaiau berkss permobonsn pela hapsimiant dioakend nrmnrnm. ﬂwn..@uaﬁ.ﬁ dimaksad dalem Pasal ._T_. ﬂn_u.vnrwﬂ_ﬁun
» nwﬂ._ (1) harus disenai derigan: selanjumya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara

2. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, _ £ .
i1 ihal atentiitkasi dokumen asing, dan askal 2. Sus eksekusi dapat dilakukan atss hana kekayaan sena barang mili
terjemahan resminya dalam Bahass Indonesia; _
h.  lembar asli arau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar |
Putusan Arbitrase Internasionsl sesusi ketzntuan perinal oten-

termohon elsekusi.
Tata cara penyitaan sena pelaksanaar: putusan mengikuti tata cara sebagai-
mana ditentulean dalam Hukum Acera Perdata

ol
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BAD VIl
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 70

Terhadap putusan atbitrase para pihak dapat mengajukan permohoan pem.
boalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sehagu
berikut:

A surdt atau dokumen yang dujukan daam pemeriksaan, seteiah priysan

b,

dijauhkan, diakut palsy atau dinyaakan palsu;
setelair putusan diambil ditemukan dokumien yang bersifat mereniukan,
yang disembunyikan olen pifak liwan: s

v putusan diambil dani hasil tipu musthar vang dilakukan vleh salah saw

pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal i1

ermohuwan nembatalan putusan arbitrase harus disjukan secara teralis
dalam wakw paling lama 30 (tiga pulu®) hari ietiitung sejak hari penye-
rahan dan pendafiaran. putusan arbitrase kepada Panitera Pengzdilan Negen.

1

i

3.

4.

Pasal 72
Permoiionan pembatalan putusan arbitmse harus digukan kepada Hetua
Pengadilan Neged.
Apahila permohonan sebagaimana dimal:zad dalam ay2: (15 dikabulkan,
Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan
seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
Putusan atas permohonan pembatatan dizetapkan oleh Ketua Pengadilan

zﬁ%ﬂaﬁgﬂ&ﬁ_ﬂﬂﬁﬁﬁun_ﬁurﬁ%wﬂiﬂg !

sebagaimana dimialzud dalam ayat (1) diterima.

Eﬁ&muﬁgggzﬁmgnj_ﬂgg&ﬁgg
ding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan
terakhir,

el e——

-
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3. Muhkamah Agung mempenimbangkan sera memutuskan permo-

honan banding schagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam wakiu

paling laima 30 (uga puluh) han setelah permohonan banding tersebu
diterima oleh Mahkamsh Agung

BAB VI
CURAKHIRNYA TUGAS ARBITER

Pasal 77

Tugas arbiter berakhir karena:
a  putusan mengenud sengkett telah diambsl,
b. jangka wakiu yang tetah ditent-iban dalan pesjanjian arbitrase atau

sesudah diperpaniang oleh para pihak olah lampay, oy

¢ par2 pthak sepakat untuk menarik kemali perunjukan srhizer,

Pasal 74

. Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tusas yang teiah

diberikan kepada arbiter berakhir

1 Janglevwakn rugas arbiter sshapamans dimsksud d=lam Pasal 48 ditenda

ﬁbim_uunnggﬁ:?w:ﬂhmﬁirﬂnﬁ@?uﬂ%g%

Pasal 75

1. Dalam hal arbiter meningga! dunia, di'abulksniys wntuts:, ingkar

janji atau pembernentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus
mengangkat arbiter pengganti.

Apabila para pihak datam wakty paling lima 30 (tigz puluh) hari rids®
mencapai keszpakalan mengenai pengangkatan arbiter penggaati
sebagsimana dimaksud dalam ayst (1), maka Ketuz Pengadilan Negeri
aas permintasn dan pihak yang berkepentingan, mengangkat scorang
stau L=bih arbiter pengganti

. Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelessisn sengketa yang

bersangkutan bendassrian kesimpulan terakhir vang telah diadakan
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BAB IX
BIAYA ARBITRASE

Pasal 76
I Arbiter meaentukan bisye arbitraee,
2 gukgggi:_%
. honomrum aibiter:
b. biaya perjalaman dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arhiter,

c @ﬁﬁ._!%imgggsg
sengketa; dan
d.  biayn administras,.

Pasal 77
I Biaya arbiitrase dibebakan kepada pibak yang kalah.
< Dzlam hal wntutan harva dikalwlikan sehagizn, Maya arbitrac> dibe.
bankan kepsda para pibst secm SeimbG.y.

BAB X
ALTENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Sengleta yang pada saat :E.EEE&&E&?EE&
kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan,
proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan undang-undang ini

Pasal 79

sengketa yang pada saar undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa
tetapi belum &7 lius, tetap diperiksa dan dipumis Lerdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lama.

I e S——
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Pasal 80 ;
Sengheta yang pada saal %u&nn it mulbil berls h dipuus

dan putusannya telal memperoleh kekuaian bukum teup. pelsksansannya
dilakukan berdasarkan undang-undang ini

BAR XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada sast undang-undeag il mulst beriaku. ketentaan mengenai r-
bitrase sebagaimana dimaksud datam Pasal 615 sampai dengan Pasal 65
Reglemen Acars Perota (Reglement op de Rechisverdeiing, Stastshlad
1847:52) dan Pasal 377 Regletnen Indonesta Yang Diperhaharut 1 et Herziene
Indonesisch Reglemew:, Stamsblad 1941:44) dan Pasal 705 neglemen Acama
untuk Daerali Luar Jawa Jan Madura (Rechisieglement Buitengrwesten,
Stmtshiad 1927227}, dinysuain odak bedaku

Pasal B?

Undang-undary i mu's berlalu pads tnggal diunfnglan.

Agar setmp orny mengewhuinga, mencnntahban pengundanean undang-
undang i dengan penemputannya dalam Lembaran Negaea Republil Lidone-
sla

Duszhban di Jakara

pada tanggal 12 Agusius 1999
FROSIDEN. REPUBLIE INDOMNESIA

tud

BACHARUDDIN JUSUF HABIEIE

.
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Diundangkan di Jakaru

pada tanggal 12 Agustus 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

fd

MULAD|

" LEMBARAN MNEGARA REPUBLIK INDONESLA
TAHUN 1999 NOMOR 138
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PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

UMUM

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diseishkan kepada badan peradilan
degan berpedoman kepada Undang-Undsng No 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Polkok Kelorsaan Kehakiman Hal tersebut me upakan
induk dan kerangks umum yang meletakkan dasar dan asas peracitr sia
dan peradilan tata vssha negars yang masing masing diatur dafa.. undang
undang tersendini.

Di dalam penjelssan Passl 3 syzt (1) Undane-Undaag Nomor 14 Tabun 1970
discbutian antars lan babwa penyelestian perkara di tar pengadilar. atas
Eqﬂgugéﬂ%gﬁﬂg.ﬁﬁﬂﬂ
protusan arbiter henyz mempunyai kekustan ekockutorial setelsh menyeroleh
zin atau perintah untuk areksekusi (executoir) dan pengaditan

Selama ini yang dipakai schagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia
adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Beglemen:
op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indo.
nesig Yang Diperbaharui (Het Hergiene Indonesisch Reglement, Staatshlad
1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madurs
(Rechtsreglcaent Buitengewesten, Staatshiad 1927-227).

Pada umumnyz lerrbaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan

Gt icibeny poridiin: Kilebiien seesibat sneie I

.
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a  <ijamin kerahasiaan sengketa para pihals

b dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural
dan administratif:

t. para pihak dapat memilth arbiter yang menurut keyakinannya mem-
punyai pengetahuan, pengalanin seria latar belakang yang culiup mengenal
masalah yang dicengketakan, jujur dan adil;

d  para pihak dapat menentukan mhhan bukum unink menyelesaikan
masalabinya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dun

e, putusanarbiter merupakan puwisan yarg mengikat paza prhak dan dengan

melalut tata cara (prosedur) sederhana sgja staupun lengsung aapr
dilaksanakan,

Pada kenyatusanya apa yang discbutkan di atas tidak semuanya benar, sebab
di mega~ g - tercatu proses peradilan dapar lebih cepat daripada proses
arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase ternadap pengadilan adalah
stlat kerahasizannya karena keputusannya ndak dipublikasikan. Mamun
demikian penyelesainn szngketa melalui arbitrase masih lebik diminati
daripada litigast, terutama untuk kentrak bisnis bersilat internasional

Dengan perkembangay donia usaha dan perkembangan lzhy dinias o hidang
perclagangan bais nasionai maupun intcrnasional seca perkembangan hukum
nada umuamnya, maka peraturan ying terdapar dalam Replemen Acdrz
Perdata (Reglement op e Rechisvardering) vang dipekai sebagai pedomad
arhirzse sudah ddak sesuay g sehingps petly disssoakan barens poog-
aturan dagang yang bersifar internasional sedah mierupakan kebutuhan con-
ditio sme qua non eedangkan hal tersebut tidak distur dalam Reglemen Acara
Perdata (Reglement op de Rechtsvordering). Bertolak dari kondisi ini, perubahan
yang mendasar terhaday Replemer Acara Perdata {Reglement op de Rechisvor
dering), baik secara [llosolis meupun substantl sudah saanya dilaksanalan.

Arbitrase yang diatur dslam undang-undang inl merupakan cara nenyele-
saian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian
tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengkets dapat di-
selesaikan melalui arbitrase, melsinkan hanya sengketa mengenai hak vang
menurut hukum dikuasal sepenuhnya oleh para pihak yang bersengheta atas
dasar kata sepakat nucicks.

Lamjiran 2

Disamning itu ketentuan yang melarang wanita sebagai arbiter sebagai-
mana Mﬁmgu dalam Pasal 617 ayat (1) Reglemen Acara Perdata {Reglement
gp de Rechtsvordering) sudah tidak sesuai lagi dengan rerkembangan rﬁm&.ﬁu
dewasa ini. dan vdak dapat diperahankan lagi datam iehim kemerdelaan m,
varig sepenuhnya menganoi persamain hak wanita dengan T.u.r m:m. Olehy FEE
v dlaiam unaang-undag ini Lidak disebut lagi batwa wanita tidak dapat diang-
kat sebagal arbiter. Semua it diat: dalam Bab | mengena Ketentuan Umnuim.

Dalam Bab 1 diatur mengenai alternatif penyelesaian senghketa q_pn_uEm

cara musyawarah para pihak yang hersengketa. Alernatil Penyeiesaniil
Sengketa (Alternative Dispute Resolution aiau ADR) adalah _nﬂwmmn penye:
lesatan sengh=ie atau beda pendapat melalui prosedur yang mf.._ua_.ﬂz para
pifiak, yuiin penyelesaian di lua; pengadilan dengan cara konsuitast, Reposiast,
redins, konsiliasi atau perlzrn ahh.

b 11 smemberikan suatu ikhtisar khusus dad persyaratan wﬁmﬁwﬂmnﬁmnprm
untuk arkitrase dan syarat penganglaan arbirer seis MENZAtUT MENEENA!
hiak iz:gkar dan pihak y2ng bersengheta. ¢

“adngkan dalam Bab iV diapwr wm cae untuk beracara 44 b dapan majelis
arhitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambi| putusan provi-
signil atan putusan sela lammya termasuk meneraphan sita E..EE.F MEmeTin-
tahkan peitipan barang, atau menjual barang yang sudah rosax sema mner-
sengarkan keierangan sakst dan sakst ahli

Sepert! halnya dengan purasan pengadilaa. maka dalam putiisan arbiirase
sebagai kepala putusan harus jugz mencantumban “CEMI KEADILAN BeR-

DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAY
Disamping i dalam Bab V disebur pula syarat lain yang berlaku menget
putusan arhitrase

Kemudian dalam Bab ini diatur pula kemungkinan terjadi suatu perseng:
ketaan mengenai wewenang arbiter, pelaksanaan putusar arbitrase nasional
maupun internasional dan penolakan permohonan ﬂm,_,._Eur ﬁn_mrﬂﬂw.._
putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Megeri calam tingkat pertama PE
ccrakhir, dan Ketua Pengadilan Negeri tidzk memeriksa alasan atau pertim-

it

bangan dan putusan arbitrase
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Hal ini dimaksudkan unik menjags jangan sampal penyvelesaian sengketa

melalul arbitrase menyadi berlaru-larus Berbeda dengan proses pengadilan
negeri di mana techadap patiusanaga para pihak masih dapat mengajukan
banding dan kasii. maka dalam Preses penyelesain sengketa melalui ar-
bitrase tidak tetls i upayq Iukum banding, kasasi maupus peninjauan kembali

Daizm mngha menyusan hukam formi vasg unih mak= unds.e-undang

it memuat kewntuan temtang pelaksaran tugas arbitrase nasiona! maupun
Iitermasional.

bab V1 menjelaskan 1 weng pengaliman pelaksanaan putusan sealigus
dlam sctu paket, agar undang-undang, int dspat diopetasionalian sampai
pelaksanmsan’ putiuzan, b sang menvangkut masalab achitrase nasional
maupus intevmasional dan hal inf secur sistem Lukum d™Menarkan

Bab VIl mengatur tentang pembaalon rijusan arbiiee Hal in dimunskin-
kan sarena beberupa hal, aniars [ .
% sumt du dokumen yaig digjukan dalam pemerits . sceelan Piliusan
dijaruhban disieuf palsy =gy, duryatalean palsa:
b, setelah purnsan aimbil ditemupg dokutmen yang becsifer menentuian
vang ~cayga aisembunyilan pihak lwan: aan
putesan diambil dan fusil tipy musliba yang dilakukan oleh salsh sany
piisk debam peminkaun seni’ oy
Permohonar semmbnctan ou s arbimse digukon kepadn Kenun Penpadilan
Negeti “an tethauap putusan Pengadilan Negeri tersebul hunya dagar diagukan
permahonan banding ke Mahiamah Agung yang memutus dalam tingkat
perama dan terakhir

Selanjutnya pada Bab VII| digrur tenuang berakhirya wugas arhiter, yang
dinyatakan antara Lein hahwa fugas arbiter berakhir karens jangla wakty tugas
arhiter telsh lampas arau kedua belah pibak sepakat untik menarik kembali
penunjukan atbiter. Meninggalnya salaly st pihak tidak mengakibatkan lugas
yang telsh diberikan kepada arbiter berakhyr

Pab TX dari undsng-undang ini Mengues Sengenal biaya arbitrase yacg
ditentuian oleh ar5ier

J

’Eﬂu 219
Bab X dari undang-undang inl mengatur IWEE: peraliban te-
hadap sengketa yang sudsh diajukan namun
s.iang dalam proses stau yang sudah dipuskan dan :
hukum tetap. #

Sedangkan dalam Bab XI disebutkan bahwa dengan berlakunya undang-
undang ini maks Pasal 5135 sampai dengan Pisal 651 Reglemen Acara
Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal
377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharut (Het ierziene Indonesisch
Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Keglomen Acara untub
Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechisreglement Bultengewesten Stants-
blad 1927:227) ditwyatakan ridak beraku.

PASAL DEMI vASAL

Faac! | sampai dengan Pasal 9
Cukup pelis

Pasal 10
Huerud a dam Jural
Cukup jelas
Hurul ¢
Yang dimaksud dengan “novasi® 2dalah pembaharusn utang.
Hurul d

Yang dimaksud dengan “irsolvensi® adalah keadaan tidak mampu
membayar.

Hurul & sampal dengan hurul h
Cukup jelas

Fasal 11
Cukuy yelas
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Pasal 12

Avar (1)
Culeup jelas

Ayal (2)

Tidak dibolehkannya pejabat yarig disebut daam ayat ini enjcdi aiiter
dimaksudkan agar terjamin adanya objektivitas aatam pemenksaan
serta prmberian putiusan oleh arbiter atzu majelis arhitrase.

Pasel 13
Mar ()T

- Dengan adanya !zenman ini, maka dibinderkan hahwa dala, praktek
© akan teradi jalan bunw apabila pars pituk ar 4ium syarat erbitrase
tidak mengatur sncara baik dan seksams {entang fcwa yarg harus di-
tempuh dalam pengangkatan arbiter
faran (2)

Cukup jelus

Pasal 14 sampai dingan Pasel 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (11

Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah memperhinmgkan
adanya kemungkinan yang menjach alasan unuuk mempergunakan hak
ingkar. Namun apabila arbiter b tetap diangkat oleh para pihak,
maka para pihak diangzap telah sepakat unuk ridak menggunakan
E%gﬁg.gqﬂﬂaaﬂfﬁiﬂrﬂﬁaﬁﬁ.
angkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menimup kemungkinan mun-
culnya fakea-fakea bare yang tidak diketahu: schelumnya, sehinges
membertkan hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak inghar
berdasackan fahia fakea bary rersebur

Agar (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Dafam ayat ini distur tentang pengajuan tuntutan ingkar dan jangka
wakunys

Jangha wakta ini dipandang pethy agar tidak scwakiu-wakiu dapat difean at
dengan adanya runtuian inghar

Ayat (4) sampai dengan ayat (6)
Cukup el

Fasal 25

S

Putusen Keoua Pengadilan Negen dalsm wntutan ingkar menoikat kedua
be*+h aibak dan purcsan tersebut bersifu final don udak 323 vpaya
peridwanan

Ayat (Z) dan zyat (3)
S s

Pasal 26

Ayat (1) sampai Sengan ayat (4)
Cukup jelas

dovar £3)

Jika hanya seorang anggota arbiter saja yang dizann, pementksaan dapat
diteruskan berdasarkan beriis acars dan surt yang ada, cukup cleh para
arbiter yang ada

Pasal 27

Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secars tenutup adalsh menyim-
pang dari heientuan scaa perdata yang borlaku i Penealitan Negen yeng
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pada prinsipnya terbuka unk wmum Hal inf untuk lebih menegaskan
silat kerahasiaan penyelesatan arbitrse
Pasal 28
Cukup jelas
Pasui 26
Ayat (11
Cukup jelas
Aym (2)

Sesual dengan Letcituan umum mengena) acara perdata, &5 =rikan
kesempatan kepada para pihak untuk menuijuk kuasa dengan sitra.
kuasa yang bersifat khusus.

Pasal 30
Cukup jelas

Pazal 3]

Avat (1) dan ayat [2)
Culaup jetas

Ayar (3)
Para pinak dapat menyetuyur sendin terapat dan jangka wake vang dike-
hendaki mereka, Apabila merciu tidat membya sesuatu keientuan tentang
hal ini, maka arbiter arau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33
Hurula

Yang dimakeud dengan “hal khusus wenientu” misaloyn larema adanya
gugatan antara msidentil dF luar pokok seugketz sepecti permohomnan
saminan sebuggimany dimaksnd dalam Hulum Acars Pepdac:

Hurul b dan hurul ¢
Cukoap jelas
Pasal 34

Ayt (1)
Cukup jels

dyat (2)
Ayat inl memberikan keb=hassn kepada pacdipihak uniet merlih
peraturan 4 —am yang Jan digurakan dalu (o avelesaian senglets
antara mercka, Hitpa hares mempermunubes persturan dan s dan
lembaga arbitmse yang dipilih

Pasal 35

Cokp el
Pasal 36
Ayar (13

Cukup jelas
Ayat (2

Pada prmsiphya acama abitase dilakuben seam ertulis Bo adi perse
tujuan para pihak. pemeriksaan dapa® dilskuion wc= man
Juga ketemangan sk alill sebsgaimans dimaksud dalam Fasal 50, dapat
bertangsung secara lisan apabila disnggep perdu oleh arbiter atau majelis
arhirase.

Pasal 37

Ayat (1)
Ketentusn mengenat tempat arbuiase ini adalah penting tenitama
apabils terdapat unsur hokum asing dan sengketa menjadi snat
sengkets hukum perdata internasional. Seperu lazimeo;» tempat ar-
bitrase dilakukan dapat menentukan puls hukum yang harus diper-
gunakan untuk mezmerikss senskeia tersebut jika para pihak tidak me-
nentukan sendin maka arbeter yang daps: menentuloan wempst arbitase
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Ak (2)

Dalom ayat (2) pasal inf diben kemungkinan umuk mendengar saksi &y
tenipat lain dari vemprat diadakan arbitrase, antara lain berhudung dengan
rempat tnggal sakst bersangkutan, y

Avar (3) dhan aya (4
Crtbeup jeluy

Pusal 38
Ayar (1)
Ctikup ks
Ayat L)
Hirruf o
Cukap jlss
Huruf b
Salinan verjanfisn drhitrase huros juga diajukar sehagai lamicw
Hujul e
Isd runtutan Rapys mﬂ_.d dan apabila tsi ‘untutan berupa vang, hares )
sethkan jurlahnya yang pasii.
Pisal 38 sampal dengar Pasal 4
Cakup jelas

-

Pazal 42
A i 1

Pasal tni meagatur mengenal tuntutan rekonvens: yane diajukan olh
pihak termohon

Apar ()
Cukup jelas

Pasal +3

Sesnul dengan hukam acara perdats senghaia menpd gugur apabila pe-
mahon tidak dazang menghadap pada han pemenbezan pertama

Pasal +4 ampa dengan Pasal 47
Cokup jelas

Fasal 42

Avat (1)
Perentuan piigks wakiy (80 (sevatus delupun puluh) har schawal jangia
avkou bag artier menyelesaibon sengheta bersanghkutan melahn arhitzase
arfalabh umuk menjamin kepastian wakiu penyele-un pemenksaan
arbitrase.

K (2
Civicup pelas

Pt #2 samnm dengan Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Tarpe adanva spams wugkemzan, lembaga arbitnise dapal mgnenms
permintaan vang diajukan oish para pihak delam suste perjanjian,
untuk memberikan suary pendapat yang mengttat (binding cpinion)
mengenal suaty persoalan berkensasn dengan perpnjisn tersehu:
Misalnya mengenai genafsiran ketenhuan yang kumang jelas, penam.
bahan stay perubshan pada ketentuan yang berhubungan dengan
oleh lembags arbitrase tersebut kedua belah pahak terikar padanys dan
sabsh saty pihuk yang bestindak Ssrientangss dengan pendspat ttu akan
dianggap melanggar perjanjian

Pzl 53 sampai dengn Pasal 55
Cosup jeles
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Pasyl 56

Avar L1}
Fada dasamys para pihak dupat memgadakan perjanjtan uriuk meneniu-
kiny hanwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkar ketentuan
bt ke At sesua dengan rase keadilan dan kepatistan (ev aeguo ef Bon?

Dularn hal arbiter dibert kebebasan untuk memberikan putysan berdasar-
kan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang andangan
dapar dikesampingkan. Akan tetap dalam bal restento, hubaim memakss
(dwingende regels) harus diterspkan dan vidak gapat Jisimpang) <leh
arbiter. -

Oualam Liai wititer tidak diberi kewenangan untuk membenks.. « iusan
berdasatkan “+ritlan dan kepatutan, maka arbiter nara dupat memberi

putusan berdasarkan kaidah hukom maeriil sehastimang dilakukan
oleh hakim.

Awal (2}
Para pihak yang boisiipheta diberl keleluasaan untuk menentukan
hukum  mana yang akan dycrapkan dalsm proses arbitmase. Anabils par=
pihak tidak menc.ukan Lo ke hubum yang diteraskan adulah
hukum tempay aroitrase dilakikan

Praal 57
Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “Luieksi techadap kebeliruan administranfl™
adalah koreksi terhadap hal-hal sepenti kesalahan pengetikan atsupun
kekeliruan dalam penulisan nama_ alamat para pihak atsu arbiter dan hin-
lain, yang tidak menguhah substansi putusan.

Yane dimaksud dengan “menambsh atay mengucang) tuntusn” adalah
saiah satu pihak dapat mengewwkakan keberatan terhadap pirusan
apabils putusan, antara lain:

2 telsh mengabulkan sesuatu yang tidak dinuniur aleh pihak lawan:

T

”

b tidak memiiat sata ata debrh hal yarg dimings untuk diputus, atac
©  mengandung ketentuat, wengikst yang bertentangin sy sama

lilemya
Pusal 59
Cukup jelas
Pusal 60

- Putusan athitrase merupakan putusan final den dengan demikian nidak
dispat disjuian handing, kasasi auau peningauan kembali

Pasal £1
Crkup s

Peaal 62
Ayat (1} svan dengan mya (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Tidsl dipenkssaya siasan 2 perunnangan puiusan arbiirase oleh
etz Pengadilan Megen agar putusan arbiyrase tersebut bena-henar
mandiri, final dan mengikar

Vasal 63 sampai dengan pasal 65
Culsp jelas

vasal 66

Hurufa
Cuakup jelas

Hirulb

Yang dimaksud dengan “rusng lingkup hukum perdazangan” adalsh
kegiatan-kegoan antar fun di bidang;
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- permagaan
- perbunkar
= keuangan,
- penanaman modal,
= inlustrn,
= lak kekayaan incelekual,
Hurui ¢
Cukup jelas

Huruid

Suans Putiisan Acbitrase leernasonz) hangs dapat dilabsanakan desgar,
(utisan Ketua Pengadilan Neper [nkana Pusar dalam bentuk petintah
pelaksuruman {eksekuatur)

Hurul ¢
Cuikiip jels
Pasal 67 sumpai dengan Pasal o)

Cukug Jelas

Pl 10

Permahonen pemiba

lan hunya dapar diniukan rechadsp putusa
arbatrase yang sudah didafarkan di pengadilan. Alasan-alasan permo-
honan punbatalan yang disebut dalam pasul ait harus dibnkiikan dengm
putusan perigadilan. Apabua pengadilan menyakan bahwa alasan-
alasan tersebut terbubti at ndak cerbulet, maka purusan pengaditan i
dapat digunalean sebagai dvaar pertimbangan bagh hakim untuk meng
abulkan atay menolak permabonan

Pasal 71
Cubeup jelas

Lomppge 229

Pasal 72
Ayt (1)
Cuikup jelas
Ayat (2)
Ketta Pemgaciilan Megerl diheri wewenang unt:k menuerikss tantan

b g
pembatalan jika diminta oleh pars pihak, dlan mengatur akilyit dar pemis
sl selurihnya st sebagian dar purusan arbitrase hersatgkun

Ketus Pengaditan Negen dapat menutuskan bahwa setelah diueag
. . i ¢ SR : nerikes

kan pembatalan, arbiter yang sama aun rhiter ._.____: Akt mem s
kemhall sengkets bersanghutan shau menentukan DIlwe SIEW AR
vl ool diselesatin Bl melahy abarese

Awat 5]
Cukup jels

Ayat (1)

2 . P r . "

Yary dimaicsucd dengin “handicp” adalah hanva terhadap pembataban
_.EEv..z__u}::K sehagaiimana dimaksd dalam Pasal 70

iyt (5]
Cukup jelas

Pasal 73 samput dengan Pasal 52

€k e Lae
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